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BUPATI PANGANDARAN 
PROVINSI JAWA BARAT 

 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN 

NOMOR 21 TAHUN 2015 
 

TENTANG 
 

BANGUNAN GEDUNG 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI PANGANDARAN 
 

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan bangunan gedung harus 
dilaksanakan secara tertib, sesuai dengan fungsinya, 
dan memenuhi persyaratan administratif dan teknis 
bangunan gedung agar menjamin keselamatan 
penghuni dan lingkungannya; 

  b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 109 ayat 
(1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 
2002 tentang Bangunan Gedung menyatakan 
penyelenggaraan bangunan gedung dilaksanakan oleh 
pemerintah daerah dengan penyusunan Peraturan 
Daerah dibidang Banguan Gedung; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a danb perlu menetapkan 
Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung. 
 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang 
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 134); 

  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

  4. Undang–Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang 
Pembentukan Kabupaten Pangandaran (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5363); 
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  5. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014  tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

  6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor  28 
Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83; 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4532); 

  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32). 

  
Dengan Persetujuan Bersama 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN 

 
dan 

 
BUPATI PANGANDARAN 

 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANGUNAN GEDUNG 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Bagian Kesatu 
Pengertian 

 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Pangandaran. 
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Pangandaran. 
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4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangandaran 
adalahlembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsurpenyelenggara 
pemerintahan daerah. 

5. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden 
Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara 
Republik Indonesia Tahun 1945. 

6. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaankonstruksi yang 
menyatu dengan tempat kedudukannya,sebagian atau seluruhnya berada 
di atas dan/atau di dalamtanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai 
tempat manusiamelakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau 
tempattinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan 
sosial,budaya, maupun kegiatan khusus. 

7. Bangunan Gedung Umum adalah Bangunan Gedung yang fungsinya 
untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, 
maupun fungsi sosial dan budaya. 

8. Bangunan Gedung Tertentu adalah Bangunan Gedung yang digunakan 
untuk kepentingan umum dan Bangunan Gedung fungsi khusus, yang 
dalam pembangunan dan/atau pemanfaatannya membutuhkan 
pengelolaan khusus dan/atau memiliki kompleksitas tertentu yang dapat 
menimbulkan dampak penting terhadap masyarakat dan lingkungannya. 

9. Bangunan gedung adat adalah bangunan gedung yangdidirikan 
berdasarkan kaidah-kaidah adat atau tradisimasyarakat sesuai 
budayanya, misalnya bangunan rumahadat. 

10. Bangunan Gedung Hijau adalah adalah bangunan gedung yang memenuhi 
persyaratan bangunan gedung dan memiliki kinerja terukur secara 
signifikan dalam penghematan energi, air, dan sumber daya lainnya 
melalui penerapan prinsip bangunan gedung hijau sesuai dengan fungsi 
dan klasifikasi dalam setiap tahapan penyelenggaraannya.  

11. Bangunan gedung cagar budaya adalah bangunan gedung yang 
sudahditetapkan statusnya sebagai bangunan cagar budaya sesuai 
denganketentuan peraturan perundang-undangan tentang cagar budaya. 

12. Bangunan Gedung dengan gaya/langgam tradisional merupakan 
Bangunan Gedung yang didirikan menggunakan kaidah/norma 
tradisional masyarakat setempat sesuai dengan budaya yang diwariskan 
secara turun temurun, untuk dimanfaatkan sebagai wadah kegiatan 
masyarakat sehari-hari selain dari kegiatan adat. 

13. Klasifikasi Bangunan Gedung adalah klasifikasi dari fungsi Bangunan 
Gedung berdasarkan pemenuhan tingkat persyaratan administratif dan 
persyaratan teknisnya.  

14. Keterangan Rencana Kota adalah informasi tentang persyaratan tata 
bangunan dan lingkungan yang diberlakukan oleh Pemerintah Daerah 
pada lokasi tertentu. 

15. Izin Mendirikan Bangunan Gedung, yang selanjutnya disingkat IMB 
adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemilik 
Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, 
mengurangi dan/ataumerawat Bangunan Gedung sesuai dengan 
persyaratan administratif dan persyaratan teknis. 
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16. Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Gedung adalah permohonan yang 
dilakukan Pemilik Bangunan Gedung kepada Pemerintah Daerah untuk 
mendapatkan izin mendirikan Bangunan Gedung. 

17. Garis Sempadan Bangunan Gedung adalah garis maya pada persil atau 
tapak sebagai batas minimum diperkenankannya didirikan Bangunan 
Gedung, dihitung dari garis sempadan jalan, tepi sungai atau tepi pantai 
atau jaringan tegangan tinggi atau garis sempadan pagar atau batas persil 
atau tapak. 

18. Koefisien Dasar Bangunan, yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka 
persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar Bangunan 
Gedung danluas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang 
dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan 
lingkungan.  

19. Koefisien Lantai Bangunan, yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka 
persentase perbandingan antara luas seluruh lantai Bangunan Gedung 
dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai 
rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.  

20. Koefisien Daerah Hijau, yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka 
persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar 
Bangunan Gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan 
dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai 
rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.  

21. Koefisien Tapak Basemen, yang selanjutnya disingkat KTB adalah angka 
persentase perbandingan antara luas tapak basemen dan luas 
lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai 
rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.  

22. Ruang Terbuka Hijau Pekarangan adalah sebagai ruang yang 
berhubungan langsung dengan dan terletak pada persil yang sama dengan 
Bangunan Gedung, berfungsi sebagai tempat tumbuhnya tanaman, 
peresapan air, sirkulasi, unsur estetik, sebagai ruang untuk kegiatan atau 
ruang fasilitas (amenitas). 

23. Pedoman Teknis adalah acuan teknis yang merupakan penjabaran lebih 
lanjut dari peraturan pemerintah dalam bentuk ketentuan teknis 
penyelenggaraan Bangunan Gedung. 

24. Standar Teknis adalah standar yang dibakukan sebagai standar tata cara, 
standar spesifikasi, dan standar metode uji baik berupa Standar Nasional 
Indonesia maupun standar internasional yang diberlakukan dalam 
penyelenggaraan Bangunan Gedung.  

25. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, yang selanjutnya disebut RTRW 
adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah kabupatenyang telah 
ditetapkan dengan peraturan daerah.  

26. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan, yang selanjutnya disebut 
RDTR adalah penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah kabupatenke 
dalam rencana pemanfaatan kawasan perkotaan.  

27. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan 
pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk 
setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana 
rinci tata ruang.   
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28. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan, yangselanjutnya disingkat 
RTBL adalah panduan rancangbangun suatu kawasan untuk 
mengendalikanpemanfaatan ruang yang memuat rencana 
programbangunan dan lingkungan, rencana umum danpanduan 
rancangan, rencana investasi, ketentuanpengendalian rencana dan 
pedoman pengendalianpelaksanaan.  

29. Penyelenggaraan Bangunan Gedung adalah kegiatanpembangunan 
Bangunan Gedung yang meliputiproses Perencanaan Teknis dan 
pelaksanaankonstruksi serta kegiatan pemanfaatan, pelestariandan 
pembongkaran.  

30. Perencanaan Teknis adalah proses membuat gambarteknis Bangunan 
Gedung dan kelengkapannya yangmengikuti tahapan prarencana, 
pengembanganrencana dan penyusunan gambar kerja yang terdiriatas: 
rencana arsitektur, rencana struktur, rencanamekanikal/elektrikal, 
rencana tata ruang luar, rencana tata ruang-dalam/interior serta 
rencanaspesifikasi teknis, rencana anggaran biaya, danperhitungan teknis 
pendukung sesuai pedoman danStandar Teknis yang berlaku.  

31. Pertimbangan Teknis adalah pertimbangan dari TimAhli Bangunan 
Gedung yang disusun secara tertulisdan profesional terkait dengan 
pemenuhanpersyaratan teknis Bangunan Gedung baik dalamproses 
pembangunan, pemanfaatan, pelestarian, maupun pembongkaran 
Bangunan Gedung.  

32. Pemanfaatan Bangunan Gedung adalah kegiatanmemanfaatkan 
Bangunan Gedung sesuai denganfungsi yang telah ditetapkan, termasuk 
kegiatanpemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan secaraberkala.  

33. Pemeriksaan Berkala adalah kegiatan pemeriksaankeandalan seluruh 
atau sebagian Bangunan Gedung,komponen, bahan bangunan, dan/atau 
prasarana dan sarananya dalam tenggang waktu tertentu 
gunamenyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung.  

34. Laik Fungsi adalah suatu kondisi Bangunan Gedungyang memenuhi 
persyaratan administratif danpersyaratan teknis sesuai dengan fungsi 
Bangunan Gedung yang ditetapkan.  

35. Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan Bangunan Gedung 
beserta prasarana dan sarananya agar selalu Laik Fungsi.  

36. Perawatan adalah kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian 
Bangunan Gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana 
dan saranaagar Bangunan Gedung tetap Laik Fungsi.  

37. Pelestarian adalah kegiatan perawatan, pemugaran, serta pemeliharaan 
Bangunan Gedung dan lingkungannya untuk mengembalikan 
keandalanbangunan tersebut sesuai dengan aslinya atau sesuai dengan 
keadaan menurut periode yang dikehendaki.  

38. Pemugaran Bangunan Gedung yang dilindungi dandilestarikan adalah 
kegiatan memperbaiki,memulihkan kembali Bangunan Gedung ke 
bentukaslinya.  

39. Pembongkaran adalah kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh 
atau sebagian Bangunan Gedung, komponen, bahan bangunan, 
dan/atauprasarana dan sarananya.  
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40. Penyelenggara Bangunan Gedung adalah pemilik, Penyedia Jasa 
Konstruksi, dan Pengguna Bangunan Gedung. 

41. Pemilik Bangunan Gedung adalah orang, badan hukum, kelompok orang, 
atau perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai Pemilik Bangunan 
Gedung.  

42. Pengguna Bangunan Gedung adalah Pemilik Bangunan Gedung dan/atau 
bukan Pemilik Bangunan Gedung berdasarkan kesepakatan 
denganPemilik Bangunan Gedung, yang menggunakan dan/atau 
mengelola Bangunan Gedung atau bagianBangunan Gedung sesuai 
dengan fungsi yang ditetapkan.  

43. Penyedia Jasa Konstruksi Bangunan Gedung adalahorang perorangan 
atau badan yang kegiatanusahanya menyediakan layanan jasa konstruksi 
bidang Bangunan Gedung, meliputi perencana teknis,  pelaksana 
konstruksi, pengawas/manajemen konstruksi, termasuk Pengkaji Teknis 
Bangunan Gedung dan Penyedia Jasa Konstruksi lainnya.  

44. Tim Ahli Bangunan Gedung, yang selanjutnya disingkat TABG adalah tim 
yang terdiri dari para ahli yang terkait dengan penyelenggaraan Bangunan 
Gedung untuk memberikan Pertimbangan Teknis dalam proses penelitian 
dokumen rencana teknis dengan masa penugasan terbatas, dan juga 
untuk memberikan masukan dalam penyelesaian masalah 
penyelenggaraan Bangunan Gedung Tertentu yang susunan anggotanya 
ditunjuk secara kasus per kasus disesuaikan dengan kompleksitas 
Bangunan Gedung Tertentu tersebut.  

45. Pengkaji Teknis adalah orang perorangan, atau badan hukum yang 
mempunyai sertifikat keahlian untuk melaksanakan pengkajian teknis 
atas kelaikan fungsi Bangunan Gedung sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan.  

46. Pengawas adalah orang yang mendapat tugas untuk mengawasi 
pelaksanaan mendirikan bangunan sesuai dengan IMB yang diangkat oleh 
Pemilik Bangunan Gedung.   

47. Masyarakat adalah perorangan, kelompok, badan hukum atau usaha, dan 
lembaga atau organisasi yang kegiatannya di bidang Bangunan Gedung, 
termasuk masyarakat hukum adat dan masyarakat ahli, yang 
berkepentingan dengan penyelenggaraan Bangunan Gedung.  

48. Peran Masyarakat dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung adalah 
berbagai kegiatan masyarakat yang merupakan perwujudan kehendak 
dan keinginan masyarakat untuk memantau dan menjaga ketertiban, 
memberi masukan, menyampaikan pendapat dan pertimbangan, serta 
melakukan Gugatan Perwakilan berkaitan dengan penyelenggaraan 
Bangunan Gedung.  

49. Dengar Pendapat Publik adalah forum dialog yang diadakan untuk 
mendengarkan dan menampungaspirasi masyarakat baik berupa 
pendapat, pertimbangan maupun usulan dari masyarakatumum sebagai 
masukan untuk menetapkankebijakan Pemerintah/Pemerintah Daerah 
dalampenyelenggaraan Bangunan Gedung.  
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50. Gugatan Perwakilan adalah gugatan yang berkaitan dengan 
penyelenggaraan Bangunan Gedung yang diajukan oleh satu orang atau 
lebih yang mewakili kelompok dalam mengajukan gugatan untuk 
kepentingan mereka sendiri dan sekaligus mewakili pihak yang dirugikan 
yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok 
dan anggota kelompok yang dimaksud.  

51. Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung adalah kegiatan 
pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan dalam rangka mewujudkan 
tata pemerintahan yang baik sehingga setiap penyelenggaraan Bangunan 
Gedung dapat berlangsung tertib dan tercapai keandalan Bangunan 
Gedung yang sesuai dengan fungsinya, serta terwujudnya kepastian 
hukum.  

52. Pengaturan adalah penyusunan dan pelembagaan peraturan perundang-
undangan, pedoman, petunjuk,  dan Standar Teknis Bangunan Gedung 
sampai di daerah dan operasionalisasinya di masyarakat.  

53. Pemberdayaan adalah kegiatan untuk menumbuhkembangkan kesadaran 
akan hak, kewajiban, dan peran para Penyelenggara Bangunan Gedung 
dan aparat Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Bangunan 
Gedung.  

54. Pengawasan adalah pemantauan terhadap pelaksanaan penerapan 
peraturan perundang-undangan bidang Bangunan Gedung dan upaya 
penegakan hukum. 

 
Bagian Kedua 

Maksud, Tujuan, dan Lingkup 
 

Paragraf 1 
Maksud 

 
Pasal 2 

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pengaturan lebih lanjut dari 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan 
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, baik 
dalam pemenuhan persyaratan yang diperlukan dalam penyelenggaraan 
bangunan gedung, maupun dalam pemenuhan tertib penyelenggaraan 
bangunan gedung di daerah. 
 

Paragraf 2 
Tujuan 

 
Pasal 3 

Peraturan daerah ini bertujuan untuk: 
1.   Mewujudkan bangunan gedung yang fungsional dan sesuaidengan tata 

bangunan gedung yang serasi dan selaras denganlingkungannya; 
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2.   Mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan gedung yangmenjamin 
keandalan teknis bangunan gedung dari segikeselamatan, kesehatan, 
kenyamanan, dan kemudahan; 

3.   Mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraanbangunan gedung. 
 

Paragraf 3 
Lingkup 

 
Pasal 4 

 
(1) Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi ketentuan mengenai fungsi dan 

Klasifikasi Bangunan Gedung, persyaratan Bangunan Gedung, 
penyelenggaraan Bangunan Gedung, TABG,  Peran Masyarakat, 
pembinaan dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung, sanksi 
administratif, penyidikan, pidana, dan peralihan.  

(2) Untuk Bangunan Gedung fungsi khusus, dalam hal persyaratan, 
penyelenggaraan dan pembinaan tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini, 
maka harus mengikuti Peraturan Pemerintah yang mengaturnya. 

 
BAB II 

FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG 
 

Pasal 5 
 

(1)  Fungsi bangunan gedung merupakan ketetapan mengenaipemenuhan 
persyaratan teknis bangunan gedung ditinjaudari segi tata bangunan dan 
lingkungan maupunkeandalannya serta sesuai dengan peruntukan lokasi 
yangdiatur dalam RTRW Kabupatendan/atau RTBL. 

(2)  Fungsi bangunan gedung meliputi: 
a.  bangunan gedung fungsi hunian; 
b.  bangunan gedung fungsi keagamaan; 
c.  bangunan gedung fungsi usaha; 
d.  bangunan gedung fungsi sosial dan budaya; 
e.  bangunan gedung fungsi khusus; dan 
f.  bangunan gedung lebih dari satu fungsi. 

 
Pasal 6 

 
(1)  Bangunan gedung fungsi hunian dengan fungsi utama sebagaitempat 

manusia tinggal dapat berbentuk: 
a.  bangunan rumah tinggal tunggal; 
b.  bangunan rumah tinggal deret; 
c.  bangunan rumah tinggal susun; dan 
d.  bangunan rumah tinggal sementara. 

(2)  Bangunan gedung fungsi keagamaan dengan fungsi utamasebagai tempat 
manusia melakukan ibadah keagamaan dapatberbentuk: 
a.  bangunan masjid, mushalla, langgar, surau; 
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b.  bangunan gereja, kapel; 
c.  bangunan pura; 
d.  bangunan vihara; 
e.  bangunan kelenteng; dan 
f.  bangunan keagamaan dengan sebutan lainnya. 

(3)  Bangunan gedung fungsi usaha dengan fungsi utama sebagaitempat 
manusia melakukan kegiatan usaha dapat berbentuk: 
a.  bangunan gedung perkantoran; 
b.  bangunan gedung perdagangan; 
c.  bangunan gedung pabrik; 
d.  bangunan gedung perhotelan; 
e.  bangunan gedung wisata dan rekreasi; 
f.  bangunan gedung terminal; 
g.  bangunan gedung tempat penyimpanan sementara; dan 
h.  bangunan gedung tempat penangkaran atau budidaya 

(4)  Bangunan gedung sosial dan budaya dengan fungsi utamasebagai tempat 
manusia melakukan kegiatan sosial danbudaya dapat berbentuk: 
a.  bangunan gedung pelayanan pendidikan; 
b.  bangunan gedung pelayanan kesehatan; 
c.  bangunan gedung kebudayaan; 
d.  bangunan gedung laboratorium, dan 
e.  bangunan gedung pelayanan umum. 

(5)  Bangunan fungsi khusus dengan fungsi utama yangmemerlukan tingkat 
kerahasiaan tinggi untuk kepentingannasional dan/atau yang mempunyai 
tingkat risiko bahayayang tinggi. 

(6)  Bangunan gedung lebih dari satu fungsi dengan fungsi utamakombinasi 
lebih dari satu fungsi dapat berbentuk: 
a.  bangunan rumah - toko (ruko); 
b.  bangunan rumah - kantor (rukan); 
c.  bangunan gedung mal - apartemen - perkantoran; 
d.  bangunan gedung mal - apartemen - perkantoran –perhotelan; 
e.  dan sejenisnya. 

 
Pasal 7 

 
(1)  Fungsi bangunan gedung diusulkan oleh calon pemilikbangunan gedung 

dalam bentuk rencana teknis bangunangedung sesuai dengan peruntukan 
lokasi yang diatur dalamRTRW Kabupatendan/atau RTBL danpersyaratan 
yang diwajibkan sesuai dengan fungsi bangunangedung. 

(2)  Penetapan fungsi bangunan gedung dilakukan olehBupatimelalui 
penerbitan IMB. 

(3)  Perubahan fungsi bangunan gedung yang telah ditetapkansebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) harus memperolehpersetujuan dan penetapan 
oleh Pemerintah Daerah. 
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Pasal 8 
 

(1)  Klasifikasi bangunan gedung menurut klasifikasi fungsibangunan 
didasarkan pada pemenuhan syarat administrasidan persyaratan teknis 
bangunan gedung. 

(2)  Fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal5 
diklasifikasikan berdasarkan: 
a.  tingkat kompleksitas  
b.  tingkat permanensi  
c. tingkat risiko kebakaran  
d.  zonasi gempa  
e.  lokasi  
f.  ketinggian bangunan gedung  
g.  kepemilikan  

 
Pasal 9 

 

(1)  Penentuan klasifikasi bangunan gedung atau bagian darigedung 
ditentukan berdasarkan fungsi yang digunakan dalamperencanaan, 
pelaksanaan atau perubahan yang diperlukanpada bangunan gedung. 

(2)  Fungsi dan klasifikasi bangunan gedung sebagaimanadimaksud pada ayat 
(1) dapat diubah dengan mengajukanpermohonan IMB baru. 

(3)  Perubahan fungsi dan/atau klasifikasi bangunan gedungsebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh pemilikdalam bentuk rencana 
teknis bangunan gedung sesuaidengan peruntukan ruang yang diatur 
dalam RTRW Kabupatendan/atau RTBL. 

(4)  Perubahan fungsi dan/atau klasifikasi bangunan gedung harusdiikuti 
dengan pemenuhan persyaratan administratif danpersyaratan teknis 
bangunan gedung baru. 

(5)  Perubahan fungsi dan/atau klasifikasi bangunan gedungsebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) melalui prosespenerbitan IMB baru. 

(6)  Perubahan klasifikasi gedung harus melalui proses revisi IMB. 
(7)  Perubahan fungsi dan/atau klasifikasi bangunan gedung harusdiikuti 

dengan perubahan data fungsi dan/atau klasifikasibangunan gedung 
dan/atau kepemilikan bangunan gedung. 

 
BAB III 

PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG 
 

Bagian Kesatu 
Umum 

 
Pasal 10 

 

(1)  Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratanadministratif dan 
persyaratan teknis sesuai dengan fungsibangunan gedung. 

(2)  Persyaratan administratif bangunan gedung meliputi: 
a.  status hak atas tanah dan/atau izin pemanfaatan daripemegang hak 

atas tanah; 
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b.  status kepemilikan bangunan gedung, dan 
c.   IMB. 

(3)  Persyaratan teknis bangunan gedung meliputi: 
a.  persyaratan tata bangunan dan lingkungan  
b.  persyaratan keandalan bangunan gedung. 

 
Bagian Kedua 

Persyaratan Administratif 
 

Paragraf 1 
Status Kepemilikan Hak Atas Tanah 

 
Pasal 11 

 

(1) Setiap bangunan gedung harus didirikan di atas tanah miliksendiri atau 
milik pihak lain yang status tanahnya jelas danatas izin pemilik tanah. 

(2) Status tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diwujudkan dalam 
bentuk dokumen sertifikat hak atas tanahatau bentuk dokumen 
keterangan status tanah lainnya yangsah. 

(3) Dalam hal tanahnya milik pihak lain, Bangunan Gedung hanya dapat 
didirikan dengan izin pemanfaatan tanah dari pemegang hak atas tanah 
atau pemilik tanah dalam bentuk perjanjian tertulis antara pemegang hak 
atas tanah atau pemilik tanah dengan Pemilik Bangunan Gedung.  

(4) Bangunan gedung yang karena faktor budaya atau tradisisetempat harus 
dibangun di atas air sungai, air laut, air danauharus mendapatkan izin 
dari Bupati. 

(5) Bangunan gedung yang akan dibangun di atas tanah miliksendiri atau di 
atas tanah milik orang lain yang terletak dikawasan rawan bencana alam 
harus mengikuti persyaratanyang diatur dalam Keterangan Rencana Kota. 

 
Paragraf 2 

Status Kepemilikan Bangunan Gedung 
 

Pasal 12 
 

(1) Status kepemilikan bangunan gedung dibuktikan dengansurat bukti 
kepemilikan bangunan gedung yang dikeluarkanoleh Pemerintah Daerah, 
kecuali Bangunan Gedung fungsi khusus oleh Pemerintah. 

(2) Penetapan status kepemilikan bangunan gedungsebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan pada saatproses IMB dan/atau pada saat 
pendataan bangunan gedung,sebagai sarana tertib pembangunan, tertib 
pemanfaatan dankepastian hukum atas kepemilikan bangunan gedung. 

(3) Status kepemilikan bangunan gedung adat pada masyarakat hukum 
adatditetapkan oleh masyarakat hukum adat bersangkutanberdasarkan 
norma dan kearifan lokal yang berlaku dilingkungan masyarakatnya. 

(4) Kepemilikan Bangunan Gedung dapat dialihkan kepada pihak lain. 
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(5) Pengalihan hak kepemilikan bangunan gedung kepada pihaklain harus 
dilaporkan kepada Bupatiuntuk diterbitkan surat keterangan bukti 
kepemilikan baru. 

(6) Pengalihan hak kepemilikan bangunan gedung sebagaimanadimaksud 
pada ayat (4) oleh pemilik bangunan gedung yangbukan pemegang hak 
atas tanah, terlebih dahulu harusmendapatkan persetujuan pemegang 
hak atas tanah. 

(7) Status kepemilikan Bangunan Gedung adat pada masyarakat hukum 
adatditetapkan oleh masyarakat hukum adat bersangkutanberdasarkan 
norma dan kearifan lokal yang berlaku dilingkungan masyarakatnya. 

(8) Tata cara pembuktian kepemilikan bangunan gedung kecualisebagaimana 
yang dimaksud pada ayat (3) diatur sesuaidengan peraturan perundang-
undangan. 

 
Paragraf 3 

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 
 

Pasal 13 
 

(1)  Setiap orang atau badan wajib mengajukan permohonan IMBkepada 
Bupatiuntukmelakukan kegiatan: 
a.  pembangunan dan/atau prasarana bangunan gedung. 
b.  rehabilitasi/renovasi bangunan gedung dan/atauprasarana gedung 

meliputi perbaikan/perawatan,perubahan, perluasan/pengurangan; 
dan 

c.  pemugaran/pelestarian dengan mendasarkan padasurat keterangan 
rencana kotauntuklokasi yang bersangkutan. 

(2) Izin mendirikan Bangunan Gedung sebagaimanadimaksud pada ayat (1) 
diberikan oleh PemerintahDaerah, kecuali Bangunan Gedung fungsi 
khusus oleh Pemerintah. 

(3) Pemerintah Daerah memberikanSurat Keterangan Rencana 
Kotasebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada setiap calonpemohon 
IMB sebagai dasar penyusunan rencana teknisbangunan gedung. 

(4) Surat Keterangan Rencana Kotasebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
merupakanketentuan yang berlaku untuk lokasi yangbersangkutan. 

(5) Dalam surat Keterangan Rencana Kotasebagaimana dimaksud pada ayat 
(4) dapat jugadicantumkan ketentuan-ketentuan khusus yangberlaku 
untuk lokasi yang bersangkutan. 

 
Paragraf 4 

IMB di Atas dan/atau di Bawah Tanah, Air dan/atau 
Prasarana/Sarana Umum 

 
Pasal 14 

 

(1)  Permohonan IMB untuk bangunan gedung yang dibangun diatas dan/atau 
di bawah tanah, air, atau prasarana dan saranaumum harus mendapatkan 
persetujuan dari instansi terkait. 
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(2)  IMB untuk pembangunan bangunan gedung sebagaimanadimaksud pada 
ayat (1) wajib mendapat pertimbangan teknisTABG dan dengan 
mempertimbangkan pendapat masyarakat. 

(3)  Pembangunan bangunan gedung sebagaimana dimaksudpada ayat (1) 
wajib mengikuti standar teknis dan pedomanyang terkait. 

 
Paragraf 5 

Kelembagaan 
 

Pasal 15 
 

(1)  Dokumen Permohonan IMB disampaikan/diajukan kepadainstansi yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perizinan. 

(2)  Pemeriksaan dokumen rencana teknis dan administratifdilaksanakan oleh 
instansi teknis pembina yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang bangunangedung. 

(3)  Bupatidapat melimpahkan sebagiankewenangan penerbitan IMB 
sebagaimana dimaksud padaayat (1) dan ayat (2) kepada Camat. 

(4)  Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksudpada ayat (3) 
mempertimbangkanfaktor : 
a.  efisiensi dan efektivitas; 
b.  mendekatkan pelayanan pemberian IMB kepadamasyarakat; 
c.  fungsi bangunan, klasifikasi bangunan, luasan tanahdan/atau 

bangunan yang mampu diselenggarakan dikecamatan; dan 
d. kecepatan penanganan penanggulangan darurat danrehabilitasi 

bangunan gedung pascabencana. 
(5)  Ketentuan lebih lanjut mengenai pelimpahan sebagiankewenangan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diaturdengan Peraturan Bupati. 
 

Bagian Ketiga 
 

Persyaratan Teknis Bangunan Gedung 
 

Paragraf 1 
Umum 

 
Pasal 16 

 

(1) Persyaratan teknis Bangunan Gedung meliputi:  
a. persyaratan tata bangunan dan lingkungan; dan  
b. persyaratan keandalan bangunan gedung.  

(2) Persyaratan tata bangunan dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf a meliputi: 
a. persyaratan peruntukan dan intensitas bangunan gedung; 
b. persyaratan arsitektur bangunan gedung; 
c. persyaratan pengendalian dampak lingkungan; dan 
d. rencana tata bangunan dan lingkungan. 
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(3) Persyaratan keandalan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b meliputi: 
a. persyaratan keselamatan bangunan gedung; 
b. persyaratan kesehatan bangunan gedung; 
c. persyaratan kenyamanan bangunan gedung; dan 
d. persyaratan kemudahan bangunan gedung. 

 
Paragraf 2 

Persyaratan Tata Bangunan dan Lingkungan 
 

Pasal 17 
 

Persyaratan tata bangunan dan lingkungan sebagaimana dimaksuddalam 
Pasal 16 meliputi persyaratan peruntukan, intensitas Bangunan 
Gedung,persyaratan arsitektur Bangunan Gedung dan persyaratan 
pengendalian dampak lingkungan. 

 
Paragraf 3 

Persyaratan Peruntukkan dan Intensitas Bangunan Gedung 
 

Pasal 18 
 

(1)  Bangunan gedung harus diselenggarakan sesuai denganperuntukan 
lokasi yang telah ditetapkan dalam ketentuantentang rencana tata ruang 
dan ketentuan tentang tatabangunan dan lingkungan dari lokasi 
bersangkutan. 

(2)  Pemerintah Daerah memberikaninformasi mengenai rencana tata ruang 
dan tata bangunanserta lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
kepadamasyarakat secara cuma-cuma. 

(3)  Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisiketerangan mengenai 
peruntukan lokasi, intensitas bangunanyang terdiri dari kepadatan 
bangunan, ketinggian bangunan,dan garis sempadan bangunan. 

(4)  Bangunan gedung yang dibangun: 
a. di atas prasarana dan sarana umum; 
b.  di bawah prasarana dan sarana umum; 
c.  di bawah atau di atas air; 
d.  di daerah jaringan transmisi listrik tegangan tinggi, 
e.  di daerah yang berpotensi bencana alam, dan 
f.  di Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan(KKOP), 
harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
danmemperolehpertimbangan serta persetujuan dariPemerintah 
Daerahdan/atauinstansiterkait lainnya. 

(5)  Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)belum 
ditetapkan, ketentuan mengenai peruntukanbangunan gedung 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatursementara dalam Peraturan 
Bupati. 

 
Pasal 19 
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Dalam hal terjadi perubahan RTRW, RDTR dan/atau RTBL yang 
mengakibatkan perubahan peruntukan lokasi, fungsi Bangunan Gedung yang 
tidak sesuai dengan peruntukan yang baru harus disesuaikan. 
 

Pasal 20 
 

(1) Bangunan Gedung yang akan dibangun harus memenuhi persyaratan 
intensitas Bangunan Gedung meliputi persyaratan kepadatan, ketinggian 
dan jarak bebas Bangunan Gedung, berdasarkan ketentuan yang diatur 
dalam RTRW, RDTR, dan/atau RTBL. 

(2) Kepadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ketentuan KDB 
dan Koefisien Daerah Hijau (KDH) pada tingkatan tinggi, sedang dan 
rendah.  

(3) Ketinggian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ketentuan 
tentang jumlah lantai bangunan, tinggi bangunan dan KLB pada 
tingkatan KLB tinggi, sedang dan rendah. 

(4) Ketinggian Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak 
boleh mengganggu lalu lintas penerbangan. 

(5) Jarak bebas Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi ketentuan tentang Garis Sempadan Bangunan Gedung dan jarak 
antara Bangunan Gedung dengan batas persil, jarak antarbangunan, dan 
jarak antara as jalan dengan pagar halaman.  

(6) Dalam hal ketentuan mengenai persyaratan intensitas Bangunan Gedung 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, maka ketentuan 
mengenai persyaratan intensitas Bangunan Gedung dapat diatur 
sementara untuk suatu lokasi dalam Peraturan Bupatiyang berpedoman 
pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan 
memperhatikan pendapat TABG. 

 
Pasal 21 

 

(1) KDB ditentukan atas dasar kepentingan daya dukung lingkungan, 
pencegahan terhadap bahaya kebakaran, kepentingan ekonomi, fungsi, 
fungsi bangunan, keselamatan dan kenyamanan bangunan.  

(2) Ketentuan besarnya KDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
disesuaikan dengan ketentuan dalam RTRW, RDTR, RTBL dan/atau 
pengaturan sementara persyaratan intensitas Bangunan Gedung dalam 
Peraturan Bupati. 

 
Pasal 22 

 

(1) KLB ditentukan atas dasar daya dukung lingkungan, pencegahan 
terhadap bahaya kebakaran, kepentingan ekonomi, fungsi peruntukan, 
fungsi bangunan, keselamatan dan kenyamanan bangunan, keselamatan 
dan kenyamanan umum.  

 
(2) Ketentuan besarnya KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disesuaikan dengan ketentuan dalam RTRW, RDTR, RTBL dan/atau 
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pengaturan sementara persyaratan intensitas Bangunan Gedung dalam 
Peraturan Bupati.   
 

Pasal 23 
 

(1) KDH ditentukan atas dasar kepentingan daya dukung lingkungan, fungsi 
peruntukan, fungsi bangunan, kesehatan dan kenyamanan bangunan.  

(2) Ketentuan besarnya KDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
disesuaikan dengan ketentuan dalamRTRW, RDTR, RTBL dan/atau 
pengaturan sementarapersyaratan intensitas Bangunan Gedung 
dalamPeraturan Bupati. 

 
Pasal 24 

 

(1) Jumlah lantai Bangunan Gedung dan tinggi Bangunan Gedung 
ditentukan atas dasar pertimbangan lebar jalan, fungsi bangunan, 
keselamatan bangunan, keserasian dengan lingkungannya serta 
keselamatan lalu lintas penerbangan. 

(2) Bangunan Gedung dapat dibuat bertingkat ke bawah tanah sepanjang 
memungkinkan untuk itu dan tidak bertentangan dengan ketentuan 
perundang-undangan.  

(3) Ketentuan besarnya jumlah lantai Bangunan Gedung dan tinggi 
Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan 
dengan ketentuan dalam RTRW, RDTR, RTBL dan/atau pengaturan 
sementara persyaratan intensitas Bangunan Gedung dalam Peraturan 
Bupati. 
 

Pasal 25 
 

(1) Garis sempadan bangunan ditentukan atas pertimbangan keamanan, 
kesehatan, kenyamanan dan keserasian dengan lingkungan dan 
ketinggian bangunan.  

(2) Garis Sempadan Bangunan Gedung meliputi ketentuan mengenai jarak 
bangunan gedung dengan as jalan, tepi sungai, tepi pantai, rel kereta api 
dan/atau jaringan listrik tegangan tinggi, dengan mempertimbangkan 
aspek keselamatan dan kesehatan;  

(3) Garis sempadan bangunan meliputi garis sempadan bangunan untuk 
bagian muka, samping, dan belakang. 

(4) Penetapan garis sempadan bangunan berlaku untuk bangunan di atas 
permukaan tanah maupun di bawah permukaan tanah (besmen).   

(5) Ketentuan besarnya garis sempadan bangunan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan dalam RTRW, RDTR, RTBL 
dan/atau pengaturan sementara dalam Peraturan Bupati. 

(6) Bupatidapat menetapkan lain untuk kawasan-kawasan tertentu dan 
spesifik.   
 

Pasal 26 
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(1) Jarak antarbangunan, dan jarak  antara as jalan denganpagar halaman 
ditetapkan untuk setiap lokasi sesuaidengan peruntukannya atas 
pertimbangankeselamatan, kesehatan, kenyamanan, kemudahan,dan 
keserasian dengan lingkungan dan ketinggianbangunan.  

(2) Jarak antarbangunan, dan jarak  antara as jalan denganpagar halaman 
yang diberlakukan per kapling/persildan/atau per kawasan. 

(3) Jarak antarbangunan, dan jarak  antara as jalandengan pagar halaman 
berlaku untuk di ataspermukaan tanah maupun di bawah permukaan 
tanah (besmen). 

(4) Penetapan jarak antarbangunan, dan jarak  antara as jalan dengan pagar 
halaman untuk di bawah permukaan tanah didasarkan pada 
pertimbangan keberadaan atau rencana jaringan pembangunan utilitas 
umum.  

(5) Ketentuan besarnya jarak antarbangunan, dan jarak  antara as jalan 
dengan pagar halaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan 
dengan ketentuan dalam RTRW, RDTR, RTBL dan/atau pengaturan 
sementara persyaratan intensitas Bangunan Gedung dalam Peraturan 
Bupati. 

(6) Bupatidapat menetapkan lain untuk kawasan-kawasan tertentu dan 
spesifik.   

 
Paragraf 4 

Persyaratan Arsitektur Bangunan Gedung 
 

Pasal 27 
 

Persyaratan arsitektur bangunan gedung meliputi persyaratanpenampilan 
bangunan gedung, tata ruang dalam, keseimbangan,keserasian, dan 
keselarasan Bangunan Gedung denganlingkungannya, serta 
mempertimbangkan adanya keseimbanganantara nilai-nilai adat/tradisional 
sosial budaya setempat terhadappenerapan berbagai perkembangan arsitektur 
dan rekayasa. 
 

Pasal 28 
 

(1) Persyaratan penampilan bangunan gedung sebagaimanadimaksud dalam 
Pasal 27 disesuaikan dengan penetapantema arsitektur bangunan di 
dalam peraturan zonasi dalam RDTR dan/atau Peraturan Bupatitentang 
RTBL. 

(2) Penampilan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)harus 
memperhatikan kaidah estetika bentuk, karakteristikarsitektur, dan 
lingkungan yang ada di sekitarnya sertadengan mempertimbangkan 
kaidah pelestarian. 

(3) Penampilan Bangunan Gedung yang didirikan  berdampingan dengan 
Bangunan gedung yang dilestarikan, harus memperhatikan kaidah 
estetika bentuk dan karakteristik dari arsitektur Bangunan Gedung yang 
dilestarikan. 
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(4) Pemerintah Daerah dapat mengatur kaidah arsitekturtertentu pada suatu 
kawasan setelah mendengar pendapatTim Ahli Bangunan Gedung dan 
pendapat masyarakat dalam Peraturan Bupati. 

 
Pasal 29 

 

(1)  Bentuk denah bangunan gedung sedapat mungkin simetrisdan sederhana 
guna mengantisipasi kerusakan akibatbencana alam gempa. 

(2)  Bentuk bangunan gedung harus dirancang denganmemperhatikan bentuk 
dan karakteristik arsitektur disekitarnya dengan mempertimbangkan 
terciptanya ruang luarbangunan yang nyaman dan serasi terhadap 
lingkungannya. 

(3)  Bentuk denah bangunan gedung adat atau tradisional 
harusmemperhatikan sistem nilai dan kearifan lokal yang berlaku 
dilingkungan masyarakat adat bersangkutan. 

(4)  Atap dan dinding bangunan gedung harus dibuat darikonstruksi dan 
bahan yang aman dari kerusakan akibatbencana alam. 

 
Pasal 30 

 

(1)  Persyaratan tata ruang dalam bangunan gedung sebagaimanadimaksud 
dalam Pasal 27 harus memperhatikan fungsi ruang,arsitektur bangunan 
gedung, dan keandalan bangunangedung. 

(2)  Bentuk bangunan gedung harus dirancang agar setiap ruangdalam 
dimungkinkan menggunakan pencahayaan danpenghawaan alami, 
kecuali fungsi Bangunan Gedungmemerlukan sistem pencahayaan dan 
penghawaan buatan. 

(3)  Ruang dalam bangunan gedung harus mempunyai tinggi yangcukup 
sesuai dengan fungsinya dan arsitektur bangunannya. 

(4)  Perubahan fungsi dan penggunaan ruang bangunan gedungatau bagian 
bangunan gedung harus tetap memenuhiketentuan penggunaan 
bangunan gedung dan dapatmenjamin keamanan dan keselamatan 
bangunan serta kebutuhan kenyamanan bagipenghuninya. 

(5)  Pengaturan ketinggian pekarangan adalah apabila tinggitanah pekarangan 
berada di bawah titik ketinggian (peil)bebas banjir yang ditetapkan oleh 
Balai Sungai atau instansiberwenang setempat atau terdapat kemiringan 
yang curamatau perbedaan tinggi yang besar pada tanah asli 
suatuperpetakan, maka tinggi maksimal lantai dasar ditetapkantersendiri. 

(6) Tinggi lantai dasar suatu bangunan gedung diperkenankanmencapai 
maksimal 1,20 m di atas tinggi rata-rata tanahpekarangan atau tinggi 
rata-rata jalan, denganmemperhatikan keserasian lingkungan. 

(7)  Apabila tinggi tanah pekarangan berada di bawah titikketinggian (peil) 
bebas banjir atau terdapat kemiringan curamatau perbedaan tinggi yang 
besar pada suatu tanahperpetakan, maka tinggi maksimal lantai dasar 
ditetapkantersendiri. 
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Pasal 31 
 

(1)  Persyaratan keseimbangan, keserasian dan keselarasanbangunan gedung 
dengan lingkungannya sebagaimanadimaksud dalam Pasal 27 harus 
mempertimbangkanterciptanya ruang luar dan ruang terbuka hijau 
yangseimbang, serasi dan selaras dengan lingkungannya yangdiwujudkan 
dalam pemenuhan persyaratan daerah resapan,akses penyelamatan, 
sirkulasi kendaraan dan manusia sertaterpenuhinya kebutuhan 
prasarana dan sarana luar bangunangedung. 

(2)  Persyaratan keseimbangan, keserasian dan keselarasanbangunan gedung 
dengan lingkungannya sebagaimanadimaksud pada ayat (1) meliputi: 

 a.  persyaratan ruang terbuka hijau pekarangan (RTHP); 
 b.  persyaratan ruang sempadan bangunan gedung; 
 c.  persyaratan tapak besmen terhadap lingkungan; 
 d.  ketinggian pekarangan dan lantai dasar bangunan; 
 e.  daerah hijau pada bangunan; 
 f.  tata tanaman; 
 g.  sirkulasi dan fasilitas parkir; 
 h.  pertandaan (Signage); 
 i .  pencahayaan ruang luar bangunan gedung. 
 

Pasal 32 

(1) Ruang terbuka hijau pekarangan (RTHP) sebagaimana dimaksud pada 
Pasal 31 ayat (2) huruf a sebagai ruang yang berhubungan langsung 
dengan dan terletak pada persil yang sama dengan Bangunan Gedung, 
berfungsi sebagai tempat tumbuhnya tanaman, peresapan air, sirkulasi, 
unsur estetik, sebagai ruang untuk kegiatan atau ruang fasilitas 
(amenitas). 

(2) Persyaratan RTHP ditetapkan dalam RTRW, RDTR dan/atau RTBL, secara 
langsung atau tidak langsung dalam bentuk Garis Sempadan Bangunan, 
Koefisien Dasar Bangunan, Koefisien Dasar Hijau, Koefisien Lantai 
Bangunan, sirkulasi dan fasilitas parkir dan ketetapan lainnya yang 
bersifat mengikat semua pihak berkepentingan. 

(3) Dalam hal ketentuan mengenai persyaratan RTHP sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) belum ditetapkan, maka ketentuan mengenai persyaratan 
RTHP dapat diatur sementara untuk suatu lokasi dalam peraturan bupati 
sebagai acuan bagi penerbitan IMB. 

 

Pasal 33 

(1) Persyaratan ruang sempadan depan Bangunan Gedung sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b harus mengindahkan 
keserasian lansekap pada ruas jalan yang terkait sesuai dengan 
ketentuan dalam RTRW, RDTR, dan/atau RTBL, yang mencakup pagar 
dan gerbang, tanaman besar/pohon dan  bangunan penunjang. 
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(2) Terhadap persyaratan ruang sempadan depan bangunan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan karakteristik lansekap jalan 
atau ruas jalan dengan mempertimbangkan keserasian tampak depan 
bangunan, ruang sempadan depan bangunan, pagar, jalur pajalan kaki, 
jalur kendaraan dan jalur hijau median jalan dan sarana utilitas umum 
lainnya. 

Pasal 34 

(1) Persyaratan tapak besmen terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 30 ayat (2) huruf c berupa kebutuhan besmen dan besaran 
Koefisien Tapak Besmen (KTB) ditetapkan berdasarkan rencana 
peruntukan lahan, ketentuan teknis dan kebijakan daerah.       

(2) Untuk penyediaaan RTHP yang memadai, lantai besmen pertama tidak 
dibenarkan keluar dari tapak bangunan di atas tanah dan atap besmen 
kedua harus berkedalaman sekurang kurangnya 2 (dua) meter dari 
permukaan tanah. 

 

Pasal 35 

(1) Pengaturan ketinggian pekarangan adalah apabila tinggi tanah 
pekarangan berada di bawah titik ketinggian (peil) bebas banjir yang 
ditetapkan oleh Balai Sungai atau instansi berwenang setempat atau 
terdapat kemiringan yang curam atau perbedaan tinggi yang besar pada 
tanah asli suatu perpetakan, maka tinggi maksimal lantai dasar 
ditetapkan tersendiri. 

(2) Tinggi lantai dasar suatu Bangunan Gedung diperkenankan mencapai 
maksimal 1,20 m di atas tinggi rata-rata tanah pekarangan atau tinggi 
rata-rata jalan, dengan memperhatikan keserasian lingkungan.  

(3) Apabila tinggi tanah pekarangan berada di bawah titik ketinggian (peil) 
bebas banjir atau terdapat kemiringan curam atau perbedaan tinggi yang 
besar pada suatu tanah perpetakan, maka tinggi  maksimal lantai dasar 
ditetapkan tersendiri.  

(4) Permukaan atas dari lantai denah (dasar): 
a. minimal 15 cm dan maksimal 45 cm di atas titik tertinggi dari 

pekarangan yang sudah dipersiapkan; 
b. sekurang-kurangnya 25 cm di atas titik tertinggi dari sumbu jalan 

yang berbatasan; 
c. dalam hal-hal yang luar biasa, ketentuan dalam huruf a, tidak berlaku 

untuk tanah-tanah yang miring. 
 

Pasal 36 

(1) Daerah hijau bangunan (DHB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 
ayat (2) huruf e dapat berupa taman atap atau penanaman pada sisi 
bangunan. 

(2) DHB merupakan bagian dari kewajiban pemohonan IMB untuk 
menyediakan RTHP dengan luas maksimum 25% dari RTHP. 
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Pasal 37 

Tata Tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf f meliputi 
aspek pemilihan karakter tanaman dan penempatan tanaman dengan 
memperhitungkan tingkat kestabilan tanah/wadah tempat tanaman tumbuh 
dan tingkat bahaya yang ditimbulkannya.  
 

Pasal 38 

(1) Setiap bangunan bukan rumah tinggal wajib menyediakan fasilitas parkir 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf g, yang proporsional 
untuk kendaraan sesuai jumlah luas lantai bangunan berdasarkan 
Standar Teknis yang telah ditetapkan. 

(2) Fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh 
mengurangi daerah hijau yang telah ditetapkan dan harus berorientasi 
pada pejalan kaki, memudahkan aksesibilitas serta tidak mengganggu 
sirkulasi kendaraan dan jalur pejalan kaki. 

(3) Sistem sirkulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf g 
harus saling mendukung antara sirkulasi ekternal dan sirkulasi internal 
Bangunan Gedung serta antara individu pemakai bangunan dengan 
sarana transportasinya. 

 
Pasal 39 

(1) Pertandaan (Signage) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) 
huruf h yang  ditempatkan pada bangunan, pagar, kaveling dan/atau 
ruang publik tidak boleh berukuran lebih besar dari elemen 
bangunan/pagar serta tidak boleh mengganggu karakter yang akan 
diciptakan/dipertahankan. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pertandaan (signage) Bangunan Gedung 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diatur dalam Peraturan 
Bupati. 

 
Pasal 40 

(1) Pencahayaan ruang luar Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 30 ayat (2) huruf i harus disediakan dengan memperhatikan 
karakter lingkungan, fungsi dan arsitektur bangunan, estetika amenitas 
dan komponen promosi.       

(2) Pencahayaan yang dihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
memenuhi keserasian dengan pencahayaan dari dalam bangunan dan 
pencahayaan dari penerangan jalan umum.  

 
Paragraf 5 

Persyaratan Pengendalian Dampak Lingkungan 
 

Pasal 41 

(1)  Setiap kegiatan dalam bangunan dan/atau lingkungannyayang 
mengganggu atau menimbulkan dampak besar danpenting harus 
dilengkapi dengan Analisis Mengenai DampakLingkungan (AMDAL). 
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(2)  Kegiatan dalam bangunan dan/atau lingkungannya yang 
tidakmengganggu atau tidak menimbulkan dampak besar danpenting 
tidak perlu dilengkapi dengan AMDAL tetapi denganUpaya Pengelolaan 
Lingkungan (UKL) dan Upaya PemantauanLingkungan (UPL). 

(3)  Kegiatan yang memerlukan AMDAL, UKL dan UPL dilakukansesuai 
dengan peraturan yang ditetapkan oleh instansi yangberwenang. 

 
Pasal 42 

(1) Setiap kegiatan dalam bangunan dan/atau lingkungannya yang 
mengganggu atau menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lalu 
lintas harus dilengkapi dengan dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas 
(Andalalin). 

(2) Persyaratan dokumen Andalalin disesuaikan dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.  

 
Pasal 43 

(1) Setiap bangunan gedung dan persilnya wajib mengelola air hujan sebagai 
upaya dan kegiatan untuk mempertahankan kondisi hidrologi alami, 
dengan cara memaksimalkan pemanfaatan air hujan, infiltrasi air hujan, 
dan menyimpan sementara air hujan untuk menurunkan debit banjir 
melalui optimasi pemanfaatan elemen alam dan pemanfaatan elemen 
buatan. 

(2) Instrumen pelaksanaan Pengelolaan Air Hujan pada bangunan gedung 
dan persilnya meliputi:  
a. informasi karakteristik wilayah terkait dengan karakteristik tanah, 

topografi, muka air tanah, dan jenis sarana pengelolaan air hujan;  
b. instrumen Pelaksanaan Pengelolaan Air Hujan pada bangunan gedung 

baru; dan  
c. instrumen Pelaksanaan Pengelolaan Air Hujan pada bangunan gedung 

eksisting. 
(3) Tahapan Penyelenggaraan Pengelolaan Air Hujan pada bangunan gedung 

dan persilnya terdiri atas:   
a. tahapan penyelenggaraan untuk gedung baru; dan  
b. tahapan penyelenggaraan untuk gedung eksisting. 

(4) Status Wajib Kelola Air Hujan pada bangunan gedung dan persilnya 
ditetapkan oleh pemerintah daerah. 

(5) Ketetapan Status Wajib Kelola Air Hujan pada bangunan gedung dan 
persilnya disampaikan kepada pemohon IMB bersamaan dengan 
penerbitan surat KRK.  

(6) Pemenuhan ketetapan Status Wajib Kelola Air Hujan dalam dokumen 
rencana teknis bangunan gedung merupakan bagian dari prasyarat 
diterbitkannya IMB.  

(7) Status Wajib Kelola Air Hujan pada bangunan gedung dan persilnya, 
meliputi: 

a. Status Wajib Kelola Air Hujan persentil 95; dan 
b. Status Wajib Kelola Air Hujan berdasarkan analisis hidrologi spesifik. 
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(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan air hujan pada bangunan 
gedung dan persilnya diatur dalam peraturan bupati. 

 
Paragraf 6 

Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan 
 

Pasal 44 
 

(1)  Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan atau RTBL memuatprogram 
bangunan dan lingkungan, rencana umum danpanduan rancangan, 
rencana investasi dan ketentuanpengendalian rencana dan pedoman 
pengendalianpelaksanaan. 

(2)  Program bangunan dan lingkungan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) 
memuat jenis, jumlah, besaran, dan luasanbangunan gedung, serta 
kebutuhan ruang terbuka hijau,fasilitas umum, fasilitas sosial, prasarana 
aksesibilitas, saranapencahayaan, dan sarana penyehatan lingkungan, 
baikberupa penataan prasarana dan sarana yang sudah adamaupun 
baru. 

(3)  Rencana umum dan panduan rancangan sebagaimanadimaksud pada 
ayat (1) merupakan ketentuan-ketentuantata bangunan dan lingkungan 
pada suatu lingkungan/kawasan yang memuat rencana peruntukan 
lahan makro danmikro, rencana perpetakan, rencana tapak, rencana 
sistem pergerakan, rencana aksesibilitas lingkungan, rencanaprasarana 
dan sarana lingkungan, rencana wujud visualbangunan, dan ruang 
terbuka hijau. 

(4)  Rencana investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)merupakan 
arahan program investasi bangunan gedung danlingkungannya yang 
disusun berdasarkan program bangunandan lingkungan serta ketentuan 
rencana umum dan panduanrencana yang memperhitungkan kebutuhan 
nyata parapemangku kepentingan dalam proses pengendalian 
investasidan pembiayaan dalam penataan lingkungan/kawasan, 
danmerupakan rujukan bagi para pemangku kepentingan 
untukmenghitung kelayakan investasi dan pembiayaan suatupenataan 
atau pun menghitung tolok ukur keberhasilaninvestasi, sehingga tercapai 
kesinambungan pentahapanpelaksanaan pembangunan. 

(5)  Ketentuan pengendalian rencana sebagaimana dimaksudpada ayat (1) 
merupakan alat mobilisasi peran masing-masingpemangku kepentingan 
pada masa pelaksanaan atau masapemberlakuan RTBL sesuai dengan 
kapasitasnya dalam suatusistem yang disepakati bersama, dan berlaku 
sebagai rujukanbagi para pemangku kepentingan untuk mengukur 
tingkatkeberhasilan kesinambungan pentahapan 
pelaksanaanpembangunan. 

(6)  Pedoman pengendalian pelaksanaan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) 
merupakan alat untuk mengarahkanperwujudan pelaksanaan penataan 
bangunan danlingkungan/kawasan yang berdasarkan dokumen RTBL, 
danmemandu pengelolaan kawasan agar dapat berkualitas,meningkat, 
dan berkelanjutan. 
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(7) RTBL disusun berdasarkan pada pola penataan Bangunan Gedung dan 
lingkungan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan/atau 
masyarakat serta dapat dilakukan melalui kemitraan Pemerintah Daerah 
dengan swasta dan/atau masyarakat sesuai dengan tingkat permasalahan 
pada lingkungan/kawasan bersangkutan dengan mempertimbangkan 
pendapat para ahli dan masyarakat. 

(8) Pola penataan Bangunan Gedung dan lingkungan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (7) meliputi pembangunan baru (new development), 
pembangunan sisipan parsial (infill development), peremajaan kota (urban 
renewal), pembangunan kembali wilayah perkotaan (urban redevelopment), 
pembangunan untuk menghidupkan kembali wilayah perkotaan (urban 
revitalization), dan pelestarian kawasan. 

(9) RTBL yang didasarkan pada berbagai pola penataan Bangunan Gedung 
dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ini ditujukan bagi 
berbagai status kawasan seperti kawasan baru yang potensial 
berkembang, kawasan terbangun, kawasan yang dilindungi dan 
dilestarikan, atau kawasan yang bersifat gabungan atau campuran dari 
ketiga jenis kawasan pada ayat ini. 

(10) RTBL ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 
 

Paragraf 7 
Persyaratan Keandalan Bangunan Gedung 

 
Pasal 45 

 

Persyaratan keandalan bangunan gedung terdiri dari persyaratankeselamatan 
bangunan gedung, persyaratan kesehatan bangunangedung, persyaratan 
kenyamanan bangunan gedung danpersyaratan kemudahan bangunan 
gedung. 
 

Paragraf 8 
Persyaratan Keselamatan Bangunan Gedung 

 
Pasal 46 

 

Persyaratan keselamatan bangunan gedung sebagaimana dimaksuddalam 
Pasal 45 meliputi persyaratan kemampuan bangunan gedungterhadap beban 
muatan, persyaratan kemampuan bangunangedung terhadap bahaya 
kebakaran dan persyaratan kemampuanbangunan gedung terhadap bahaya 
petir. 

 
Pasal 47 

 

(1)  Persyaratan kemampuan bangunan gedung terhadap bebanmuatan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 meliputipersyaratan struktur 
bangunan gedung, pembebanan padabangunan gedung, struktur atas 
bangunan gedung, strukturbawah bangunan gedung, pondasi langsung, 
pondasi dalam,keselamatan struktur, keruntuhan struktur dan 
persyaratanbahan. 
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(2)  Struktur bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat(1) harus 
kokoh, stabil dalam memikul beban dan memenuhipersyaratan 
keselamatan, persyaratan pelayanan selamaumur yang direncanakan. 

(3)  Pembebanan pada bangunan gedung sebagaimana dimaksudpada ayat (1) 
harus dianalisis dengan memeriksa responstruktur terhadap beban tetap, 
beban sementara atau bebankhusus yang mungkin bekerja selama umur 
pelayanan denganmenggunakan SNI edisiterbaru. 

(4) Struktur atas bangunan gedung sebagaimana dimaksud padaayat (1) 
meliputi konstruksi beton, konstruksi baja, konstruksikayu, konstruksi 
bambu, konstruksi dengan bahan danteknologi khusus dilaksanakan 
dengan menggunakan standarterbaru yang berlaku. 

(5)  Struktur bawah bangunan gedung sebagaimana dimaksudpada ayat (1) 
meliputi pondasi langsung dan pondasi dalam. 

(6)  Pondasi langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
harusdirencanakan sehingga dasarnya terletak di atas lapisan tanahyang 
mantap dengan daya dukung tanah yang cukup kuat danselama 
berfungsinya bangunan gedung tidak mengalamipenurunan yang 
melampaui batas. 

(7)  Pondasi dalam sebagaimana dimaksud pada ayat (5)digunakan dalam hal 
lapisan tanah dengan daya dukung yangterletak cukup jauh di bawah 
permukaan tanah sehinggapengguna pondasi langsung dapat 
menyebabkan penurunanyang berlebihan atau ketidakstabilan 
konstruksi. 

(8)  Keselamatan struktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1)merupakan 
salah satu penentuan tingkat keandalan strukturbangunan yang 
diperoleh dari hasil pemeriksaan berkala olehtenaga ahli yang bersertifikat 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang 
Pedoman Teknis Pemeriksaan Berkala BangunanGedung. 

(9)  Keruntuhan struktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1)merupakan 
salah satu kondisi yang harus dihindari dengancara melakukan 
pemeriksaan berkala tingkat keandalanbangunan gedung sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan tentang PedomanTeknis 
Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung. 

(10) Persyaratan bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)harus memenuhi 
persyaratan keamanan, keselamatanlingkungan dan pengguna bangunan 
gedung serta sesuaidengan Standarteknis terkait. 

 
Pasal 48 

 

(1)  Persyaratan kemampuan bangunan gedung terhadap bahayakebakaran 
meliputi sistem proteksi aktif, sistem proteksipasif, persyaratan jalan ke 
luar dan aksesibilitas untukpemadaman kebakaran, persyaratan 
pencahayaan darurat,tanda arah ke luar dan sistem peringatan 
bahaya,persyaratan komunikasi dalam bangunan gedung,persyaratan 
instalasi bahan bakar gas dan manajemenpenanggulangan kebakaran. 
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(2)  Setiap bangunan gedung kecuali rumah tinggal tunggal danrumah deret 
sederhana harus dilindungi dari bahayakebakaran dengan sistem proteksi 
aktif yang meliputi sistem pemadam kebakaran, sistem diteksi dan alarm 
kebakaran,sistem pengendali asap kebakaran dan pusat 
pengendalikebakaran. 

(3)  Setiap bangunan gedung kecuali rumah tinggal tunggal danrumah deret 
sederhana harus dilindungi dari bahayakebakaran dengan sistem proteksi 
pasif dengan mengikuti Standarterbaru yang berlaku mengenai Tata 
caraperencanaan dan pemasangan sarana jalan ke luar 
untukpenyelamatan terhadap bahaya kebakaran pada bangunangedung. 

(4)  Persyaratan jalan ke luar dan aksesibilitas untuk pemadamankebakaran 
meliputi perencanaan akses bangunan danlingkungan untuk pencegahan 
bahaya kebakaran danperencanaan dan pemasangan jalan keluar 
untukpenyelamatan sesuai dengan standar terbaru yang berlaku. 

(5)  Persyaratan pencahayaan darurat, tanda arah ke luar dansistem 
peringatan bahaya dimaksudkan untuk memberikanarahan bagi 
pengguna gedung dalam keadaan darurat untukmenyelamatkan diri 
sesuai dengan standar baru yang berlaku mengeanai tata cara 
perancangan pencahayaan darurat, tanda arah dansistem peringatan 
bahaya pada bangunan gedung. 

(6)  Persyaratan komunikasi dalam bangunan gedung sebagaipenyediaan 
sistem komunikasi untuk keperluan internalmaupun untuk hubungan ke 
luar pada saat terjadi kebakaranatau kondisi lainnya harus sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

(7)  Persyaratan instalasi bahan bakar gas meliputi jenis bahanbakar gas dan 
instalasi gas yang dipergunakan baik dalamjaringan gas kota maupun gas 
tabung mengikuti ketentuanyang ditetapkan oleh instansi yang 
berwenang. 

(8)  Setiap bangunan gedung dengan fungsi, klasifikasi, luas,jumlah lantai 
dan/atau jumlah penghuni tertentu harusmempunyai unit manajemen 
proteksi kebakaran bangunangedung. 

 
Pasal 49 

 

(1)  Persyaratan kemampuan bangunan gedung terhadap bahayapetir dan 
bahaya kelistrikan meliputi persyaratan instalasiproteksi petir dan 
persyaratan sistem kelistrikan. 

(2)  Persyaratan instalasi proteksi petir harus memperhatikanperencanaan 
sistem proteksi petir, instalasi proteksi petir,pemeriksaan dan 
pemeliharaan serta memenuhi standar baru yang berlaku dan/atau 
standar teknis lainnya. 

(3)  Persyaratan sistem kelistrikan harus memperhatikanperencanaan 
instalasi listrik, jaringan distribusi listrik, bebanlistrik, sumber daya 
listrik, transformator distribusi,pemeriksaan, pengujian dan pemeliharaan 
dan memenuhistandar terbaru yang berlaku dan/atau standar teknis 
lainnya. 
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Paragraf 9 
Persyaratan Kesehatan Bangunan Gedung 

 
Pasal 50 

 

Persyaratan kesehatan bangunan gedung meliputi persyaratansistem 
penghawaan, pencahayaan, sanitasi dan penggunaan bahanbangunan. 
 

Pasal 51 
 

(1)  Sistem penghawaan bangunan gedung sebagaimanadimaksud dalam 
Pasal 50 dapat berupa ventilasi alamidan/atau ventilasi mekanik/buatan 
sesuai dengan fungsinya. 

(2)  Bangunan gedung tempat tinggal dan bangunan gedunguntuk pelayanan 
umum harus mempunyai bukaan permanenatau yang dapat dibuka 
untuk kepentingan ventilasi alami dankisi-kisi pada pintu dan jendela. 

(3)  Persyaratan teknis sistem dan kebutuhan ventilasi harusmengikuti 
standar baru yang berlaku dan/atau standar teknisterkait. 

 
Pasal 52 

 

(1)  Sistem pencahayaan bangunan gedung sebagaimanadimaksud dalam 
Pasal 50 dapat berupa sistem pencahayaanalami dan/atau buatan 
dan/atau pencahayaan darurat sesuaidengan fungsinya. 

(2)  Bangunan gedung tempat tinggal dan bangunan gedunguntuk pelayanan 
umum harus mempunyai bukaan untukpencahayaan alami yang optimal 
disesuaikan dengan fungsibangunan gedung dan fungsi tiap-tiap ruangan 
dalambangunan gedung. 

(3)  Sistem pencahayaan buatan sebagaimana dimaksud padaayat (1) harus 
memenuhi persyaratan: 
a.  mempunyai tingkat iluminasi yang disyaratkan sesuaifungsi ruang 

dalam dan tidak menimbulkan efek silau/pantulan; 
b.  sistem pencahayaan darurat hanya dipakai padabangunan gedung 

fungsi tertentu, dapat bekerja secaraotomatis dan mempunyai tingkat 
pencahayaan yangcukup untuk evakuasi; 

c.  harus dilengkapi dengan pengendali manual/otomatisdan 
ditempatkan pada tempat yang mudah dicapai/dibaca oleh pengguna 
ruangan. 

(4)  Persyaratan teknis sistem pencahayaan harus mengikuti standar terbaru 
yang berlaku dan/atau standar teknisterkait. 

 
Pasal 53 

 

(1)  Sistem sanitasi bangunan gedung sebagaimana dimaksuddalam Pasal 50 
dapat berupa sistem air minum dalambangunan gedung, sistem 
pengolahan dan pembuangan airlimbah/kotor, persyaratan instalasi gas 
medik, persyaratanpenyaluran air hujan, persyaratan fasilitasi sanitasi 
dalambangunan gedung (saluran pembuangan air kotor, tempatsampah, 
penampungan sampah dan/atau pengolahansampah). 
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(2)  Sistem air minum dalam bangunan gedung sebagaimanadimaksud pada 
ayat (1) harus direncanakan denganmempertimbangkan sumber air 
minum, kualitas air bersih,sistem distribusi dan penampungannya. 

(3)  Persyaratan air minum dalam bangunan gedung harusmengikutistandar 
terbaru yang berlaku dan/atau standar teknis terkait. 

 
Pasal 54 

 

(1)  Sistem pengolahan dan pembuangan air limbah/kotorsebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 53 harus direncanakandan dipasang dengan 
mempertimbangkan jenis dan tingkatbahayanya yang diwujudkan dalam 
bentuk pemilihan system pengaliran/pembuangan dan penggunaan 
peralatan yangdibutuhkan dan sistem pengolahan dan pembuangannya. 

(2)  Air limbah beracun dan berbahaya tidak boleh digabungdengan air limbah 
rumah tangga, yang sebelum dibuang kesaluran terbuka harus diproses 
sesuai dengan pedoman danstandar teknis terkait. 

(3)  Persyaratan teknis sistem air limbah harus mengikuti standar terbaru 
yang berlaku dan/atau standar teknis terkait. 

 
Pasal 55 

 

(1)  Persyaratan instalasi gas medik sebagaimana dimaksud dalamPasal 53 
wajib diberlakukan di fasilitas pelayanan kesehatandi rumah sakit, rumah 
perawatan, fasilitas hiperbank, klinikbersalin dan fasilitas kesehatan 
lainnya. 

(2)  Potensi bahaya kebakaran dan ledakan yang berkaitandengan sistem 
perpipaan gas medik dan sistem vacum gasmedik harus dipertimbangkan 
pada saat perancangan,pemasangan, pengujian, pengoperasian 
danpemeliharaannya. 

(3)  Persyaratan instansi gas medik harus mengikuti standar terbaru yang 
berlaku dan/atau standar teknis terkait. 

 
Pasal 56 

 

(1)  Sistem air hujan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 
harusdirencanakan dan dipasang dengan mempertimbangkanketinggian 
permukaan air tanah, permeabilitas tanah danketersediaan jaringan 
drainase lingkungan/kota. 

(2)  Setiap bangunan gedung dan pekarangannya harus dilengkapidengan 
sistem penyaluran air hujan baik dengan sistem peresapan air ke dalam 
tanah pekarangan dan/atau dialirkanke dalam sumur resapan sebelum 
dialirkan ke jaringandrainase lingkungan. 

(3)  Sistem penyaluran air hujan harus dipelihara untuk mencegahterjadinya 
endapan dan penyumbatan pada saluran. 

(4) Persyaratan penyaluran air hujan harus mengikuti standar terbaru yang 
berlaku dan/atau standar teknis terkait. 
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Pasal 57 
 

(1)  Sistem pembuangan kotoran, dan sampah dalam bangunangedung 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 harusdirencanakan dan dipasang 
dengan mempertimbangkanfasilitas penampungan dan jenisnya. 

(2)  Pertimbangan fasilitas penampungan diwujudkan dalambentuk 
penyediaan tempat penampungan kotoran dansampah pada bangunan 
gedung dengan memperhitungkanfungsi bangunan, jumlah penghuni dan 
volume kotoran dansampah. 

(3)  Pertimbangan jenis kotoran dan sampah diwujudkan dalambentuk 
penempatan pewadahan dan/atau pengolahannyayang tidak mengganggu 
kesehatan penghuni, masyarakat danlingkungannya. 

(4)  Pengembang perumahan wajib menyediakan wadah sampah,alat 
pengumpul dan tempat pembuangan sampah sementara,sedangkan 
pengangkatan dan pembuangan akhir dapatbergabung dengan sistem 
yang sudah ada. 

(5)  Potensi reduksi sampah dapat dilakukan dengan mendaurulang dan/atau 
memanfaatkan kembali sampah bekas. 

(6)  Sampah beracun dan sampah rumah sakit, laboratorium danpelayanan 
medis harus dibakar dengan insinerator yang tidakmenggangu 
lingkungan. 

 
 

Pasal 58 
 

(1)  Bahan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal50 harus 
aman bagi kesehatan pengguna bangunan gedungdan tidak menimbulkan 
dampak penting terhadap lingkunganserta penggunannya dapat 
menunjang pelestarianlingkungan. 

(2)  Bahan bangunan yang aman bagi kesehatan dan tidakmenimbulkan 
dampak penting harus memenuhi kriteria : 
a. tidak mengandung bahan berbahaya/beracun bagikesehatan 

pengguna bangunan gedung; 
b.  tidak menimbulkan efek silau bagi pengguna,masyarakat dan 

lingkungan sekitarnya; 
c.  tidak menimbulkan efek peningkatan temperatur; 
d.  sesuai dengan prinsip konservasi; dan 
e.  ramah lingkungan. 

 
Paragraf 10 

Persyaratan Kenyamanan Bangunan Gedung 
 

Pasal 59 
 

Persyaratan kenyamanan bangunan gedung meliputi kenyamananruang gerak 
dan hubungan antarruang, kenyamanan kondisi udaradalam ruang, 
kenyamanan pandangan, serta kenyamanan terhadaptingkat getaran dan 
kebisingan. 
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Pasal 60 
 

(1)  Persyaratan kenyamanan ruang gerak dan hubungan 
antarruangsebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 merupakan 
tingkatkenyamanan yang diperoleh dari dimensi ruang dan tata 
letakruang serta sirkulasi antarruang yang memberikankenyamanan 
bergerak dalam ruangan. 

(2)  Persyaratan kenyamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
harusmempertimbangkan fungsi ruang, jumlah pengguna, 
perabot/furnitur, aksesibilitas ruang dan persyaratan keselamatan 
dankesehatan. 

 
Pasal 61 

 

(1)  Persyaratan kenyamanan kondisi udara di dalam ruangsebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 59 merupakan tingkatkenyamanan yang diperoleh 
dari temperatur dan kelembabandi dalam ruang untuk terselenggaranya 
fungsi bangunangedung. 

(2)  Persyaratan kenyamanan kondisi udara sebagaimanadimaksud pada ayat 
(1) harus mengikuti standar terbaru yang berlaku dan/atau standar 
teknis terkait. 

 
Pasal 62 

 

(1)  Persyaratan kenyamanan pandangan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 
59 merupakan kondisi dari hak pribadi penggunayang di dalam 
melaksanakan kegiatannya di dalam gedungtidak terganggu bangunan 
gedung lain di sekitarnya. 

(2)  Persyaratan kenyamanan pandangan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) 
harus mempertimbangkan kenyamananpandangan dari dalam bangunan, 
ke luar bangunan, dan dariluar ke ruang-ruang tertentu dalam bangunan 
gedung. 

(3)  Persyaratan kenyamanan pandangan dari dalam ke luarbangunan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harusmempertimbangkan : 
a.  gubahan massa bangunan, rancangan bukaan, tataruang dalam dan 

luar bangunan dan rancangan bentukluar bangunan; 
b.  pemanfaatan potensi ruang luar bangunan gedung danpenyediaan 

RTH. 
(4)  Persyaratan kenyamanan pandangan dari luar ke dalambangunan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harusmempertimbangkan: 
a.  rancangan bukaan, tata ruang dalam dan luarbangunan dan 

rancangan bentuk luar bangunan; 
b.  keberadaan bangunan gedung yang ada dan/atau yangakan ada di 

sekitar bangunan gedung dan penyediaanRTH. 
c.  pencegahan terhadap gangguan silau dan pantulansinar. 

(5)  Persyaratan kenyamanan pandangan pada Bangunan Gedung 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harusmemenuhi 
persyaratan standar teknis terkait. 
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Pasal 63 
 

(1) Persyaratan kenyamanan terhadap tingkat getaran dan 
kebisingansebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 merupakan 
tingkatkenyamanan yang ditentukan oleh satu keadaan yang 
tidakmengakibatkan pengguna dan fungsi bangunan gedungterganggu 
oleh getaran dan/atau kebisingan yang timbul daridalam bangunan 
gedung maupun lingkungannya. 

(2)  Untuk mendapatkan kenyamanan dari getaran dan 
kebisingansebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggarabangunan 
gedung harus mempertimbangkan jenis kegiatan,penggunaan peralatan 
dan/atau sumber getar dan sumberbising lainnya yang berada di dalam 
maupun di luar bangunangedung. 

(3)  Untuk mendapatkan tingkat kenyamanan terhadap getarandan 
kebisingan pada bangunan gedung sebagaimanadimaksud pada ayat (2) 
harus mengikuti persyaratan teknis,yaitu standar tata cara perencanaan 
kenyamanan terhadapgetaran dan kebisingan pada bangunan gedung. 

 
Paragraf 11 

Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung 
 

Pasal 64 
 

Persyaratan kemudahan meliputi kemudahan hubungan ke, daridan di dalam 
bangunan gedung serta kelengkapan sarana danprasarana dalam pemanfaatan 
bangunan gedung. 
 

Pasal 65 
 

(1)  Kemudahan hubungan ke, dari dan di dalam bangunangedung 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 meliputitersedianya fasilitas dan 
aksesibilitas yang mudah, aman dannyaman termasuk penyandang cacat, 
anak-anak, ibu hamil dan lanjut usia. 

(2)  Penyediaan fasilitas dan aksesibilitas sebagaimana dimaksudpada ayat (1) 
harus mempertimbangkan tersedianyahubungan horizontal dan vertikal 
antarruang dalam bangunangedung, akses evakuasi termasuk bagi 
penyandang cacat, anak-anak, ibu hamil danlanjut usia. 

(3)  Bangunan gedung umum yang fungsinya untuk kepentinganpublik, harus 
menyediakan fasilitas dan kelengkapan saranahubungan vertikal bagi 
semua orang termasuk manusiaberkebutuhan khusus. 

(4)  Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratankemudahan 
hubungan horizontal berupa tersedianya pintudan/atau koridor yang 
memadai dalam jumlah, ukuran danjenis pintu, arah bukaan pintu yang 
dipertimbangkanberdasarkan besaran ruangan, fungsi ruangan dan 
jumlahpengguna bangunan gedung. 
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(5)  Ukuran koridor sebagai akses horizontal antarruangdipertimbangkan 
berdasarkan fungsi koridor, fungsi ruangdan jumlah pengguna. 

(6)  Kelengkapan sarana dan prasarana harus disesuaikan denganfungsi 
bangunan gedung dan persyaratan lingkunganbangunan gedung. 

Pasal 66 
 

(1)  Setiap bangunan bertingkat harus menyediakan saranahubungan vertikal 
antar lantai yang memadai untukterselenggaranya fungsi bangunan 
gedung berupa tangga,ram, lif, tangga berjalan (eskalator) atau lantai 
berjalan(travelator). 

(2)  Jumlah, ukuran dan konstruksi sarana hubungan vertikal harus 
berdasarkan fungsi bangunan gedung, luas bangunandan jumlah 
pengguna ruang serta keselamatan penggunabangunan gedung. 

(3)  Bangunan gedung dengan ketinggian di atas 5 (lima) lantaiharus 
menyediakan lif penumpang. 

(4)  Setiap bangunan gedung yang memiliki lif penumpang harusmenyediakan 
lif khusus kebakaran, atau lif penumpang yangdapat difungsikan sebagai 
lif kebakaran yang dimulai darilantai dasar bangunan gedung. 

(5)  Persyaratan kemudahan hubungan vertikal dalam bangunansebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) mengikuti standar terbaru yang berlaku dan/atau 
standar teknis terkait. 

 
Bagian Kempat 

Persyaratan Bangunan Gedung Hijau 
 

Pasal 67 

Prinsip bangunan gedung hijau meliputi:   
a. perumusan kesamaan tujuan, pemahaman serta rencana tindak; 
b. pengurangan penggunaan sumber daya, baik berupa lahan, material, air, 

sumber daya alam maupun sumber daya manusia (reduce); 
c. pengurangan timbulan limbah, baik fisik maupun non-fisik; 
d. penggunaan kembali sumber daya yang telah digunakan sebelumnya 

(reuse);  
e. penggunaan sumber daya hasil siklus ulang (recycle); 
f. perlindungan dan pengelolaan terhadap lingkungan hidup melalui upaya 

pelestarian; 
g. mitigasi risiko keselamatan, kesehatan, perubahan iklim, dan bencana; 
h. orientasi kepada siklus hidup; 
i. orientasi kepada pencapaian mutu yang diinginkan;  
j. inovasi teknologi untuk perbaikan yang berlanjut; dan 
k. peningkatan dukungan kelembagaan, kepemimpinan dan manajemen 

dalam implementasi. 
 

Pasal 68 
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(1) Bangunan gedung yang dikenai persyaratan bangunan gedung hijau 
meliputi bangunan gedung baru dan bangunan gedung yang telah 
dimanfaatkan.  

(2) Bangunan gedung yang dikenai persyaratan bangunan gedung hijau 
dibagi menjadi kategori:  
a. wajib (mandatory),  
b. disarankan (recommended), dan  
c. sukarela (voluntary).   

(3) Bangunan gedung yang dikenakan persyaratan bangunan gedung hijau  
diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. 
 

Pasal 69 

(1) Setiap bangunan gedung hijau harus memenuhi persyaratan administratif 
dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi dan klasifikasi bangunan 
gedung.  

(2) Selain persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bangunan 
gedung hijau juga harus memenuhi persyaratan bangunan gedung hijau. 

 
Pasal 70 

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan bangunan gedung hijau diatur 
dalam Peraturan Bupati. 

 

Bagian Kelima 
Persyaratan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan 

 
Pasal 71 

Setiap bangunan gedung cagar budaya yang dilestarikan harus memenuhi 
persyaratan: 
a. administratif; dan 
b. teknis. 
 

Pasal 72 

(1) Persyaratan administratif bangunan gedung cagar budaya yang 
dilestarikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a meliputi: 
a. status bangunan gedung sebagai bangunan gedung cagar budaya; 
b. status kepemilikan; dan  
c. perizinan 

(2) Keputusan penetapan status bangunan gedung sebagai bangunan gedung 
cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang cagar 
budaya.  

(3) Status kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi 
status kepemilikan tanah dan status kepemilikan bangunan gedung cagar 
budaya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.  
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(4) Tanah dan bangunan gedung cagar budaya dapat dimiliki oleh negara, 
swasta, badan usaha milik negara/daerah, masyarakat hukum adat, atau 
perseorangan. 

Pasal 73 

(1) Persyaratan teknis bangunan gedung cagar budaya yang dilestarikan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b meliputi: 
a. persyaratan tata bangunan; 
b. persyaratan keandalan bangunan gedung cagar budaya; dan  
c. persyaratan pelestarian. 

(2) Persyaratan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
terdiri atas:  
a. peruntukan dan intensitas bangunan gedung; 
b. arsitektur bangunan gedung; dan 
c. pengendalian dampak lingkungan. 

(3) Persyaratan keandalan bangunan gedung cagar budaya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: 
a. keselamatan; 
b. kesehatan; 
c. kenyamanan; dan 
d. kemudahan. 

(4) Persyaratan pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 
meliputi: 
a. keberadaan bangunan gedung cagar budaya; dan 
b. nilai penting bangunan gedung cagar budaya. 

(5) Persyaratan keberadaan bangunan gedung cagar budaya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) huruf a harus dapat menjamin keberadaan 
bangunan gedung cagar budaya sebagai sumber daya budaya yang 
bersifat unik, langka, terbatas, dan tidak memiliki unsur kebaruan.   

(6) Persyaratan nilai penting bangunan gedung cagar budaya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) huruf b harus dapat menjamin terwujudnya 
makna dan nilai penting yang meliputi langgam arsitektur, teknik 
membangun, sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau 
kebudayaan, serta memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian 
bangsa. 

 
Pasal 74 

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan bangunan gedung cagar budaya 
yang dilestarikan diatur dalam Peraturan Bupati. 
 

Bagian Keenam 
Pembangunan Bangunan Gedung di Atas atau di Bawah Tanah, Air 
atau Prasarana/Sarana Umum, dan pada Daerah Hantaran Udara 

Listrik Tegangan Tinggi/Ekstra Tinggi/Ultra Tinggi dan/atau 
Menara Telekomunikasi dan/atau Menara Air 

 
Pasal 75 

 

(1)  Pembangunan bangunan gedung di atas prasarana dan/atausarana 
umum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 
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a.  sesuai dengan RTRW, RDTR Kota dan/atauRTBL; 
b.  tidak mengganggu fungsi sarana dan prasarana yangberada di 

bawahnya dan/atau di sekitarnya; 
c.  tetap memperhatikan keserasian bangunan terhadaplingkungannya; 

dan 
d.  mempertimbangkan pendapat Tim Ahli BangunanGedung dan 

pendapat masyarakat. 
(2)  Pembangunan bangunan gedung di bawah tanah yangmelintasi prasarana 

dan/atau sarana umum harus memenuhipersyaratan sebagai berikut: 
a.  sesuai dengan RTRW, RDTR dan/atauRTBL; 
b.  tidak untuk fungsi hunian atau tempat tinggal; 
c.  tidak mengganggu fungsi sarana dan prasarana yangberada di bawah 

tanah; 
d.  memiliki sarana khusus untuk kepentingan keamanandan 

keselamatan bagi pengguna bangunan; dan 
e.  mempertimbangkan pendapat Tim Ahli BangunanGedung dan 

pendapat masyarakat. 
(3)  Pembangunan bangunan gedung di bawah dan/atau di atasair harus 

memenuhi persyaratan sebagai berikut: 
a. sesuai dengan RTRW, RDTR dan/atauRTBL; 
b.  tidak mengganggu keseimbangan lingkungan dan fungsilindung 

kawasan; 
c.  tidak menimbulkan pencemaran; 
d.  telah mempertimbangkan faktor keselamatan,kenyamanan, kesehatan 

dan kemudahan bagipengguna bangunan, dan 
e.  mempertimbangkan pendapat Tim Ahli BangunanGedung dan 

pendapat masyarakat. 
(4)  Pembangunan bangunan gedung pada daerah hantaran udaralistrik 

tegangan tinggi/ekstra tinggi/ultra tinggi dan/ataumenara telekomunikasi 
dan/atau menara air harus memenuhipersyaratan sebagai berikut: 
a.  sesuai dengan RTRW, RDTR dan/atauRTBL; 
b.  telah mempertimbangkan faktor keselamatan,kenyamanan, kesehatan 

dan kemudahan bagipengguna bangunan; 
c.  khusus untuk daerah hantaran listrik tegangan tinggiharus mengikuti 

pedoman dan/atau standar teknis terbaru yang berlaku dan/atau 
standar teknis terkait. 

d. mendapat persetujuan dari pihak yang berwenang; dan 
e.  mempertimbangkan pendapat Tim Ahli BangunanGedung dan 

pendapat masyarakat. 
 

Bagian Ketujuh 
Persyaratan Bangunan Gedung Adat, Bangunan Gedung Tradisional, 

Pemanfaatan Simbol dan Unsur/Elemen Tradisional serta  
Kearifan Lokal 

 
Paragraf 1 

Bangunan Gedung Adat 
 

Pasal 76 
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(1) Bangunan Gedung adat dapat berupa bangunan ibadah, kantor lembaga 
masyarakat adat, balai/gedung pertemuan masyarakat adat, atau 
sejenisnya. 

(2) Penyelenggaraan Bangunan Gedung adat dilakukanoleh masyarakat adat 
sesuai ketentuan hukum adatyang tidak bertentangan dengan ketentuan 
peraturanperundang-undangan.  

(3) Penyelenggaraan Bangunan Gedung adat dilakukandengan mengikuti 
persyaratan administratif danpersyaratan teknis sebagaimana dimaksud 
dalamPasal 73.  

(4) Pemerintah Daerah dapat mengatur persyaratanadministratif dan 
persyaratan teknis lain yang besifatkhusus pada penyelenggaraan 
Bangunan Gedungadat dalam Peraturan Bupati. 

 
Paragraf 2 

Kaidah Tradisional 
 

Pasal 77 
 

(1)  Didalam penyelenggaraan bangunan rumah adat pemilikbangunan 
gedung harus memperhatikan kaidah dan normatradisional yang berlaku 
di lingkungan masyarakat hukum adatnya. 

(2)  Kaidah dan norma tradisional sebagaimana dimaksud padaayat (1) 
meliputi aspek perencanaan, pembangunan,pemanfaatan gedung atau 
bagian dari bangunan gedung,arah/orientasi bangunan gedung, aksesoris 
pada bangunangedung dan aspek larangan dan/atau aspek ritual 
padapenyelenggaraan bangunan gedung rumah adat. 

 
Paragraf 3 

Penggunaan Simbol Tradisional dan Unsur/Elemen Tradisional 
 

Pasal 78 
 

(1) Perseorangan, kelompok masyarakat, lembaga swasta ataulembaga 
pemerintah dapat menggunakan simbol atau unsur tradisional yang 
terdapat pada bangunan gedung adat untukdigunakan pada bangunan 
gedung yang akan dibangun ataudirehabilitasi atau direnovasi. 

(2) Penggunaan simbol atau unsur tradisional yang terdapat padabangunan 
gedung adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)harus tetap sesuai 
dengan makna simbol tradisional yangdigunakan dan sistem nilai yang 
berlaku pada pemanfaatanbangunan gedung. 

(3) Penggunaan simbol dan unsur/elemen tradisionalsebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) bertujuan untukmelestarikan simbol dan unsur/elemen 
tradisionalserta memperkuat karakteristik lokal pada BangunanGedung. 

(4) Penggunaan simbol dan unsur/elemen tradisional sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) harus sesuai dengan makna dan filosofi yang terkandung 
dalam simbol dan unsur/elemen tradisional yang digunakan berdasarkan 
budaya dan sistem nilai yang berlaku.  
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(5) Penggunaan simbol dan unsur/elemen tradisional sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan dengan pertimbangan aspek penampilan dan 
keserasian Bangunan Gedung dengan lingkungannya 

(6) Penggunaan simbol dan unsur/elemen tradisional sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dapat diwajibkan untuk Bangunan Gedung milik Pemerintah 
Daerah dan/atau Bangunan Gedung milik Pemerintah di daerah dan 
dianjurkan untuk Bangunan Gedung milik lembaga swasta atau 
perseorangan. 

(7) Ketentuan dan tata cara penggunaan atauunsur tradisional pada 
bangunan gedung diatur denganPeraturan Bupati. 

 
Paragraf 4 

Kearifan Lokal 
 

Pasal 79 
 

(1) Kearifan lokal merupakan petuah atau ketentuan atau norma yang 
mengandung kebijaksanaan dalam berbagai perikehidupan masyarakat 
setempat sebagai warisan turun temurun dari leluhur.  

(2) Penyelenggaraan Bangunan Gedung dilakukan dengan 
mempertimbangkan kearifan lokal yang berlaku pada masyarakat 
setempat yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.  

(3) Ketentuan dan tata cara penyelenggaraan kearifan lokal yang berkaitan 
dengan penyelenggaraan Bangunan Gedung dapat diatur lebih lanjut 
denganPeraturan Bupati.  

 
Bagian Kedelapan 

Bangunan Gedung Semi Permanen dan Bangunan Gedung Darurat 
 

Paragraf 1 
Bangunan Gedung Semi Permanen dan Darurat 

 
Pasal 80 

 

(1)  Bangunan gedung semi permanen dan darurat merupakanbangunan 
gedung yang digunakan untuk fungsi yangditetapkan dengan konstruksi 
semi permanen dan daruratyang dapat ditingkatkan menjadi permanen. 

(2)  Penyelenggaraan bangunan gedung sebagaimana dimaksudpada ayat (1) 
harus tetap dapat menjamin keamanan,keselamatan, kemudahan, 
keserasian dan keselarasanbangunan gedung dengan lingkungannya. 

(3)  Tata cara penyelenggaraan bangunan gedung semi permanendan darurat 
diatur lebih lanjut denganPeraturan Bupati. 

 
Bagian Keenam 

Bangunan Gedung di Lokasi Yang Berpotensi Bencana Alam 
 

Paragraf 1 
Umum 

 
Pasal 81 
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(1) Kawasan rawan bencana alam meliputi kawasan rawan tanah longsor, 
kawasan rawan gelombang pasang, kawasan rawan banjir, kawasan 
rawan bencana angin topan dan kawasan rawan bencana alam geologi. 

(2) Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan bencana alam 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi 
persyaratan tertentu yang mempertimbangkan keselamatan dan 
keamanan demi kepentingan umum.  

(3) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diatur dalam RTRW, RDTR, peraturan zonasi dan/atau penetapan dari 
instansi yang berwenang lainnya.  

(4) Dalam hal penetapan kawasan rawan bencana alam sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, Pemerintah Daerah dapat 
mengatur denganPeraturan Bupatidengan mempertimbangkan 
keselamatan dan keamanan demi kepentingan umum.  

 
Paragraf 2 

Persyaratan Bangunan Gedung di Kawasan Rawan 
Tanah Longsor 

 
Pasal 82 

 

(1) Kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 
ayat (1) merupakan kawasan berbentuk lereng yang rawan terhadap 
perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, 
tanah, atau material campuran.  

(2) Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan tanah longsor 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai 
ketentuan dalam RTRW, RDTR, peraturan zonasi dan/atau penetapan 
dari instansi yang berwenang lainnya.  

(3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum 
ditetapkan, Pemerintah Daerah dapat mengatur mengenai peryaratan 
penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan tanah longsor 
denganPeraturan Bupati.  

(4) Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan tanah longsor 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki rekayasa teknis 
tertentu yang mampu mengantisipasi kerusakan Bangunan Gedung 
akibat kejatuhan material longsor dan/atau keruntuhan Bangunan 
Gedung akibat longsoran tanah pada tapak.  

 
Paragraf 3 

Persyaratan Bangunan Gedung di Kawasan Rawan 
Gelombang Pasang 

 
Pasal 83 

 

(1) Kawasan rawangelombang pasangsebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 
ayat (1) merupakan kawasan sekitar pantai yang rawan terhadap 
gelombang pasang dengan  kecepatan  antara 10 sampai dengan 



jdih.pangandarankab.go.id                                                      39 
 

100kilometer per jamyang timbul akibat angin kencang atau gravitasi bulan 
atau matahari. 

 
(2) Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan gelombang pasang 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai 
ketentuan dalam RTRW, RDTR, peraturan zonasi dan/atau penetapan dari 
instansi yang berwenang lainnya. 

(3) Dalam  hal  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (2) belum 
ditetapkan, Pemerintah Daerah dapat mengatur mengenai peryaratan  
penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan gelombang pasang 
denganPeraturan Bupati. 

(4) Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan gelombang  pasang 
dankawasan rawan tsunamisebagaimana dimaksud padaayat(1)harus 
memilikirekayasateknistertentu yang mampu mengantisipasikerusakan 
dan/atau keruntuhan Bangunan Gedung akibat hantaman gelombang 
pasang. 

 
Paragraf 4 

Persyaratan Bangunan Gedung di Kawasan RawanBanjir 
 

Pasal 84 
 

(1) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) 
merupakan kawasan yang diidentifikasikan sering dan/atau berpotensi 
tinggi mengalami bencana alam banjir.  

(2) Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan banjir 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai 
ketentuan dalam RTRW, RDTR, peraturan zonasi dan/atau penetapan 
dari instansi yang berwenang lainnya.  

(3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum 
ditetapkan, Pemerintah Daerah dapat mengatur mengenai peryaratan 
penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan banjir 
denganPeraturan Bupati.  

(4) Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan banjir 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki rekayasa teknis 
tertentu yang mampu mengantisipasi keselamatan penghuni dan/atau 
kerusakan Bangunan Gedung akibat genangan banjir.  

  
Paragraf 5 

Persyaratan Bangunan Gedung di Kawasan Rawan 
Bencana Angin Topan 

 
Pasal 85 

 

(1) Kawasan rawan bencana angin topan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
81 ayat (1) merupakan kawasan yang diidentifikasikansering dan/atau 
berpotensitinggi mengalami bencana alam angin topan. 

(2) Penyelenggaraan  Bangunan  Gedung  di  kawasan rawanbencana 
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angintopansebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi 
persyaratan sesuai ketentuan dalamRTRW, RDTR,peraturan zonasi 
dan/atau penetapan dari instansi yang berwenang lainnya. 

(3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum 
ditetapkan, Pemerintah Daerah dapat mengatur mengenai persyaratan  
penyelenggaraan Bangunan Gedungdikawasanrawanbencana angin topan 
denganPeraturan Bupati. 

(4) Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan bencana 
angintopansebagaimana dimaksud padaayat(1)harus 
memilikirekayasateknistertentu yangmampumengantisipasi 
keselamatanpenghuni dan/atau kerusakan Bangunan Gedungakibat angin 
topan. 

 
Paragraf 6 

Persyaratan Bangunan Gedung di 
Kawasan Rawan Bencana Alam Geologi 

 
Pasal 86 

 

Kawasan rawan bencana alam geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 
ayat (1) meliputi :  
a. kawasan rawan gempa bumi 
b. kawasan rawan tsunami; dan 
c. kawasan abrasi;  

 
Pasal 87 

 

(1) Kawasan rawan gempa bumi merupakan kawasan yang berpotensi 
dan/atau pernah mengalami gempa bumi dengan skala VIIsampai dengan 
XIIModified Mercally Intensity(MMI). 

(2) Penyelenggaraan  Bangunan  Gedung  di  kawasan rawan gempa 
bumisebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan 
sesuai ketentuan dalam standar terkait tentang tata cara perencanaan 
ketahanan gempa untuk rumah dan gedung. 

(3) Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan gempa 
bumisebagaimana dimaksud pada ayat (1)harus memilikirekayasa teknis 
tertentu yang mampu mengantisipasi kerusakan dan/atau keruntuhan 
Bangunan Gedung akibat getaran gempa bumi dalam periode waktu 
tertentu. 
 

Pasal 88 
 

(1) Kawasanrawantsunamimerupakankawasanpantai denganelevasi 
rendahdan/atau berpotensi atau pernah mengalami tsunami. 

(2) Penyelenggaraan Bangunan Gedungdi kawasan rawan tsunami 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhipersyaratan sesuai 
ketentuan dalam RTRW, RDTR,peraturan zonasi dan/atau penetapan dari 
instansi yang berwenang lainnya. 
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(3) Dalamhalketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum 
ditetapkan, Pemerintah Daerah dapat mengatur mengenai peryaratan  
penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan tsunami dengan 
Peraturan Bupati. 

(4) Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan tsunami 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki rekayasa teknis 
tertentu yang mampu mengantisipasi keselamatanpenghuni dan/atau 
keruntuhan Bangunan Gedung akibat gelombang tsunami. 

 
Pasal 89 

 

(1) Kawasanrawanabrasi merupakankawasanpantai yangberpotensi dan/atau 
pernah mengalami abrasi. 

(2) Penyelenggaraan Bangunan Gedungdi kawasan rawan abrasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai 
ketentuan dalam RTRW, RDTR,peraturan zonasi dan/atau penetapan dari 
instansi yang berwenang lainnya. 

(3) Dalam  hal  ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum 
ditetapkan, Pemerintah Daerah dapat mengatur mengenai peryaratan  
penyelenggaraan Bangunan 
GedungdikawasanrawanabrasidenganPeraturan Bupati. 

(4) PenyelenggaraanBangunanGedungdikawasanrawanabrasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) harus memiliki rekayasa teknis tertentu yang 
mampu mengantisipasi kerusakan dan/atau  keruntuhan Bangunan 
Gedung akibat abrasi. 

 
Paragraf 7 

Tata Cara dan Persyaratan Penyelenggaraan Bangunan 
Gedung di Kawasan Rawan Bencana Alam 

 
Pasal 90 

 

Tata cara dan persyaratan penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan 
rawan bencana alam sebagaimanadimaksud Pasal 81 diatur lebih lanjut 
denganPeraturan Bupati.  
 

BAB IV 
PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG 

 
Bagian Kesatu 

Umum 
 

Pasal 91 
 

(1)  Penyelenggaraan bangunan gedung terdiri atas kegiatanpembangunan, 
pemanfaatan, pelestarian, danpembongkaran. 

(2)  Kegiatan pembangunan bangunan gedung sebagaimanadimaksud pada 
ayat (1) diselenggarakan melalui prosesperencanaan teknis dan proses 
pelaksanaan konstruksi. 
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(3)  Kegiatan pemanfaatan bangunan gedung sebagaimanadimaksud pada 
ayat (1) meliputi kegiatan pemeliharaan,perawatan, pemeriksaan secara 
berkala, perpanjanganSertifikat Laik Fungsi, dan pengawasan 
pemanfaatanbangunan gedung. 

(4)  Kegiatan pelestarian bangunan gedung sebagaimanadimaksud pada ayat 
(1) meliputi kegiatan penetapan danpemanfaatan termasuk perawatan dan 
pemugaran sertakegiatan pengawasannya. 

(5)  Kegiatan pembongkaran bangunan gedung sebagaimanadimaksud pada 
ayat (1) meliputi penetapan pembongkarandan pelaksanaan 
pembongkaran serta pengawasanpembongkaran. 

(6)  Di dalam penyelenggaraan bangunan gedung sebagaimanadimaksud pada 
ayat (1) penyelenggara bangunan gedungwajib memenuhi persyaratan 
administrasi dan persyaratanteknis untuk menjamin keandalan bangunan 
gedung tanpamenimbulkan dampak penting bagi lingkungan. 

(7)  Penyelenggaraan bangunan gedung sebagaimana dimaksudpada ayat (1) 
dapat dilaksanakan oleh perorangan ataupenyedia jasa di bidang 
penyelenggaraan gedung. 

 
Bagian Kedua 

Kegiatan Pembangunan 
 

Paragraf 1 
Umum 

 
Pasal 92 

 

Kegiatan pembangunan bangunan gedung dapat diselenggarakansecara 
swakelola atau menggunakan penyedia jasa di bidangperencanaan, 
pelaksanaan dan/atau pengawasan. 
 

Pasal 93 
 

(1)  Penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung secaraswakelola 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92menggunakan gambar rencana 
teknis sederhana atau gambarrencana prototip. 

(2)  Pemerintah Daerahdapat memberikan bantuan teknis kepada pemilik 
bangunangedung dengan penyediaan rencana teknik sederhana 
ataugambar prototip. 

(3)  Penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung sebagaimanadimaksud 
pada ayat (1) dilakukan oleh PemerintahDaerahdalam rangkakelaikan 
fungsi bangunan gedung. 

 
Paragraf 2 

Perencanaan Teknis 
 

Pasal 94 
 

(1)  Setiap kegiatan mendirikan, mengubah, menambah danmembongkar 
bangunan gedung harus berdasarkan padaperencanaan teknis yang 
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dirancang oleh penyedia jasaperencanaan bangunan gedung yang 
mempunyai sertifikasikompetensi di bidangnya sesuai dengan fungsi 
danklasifikasinya. 

(2)  Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud padaayat (1) 
perencanan teknis untuk bangunan gedung huniantunggal sederhana, 
bangunan gedung hunian deretsederhana, dan bangunan gedung darurat. 

(3)  Pemerintah Daerahdapat menetapkan jenis bangunan gedung lainnya 
yangdikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) 
yang diatur denganPeraturan Bupati. 

(4)  Perencanaan bangunan gedung dilakukan berdasarkankerangka acuan 
kerja dan dokumen ikatan kerja denganpenyedia jasa perencanaan 
bangunan gedung yang memilikisertifikasi sesuai dengan bidangnya. 

(5)  Perencanaan teknis bangunan gedung harus disusun dalamsuatu 
dokumen rencana teknis bangunan gedung. 

 
Paragraf 3 

Dokumen Rencana Teknis 
 

Pasal 95 
 

(1)  Dokumen rencana teknis bangunan gedung sebagaimanadimaksud dalam 
Pasal 94 ayat (5) dapat meliputi: 
a.  gambar rencana teknis berupa: rencana teknisarsitektur, struktur dan 

konstruksi, mekanikal/elektrikal; 
b.  gambar detail; 
c.  syarat-syarat umum dan syarat teknis; 
d.  rencana anggaran biaya pembangunan; 
e.  laporan perencanaan. 

(2)  Dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diperiksa, 
dinilai, disetujui dan disahkan sebagai dasaruntuk pemberian IMB 
dengan mempertimbangkankelengkapan dokumen sesuai dengan fungsi 
dan klasifkasibangunan gedung, persyaratan tata bangunan, 
keselamatan,kesehatan, kenyamanan dan kemudahan. 

(3)  Penilaian dokumen rencana teknis bangunan gedungsebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 
a.  pertimbangan dari Tim Ahli Bangunan Gedung untukbangunan 

gedung yang digunakan bagi kepentinganumum; 
b.  pertimbangan dari Tim Ahli Bangunan Gedung danmemperhatikan 

pendapat masyarakat untuk bangunangedung yang akan 
menimbulkan dampak penting; 

c.   koordinasi dengan PemerintahDaerah, dan mendapatkanpertimbangan 
dari Tim Ahli Bangunan Gedung sertamemperhatikan pendapat 
masyarakat untuk bangunangedung yang diselenggarakan oleh 
Pemerintah. 

(4)  Persetujuan dan pengesahan dokumen rencana teknissebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) diberikan secara tertulisoleh pejabat yang 
berwenang. 
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(5)  Dokumen rencana teknis yang telah disetujui dan disahkandikenakan 
biaya retribusi IMB yang besarnya ditetapkanberdasarkan fungsi dan 
klasifikasi bangunan gedung. 

(6)  Berdasarkan pembayaran retribusi IMB sebagaimanadimaksud pada ayat 
(5) Bupatimenerbitkan IMB. 

 
Paragraf 4 

Pengaturan Retribusi IMB 
 

Pasal 96 
 

Pengaturan retribusi IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95ayat (6) 
meliputi: 
a.  jenis kegiatan dan objek yang dikenakan retribusi; 
b.  penghitungan besarnya retribusi IMB; 
c.  indeks penghitungan besarnya retribusi IMB; 
d.  harga satuan (tarif) retribusi IMB. 
 

Pasal 97 
 

(1)  Jenis kegiatan penyelenggaraan bangunan gedung yangdikenakan 
retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96huruf a meliputi: 
a.  pembangunan baru; 
b.  rehabilitasi/renovasi (perbaikan/perawatan,perubahan, 

perluasan/pengurangan); dan 
c.   pelestarian/pemugaran. 

(2)  Objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96huruf ameliputi 
biaya penyelenggaraan IMB yang terdiri ataspengecekan, pengukuran 
lokasi, pemetaan, pemeriksaan danpenata-usahaan pada bangunan 
gedung dan prasaranabangunan gedung. 

 
Pasal 98 

 

(1)  Penghitungan besarnya IMB sebagaimana dimaksud dalamPasal 96 huruf 
b meliputi: 
a.  komponen retribusi dan biaya; 
b.  besarnya retribusi; 
c.  tingkat penggunaan jasa. 

(2)  Komponen retribusi dan biaya sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf 
a meliputi: 
a.  retribusi pembinaan penyelenggaraan bangunangedung; 
b.  retribusi administrasi IMB; 
c.  retribusi penyediaan formulir permohonan IMB. 

(3)  Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufb dihitung 
dengan penetapan berdasarkan: 
a.  lingkup butir komponen retribusi sesuai denganpermohonan yang 

diajukan; 
b.  lingkup kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal97; 
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c.  volume/besaran, indeks, harga satuan retribusi untukbangunan 
gedung dan/atau prasarananya. 

(4)  Tingkat penggunaan jasa atas pemberian layanan IMBsebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf c menggunakanindeks berdasarkan fungsi, 
klasifikasi dan waktu penggunaanbangunan gedung serta indeks untuk 
prasarana gedungsebagai tingkat intensitas penggunaan jasa dalam 
prosesperizinan dan sesuai dengan cakupan kegiatannya. 

 
Pasal 99 

 

(1)  Indeks penghitungan besarnya retribusi IMB sebagaimanadimaksud 
dalam Pasal 96 huruf c mencakup: 
a.  penetapan indeks penggunaan jasa sebagai faktor pengali terhadap 

harga satuan retribusi untukmendapatan besarnya retribusi; 
b.  skala indeks; 
c.  kode. 

(2)  Penetapan indeks penggunaan jasa sebagaimana dimaksudpada ayat (1) 
meliputi: 
a.  indeks untuk penghitungan besarnya retribusibangunan gedung 

berdasarkan fungsi, klasifikasi setiapbangunan gedung dengan 
mempertimbangkanspesifikasi bangunan gedung; 

b.  indeks untuk penghitungan besarnya retribusiprasarana bangunan 
gedung ditetapkan untuk setiapjenis prasarana bangunan gedung; 

c.  kode dan indeks penghitungan retribusi IMB untukbangunan gedung 
dan prasarana bangunan gedung. 

 
Paragraf 5 

Tata Cara Penerbitan IMB 
 

Pasal 100 
 

Permohonan IMB disampaikan kepada Bupatidengan dilampiripersyaratan 
administratif dan persyaratan teknis sesuaidengan fungsi dan klasifikasi 
bangunan gedung sebagaimanadimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, 
Pasal 8, Pasal 9 danPasal 10. 
 

Pasal 101 
 

(1)  Bupatimemeriksa dan menilaisyarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 100sertastatus/keadaan tanah dan/atau bangunan untuk 
dijadikandasar persetujuan pemberian IMB. 

(2)  Bupatimenetapkan retribusiIMB berdasarkan hasil persetujuan 
sebagaimana dimaksudpada ayat (1). 

(3)  Proses pemeriksaan dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat(1) 
dan penetapan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat(2) paling 
lambat60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak penerimaan surat 
permohonan IMB dan kelengkapan dokumen administratif dan dokumen 
rencana teknis Bangunan Gedung yang telah memenuhi persyaratan 
kelengkapan. 
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(4) Berdasarkan penetapan retribusi IMB sebagaimana dimaksudpada ayat 
(2) pemohon IMB melakukan pembayaran retribusiIMB ke kas daerah dan 
menyerakan tanda buktipembayarannya kepada Bupati. 

(5) Bupatimenerbitkan dokumen IMB palinglambat30 (tiga puluh) hari kerja 
terhitung sejak persetujuan dokumen rencana teknis untuk bangunan 
Gedung pada umumnya termasuk setelah adanya pertimbangan teknis 
dari TABG untuk persetujuan/pengesahan dokumen rencana teknis 
bangunan gedung tertentu. 

(6)  Ketentuan mengenai IMB berlaku pula untuk rumah adatkecuali 
ditetapkan lain oleh Pemerintah Daerahdenganmempertimbangkan faktor 
nilai tradisional dan kearifan lokal yang berlaku di masyarakat hukum 
adatnya. 

 
Pasal 102 

 

(1)  Sebelum memberikan persetujuan atas persyaratanadministrasi dan 
persyaratan teknis Bupatidapat meminta pemohon IMB 
untukmenyempurnakan dan/atau melengkapi persyaratan yangdiajukan. 

(2)  Bupatidapat menyetujui,menunda, atau menolak permohonan IMB yang 
diajukan olehpemohon. 

(3) Tata cara mengenai perizinan Bangunan Gedung diatur lebih lanjut 
denganPeraturan Bupati. 

 
Paragraf 6 

Penyedia Jasa Perencanaan Teknis 
 

Pasal 103 
 

(1) Perencanaan teknis bangunan gedung dirancang olehpenyedia jasa 
perencanaan bangunan gedung yangmempunyai sertifikasi kompetensi di 
bidangnya sesuaidengan klasifikasinya. 

(2) Pemerintah Daerah dapat menetapkan perencanaan teknis untukjenis 
bangunan gedung yang dikecualikan dari ketentuansebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) yang diatur denganPeraturan Bupati. 

(3) Perencanaan teknis bangunan gedung harus disusun dalamsuatu 
dokumen rencana teknis bangunan gedung. 

 
Bagian Ketiga 

Pelaksanaan Konstruksi 
 

Paragraf 1 
Pelaksanaan Konstruksi 

 
Pasal 104 

 

(1)  Pelaksanaan konstruksi bangunan gedung meliputi 
kegiatanpembangunan baru, perbaikan, penambahan, 
perubahandan/atau pemugaran bangunan gedung dan/atau 
instalasidan/atau perlengkapan bangunan gedung. 
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(2)  Pelaksanaan konstruksi bangunan gedung dimulai setelahpemilik 
bangunan gedung memperoleh IMB dan dilaksanakanberdasarkan 
dokumen rencana teknis yang telah disahkan. 

(3)  Pelaksana bangunan gedung adalah orang atau badan hukum yang telah 
memenuhi syarat menurut peraturan perundang-undangankecuali 
ditetapkan lain oleh PemerintahDaerah. 

(4)  Dalam melaksanakan pekerjaan, pelaksana bangunandiwajibkan 
mengikuti semua ketentuan dan syarat-syaratpembangunan yang 
ditetapkan dalam IMB. 

 
Pasal 105 

 

(1)  Pelaksanaan konstruksi didasarkan pada dokumen rencanateknis yang 
sesuai dengan IMB. 

(2)  Pelaksanaan konstruksi bangunan gedung sebagaimanadimaksud pada 
ayat (1) berupa pembangunan bangunangedung baru, perbaikan, 
penambahan, perubahan dan/ataupemugaran bangunan gedung 
dan/atau instalasi dan/atauperlengkapan bangunan gedung. 

 
Pasal 106 

 

(1)  Kegiatan pelaksanaan konstruksi bangunan gedungsebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 104 terdiri atas kegiatanpemeriksaan dokumen 
pelaksanaan oleh PemerintahDaerah, kegiatan persiapan 
lapangan,kegiatan konstruksi, kegiatan pemeriksaan akhir 
pekerjaankonstruksi dan kegiatan penyerahan hasil akhir pekerjaan. 

(2)  Pemeriksaan dokumen pelaksanaan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) 
meliputi pemeriksaan kelengkapan, kebenarandan keterlaksanaan 
konstruksi dan semua pelaksanaanpekerjaan. 

(3)  Persiapan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi 
penyusunan program pelaksanaan, mobilisasisumber daya dan penyiapan 
fisik lapangan. 

(4)  Kegiatan konstruksi meliputi kegiatan pelaksanaan konstruksidi 
lapangan, pembuatan laporan kemajuan pekerjaan,penyusunan gambar 
kerja pelaksanaan (shop drawings) dangambar pelaksanaan pekerjaan 
sesuai dengan yang telahdilaksanakan (as built drawings) serta kegiatan 
masapemeliharaan konstruksi . 

(5)  Kegiatan pemeriksaaan akhir pekerjaan konstruksi meliputipemeriksaan 
hasil akhir pekerjaaan konstruksi bangunangedung terhadap kesesuaian 
dengan dokumen pelaksanaanyang berwujud bangunan gedung yang laik 
fungsi dandilengkapi dengan dokumen pelaksanaan konstruksi, 
gambarpelaksanaan pekerjaan (as built drawings), pedomanpengoperasian 
dan pemeliharaan bangunan gedung,peralatan serta perlengkapan 
mekanikal dan elektrikal sertadokumen penyerahan hasil pekerjaan. 

(6)  Berdasarkan hasil pemeriksaan akhir sebagaimana dimaksudpada ayat 
(5), pemilik bangunan gedung atau penyediajasa/pengembang 
mengajukan permohonan penerbitanSertifikat Laik Fungsi bangunan 
gedung kepada PemerintahDaerah. 
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Paragraf 2 
Pengawasan Pelaksanaan Konstruksi 

 
Pasal 107 

 

(1)  Pelaksanaan konstruksi wajib diawasi oleh petugas pengawaspelaksanaan 
konstruksi. 

(2)  Pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung meliputipemeriksaan 
kesesuaian fungsi, persyaratan tata bangunan,keselamatan, kesehatan, 
kenyamanan dan kemudahan, danIMB. 

 
Paragraf 3 

Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung 
 

Pasal 108 
 

(1)  Pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung dilakukansetelah 
bangunan gedung selesai dilaksanakan oleh pelaksanakonstruksi sebelum 
diserahkan kepada pemilik bangunangedung. 

(2)  Pemeriksaan sebagaimana dimaksud ada ayat (1) dapatdilakukan oleh 
pemilik/pengguna bangunan gedung ataupenyedia jasa atau Pemerintah 
Daerah. 

 
Pasal 109 

 

(1)  Pemilik/pengguna bangunan yang memiliki unit teknis denganSDM yang 
memiliki sertifikat keahlian dapat melakukanpemeriksaan berkala dalam 
rangka pemeliharaan danperawatan. 

(2)  Pemilik/pengguna bangunan dapat melakukan ikatan kontrakdengan 
pengelola berbentuk badan usaha yang memiliki unitteknis dengan SDM 
yang bersertifikat keahlian pemeriksaanberkala dalam rangka 
pemeliharaan dan parawatan bangunangedung. 

(3)  Pemilik perorangan bangunan gedung dapat melakukanpemeriksaan 
sendiri secara berkala selama yangbersangkutan memiliki sertifikat 
keahlian. 

 
Pasal 110 

 

(1)  Pelaksanaan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedunguntuk proses 
penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) bangunangedung hunian rumah 
tinggal tidak sederhana, bangunangedung lainnya atau bangunan gedung 
tertentu dilakukanoleh penyedia jasa pengawasan atau manajemen 
konstruksiyang memiliki sertifikat keahlian. 

(2)  Pelaksanaan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedunguntuk proses 
penerbitan SLF bangunan gedung fungsi khusus  dilakukan oleh penyedia 
jasa pengawasan atau manajemenkonstruksi yang memiliki sertifikat dan 
tim internal yangmemiliki sertifikat keahlian dengan 
memperhatikanpengaturan internal dan rekomendasi dari instansi 
yangbertanggung jawab di bidang fungsi khusus tersebut. 
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(3)  Pengkajian teknis untuk pemeriksaan kelaikan fungsibangunan gedung 
untuk proses penerbitan SLF bangunangedung hunian rumah tinggal 
tidak sederhana, bangunangedung lainnya pada umumnya dan bangunan 
gedungtertentu untuk kepentingan umum dilakukan oleh penyediajasa 
pengkajian teknis konstruksi bangunan gedung yangmemiliki sertifikat 
keahlian. 

(4)  Pelaksanaan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedunguntuk proses 
penerbitan SLF bangunan gedung fungsi khususdilakukan oleh penyedia 
jasa pengkajian teknis konstruksibangunan gedung yang memiliki 
sertifikat keahlian dan timinternal yang memiliki sertifikat keahlian 
denganmemperhatikan pengaturan internal dan rekomendasi dariinstansi 
yang bertanggung jawab di bidang fungsi dimaksud. 

(5)  Hubungan kerja antara pemilik/pengguna bangunan gedungdan penyedia 
jasa pengawasan/manajemen konstruksi ataupenyedia jasa pengkajian 
teknis konstruksi bangunan gedungdilaksanakan berdasarkan ikatan 
kontrak. 

 
Pasal 111 

 

(1)  Pemerintah Daerah khususnya instansiteknis pembina penyelenggaraan 
bangunan gedung dalamproses penerbitan SLF bangunan gedung, 
melaksanakanpengkajian teknis untuk pemeriksaan kelaikan 
fungsibangunan gedung hunian rumah tinggal tunggal termasukrumah 
tinggal tunggal sederhana dan rumah deret danpemeriksaan berkala 
bangunan gedung hunian rumah tinggaltunggal dan rumah deret. 

(2)  Dalam hal di instansi Pemerintah Daerahsebagaimana dimaksud ada ayat 
(1) tidak terdapat tenagateknis yang cukup, Pemerintah Daerah 
dapatmenugaskan penyedia jasa pengkajian teknis kontruksibangunan 
gedung untuk melakukan pemeriksaan kelaikanfungsi bangunan gedung 
hunian rumah tinggal tunggalsederhana dan rumah tinggal deret 
sederhana. 

(3)  Dalam hal penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)belum 
tersedia, instansi teknis pembina penyelenggarabangunan gedung dapat 
bekerja sama dengan asosiasi profesidi bidang bangunan gedung untuk 
melakukan pemeriksaankelaikan fungsi bangunan gedung. 

 
Paragraf 4 

Tata Cara Penerbitan SLF Bangunan Gedung 
 

Pasal 112 
 

(1)  Penerbitan SLF bangunan gedung dilakukan atas dasarpermintaan 
pemilik/pengguna bangunan gedung untukbangunan gedung yang telah 
selesai pelaksanaankonstruksinya atau untuk perpanjangan SLF 
bangunan gedungyang telah pernah memperoleh SLF. 

(2)  SLF bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diberikan 
dengan mengikuti prinsip pelayanan prima dantanpa pungutan biaya. 
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(3)  SLF bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diberikan 
setelah terpenuhinya persyaratan administratif danpersyaratan teknis 
sesuai dengan fungsi dan klasifikasibangunan gedung sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 6,Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11. 

(4) Tata cara mengenai penerbitan SLF Bangunan Gedung diatur lebih lanjut 
dengan Peraturan Bupati. 

 
Paragraf 5 

Pendataan Bangunan Gedung 
 

Pasal 113 
 

(1) Pemerintah Daerah melakukanpendataan bangunan gedung untuk 
keperluan tertibadministrasi pembangunan dan tertib 
administrasipemanfaatan bangunan gedung. 

(2)  Pendataan bangunan gedung sebagaimana dimaksud padaayat (1) 
meliputi bangunan gedung baru dan bangunangedung yang telah ada. 

(3)  Khusus pendataan bangunan gedung baru, dilakukanbersamaan dengan 
proses IMB, proses SLF dan prosessertifikasi kepemilikan bangunan 
gedung. 

(4)  Pemerintah Daerah menyimpan secaratertib data bangunan gedung 
sebagai arsip PemerintahDaerah. 

(5)  Pendataan bangunan gedung fungsi khusus dilakukan olehPemerintah 
Daerahdan berkoordinasidengan Pemerintah. 

 
 

Bagian Keempat 
Kegiatan Pemanfaatan Bangunan Gedung 

 
Paragraf 1 

Umum 
 

Pasal 114 
 

Kegiatan pemanfaatan bangunan gedung meliputi pemanfaatan,pemeliharaan, 
perawatan, pemeriksaan secara berkala,perpanjangan SLF, dan pengawasan 
pemanfaatan. 
 

Pasal 115 
 

(1)  Pemanfatan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalamPasal 114 
merupakan kegiatan memanfaatkan bangunangedung sesuai dengan 
fungsi yang ditetapkan dalam IMBsetelah pemilik memperoleh SLF. 

(2)  Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan secara 
tertib administrasi dan tertib teknisuntuk menjamin kelaikan fungsi 
bangunan gedung tanpamenimbulkan dampak penting terhadap 
lingkungan. 
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(3) Pemilik Bangunan Gedung untuk kepentingan umumharus mengikuti 
program pertanggungan terhadapkemungkinan kegagalan Bangunan 
Gedung selamaPemanfaatan Bangunan Gedung. 

 
Paragraf 2 

Pemeliharaan 
 

Pasal 116 
 

(1)  Kegiatan pemeliharaan gedung sebagaimana dimaksud dalamPasal 114 
meliputi pembersihan, perapian, pemeriksaan,pengujian, perbaikan 
dan/atau penggantian bahan atauperlengkapan bangunan gedung 
dan/atau kegiatan sejenislainnya berdasarkan pedoman pengoperasian 
danpemeliharaan bangunan gedung. 

(2)  Pemilik atau pengguna bangunan gedung di dalam melakukankegiatan 
pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapat menggunakan 
penyedia jasa pemeliharaan gedungyang mempunyai sertifikat kompetensi 
yang sesuaiberdasarkan ikatan kontrak berdasarkan 
peraturanperundang-undangan. 

(3)  Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan oleh penyedia jasasebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) harus menerapkanprinsip keselamatan dan 
kesehatan kerja (K3). 

(4)  Hasil kegiatan pemeliharaaan dituangkan ke dalam laporanpemeliharaan 
yang digunakan sebagai pertimbanganpenetapan perpanjangan SLF. 

 
Paragraf 3 
Perawatan 

 
Pasal 117 

 

(1)  Kegiatan perawatan bangunan gedung sebagaimanadimaksud dalam Pasal 
114 meliputi perbaikan dan/ataupenggantian bagian bangunan gedung, 
komponen, bahanbangunan dan/atau prasarana dan sarana 
berdasarkanrencana teknis perawatan bangunan gedung. 

(2)  Pemilik atau pengguna bangunan gedung di dalam melakukankegiatan 
perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapat menggunakan 
penyedia jasa perawatan bangunangedung bersertifikat dengan dasar 
ikatan kontrakberdasarkan peraturan perundang-undangan. 

(3)  Perbaikan dan/atau penggantian dalam kegiatan perawatanbangunan 
gedung dengan tingkat kerusakan sedang danberat dilakukan setelah 
dokumen rencana teknis perawatanbangunan gedung disetujui oleh 
Pemerintah Daerah. 

(4)  Hasil kegiatan perawatan dituangkan ke dalam laporanperawatan yang 
akan digunakan sebagai salah satu dasarpertimbangan penetapan 
perpanjangan SLF. 

(5)  Pelaksanaan kegiatan perawatan oleh penyedia jasasebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) harus menerapkanprinsip keselamatan dan 
kesehatan kerja (K3). 
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Paragraf 4 
Pemeriksaan Berkala 

 
Pasal 118 

 

(1)  Pemeriksaan berkala bangunan gedung sebagaimanadimaksud dalam 
Pasal 114 dilakukan untuk seluruh atausebagian bangunan gedung, 
komponen, bahan bangunan,dan/atau sarana dan prasarana dalam 
rangka pemeliharaandan perawatan yang harus dicatat dalam 
laporanpemeriksaan sebagai bahan untuk memperoleh perpanjanganSLF. 

(2)  Pemilik atau pengguna bangunan gedung di dalam melakukankegiatan 
pemeriksaan berkala sebagaimana dimaksud padaayat (1) dapat 
menggunakan penyedia jasa pengkajian teknisbangunan gedung atau 
perorangan yang mempunyaisertifikat kompetensi yang sesuai. 

(3)  Lingkup layanan pemeriksaan berkala bangunan gedungsebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a.  pemeriksaan dokumen administrasi, pelaksanaan,pemeliharaan dan 

perawatan bangunan gedung; 
b.  kegiatan pemeriksaan kondisi bangunan gedungterhadap pemenuhan 

persyaratan teknis termasukpengujian keandalan bangunan gedung; 
 c.  kegiatan analisis dan evaluasi, dan 

d.  kegiatan penyusunan laporan. 
(4)  Bangunan rumah tinggal tunggal, bangunan rumah tinggalderet dan 

bangunan rumah tinggal sementara yang tidak laikfungsi, SLFnya 
dibekukan. 

 
Paragraf 5 

Perpanjangan SLF 
 

Pasal 119 
 

Perpanjangan SLF bangunan gedung sebagaimana dimaksuddalam Pasal 114 
diberlakukan untuk bangunan gedung yangtelah dimanfaatkan sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku. 
 

Pasal 120 
 

Tata cara mengenai perpanjangan SLF diatur lebih lanjut denganPeraturan 
Bupati. 

 
Paragraf 6 

Pengawasan Pemanfaatan Bangunan Gedung 
 

Pasal 121 
 

Pengawasan pemanfaatan bangunan gedung dilakukan olehPemerintah 
Daerah: 
a.  pada saat pengajuan perpanjangan SLF; 
b.  adanya laporan dari masyarakat, dan 
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c.  Adanya indikasi perubahan fungsi dan/atau bangunan gedungyang 
membahayakan lingkungan. 

 
Paragraf 7 
Pelestarian 

 
Pasal 122 

 

(1) Pelestarian bangunan gedung meliputi kegiatan penetapandan 
pemanfaatan, perawatan dan pemugaran, dan kegiatanpengawasannya 
sesuai dengan kaidah pelestarian. 

(2)  Pelestarian bangunan gedung sebagaimana dimaksud padaayat (1) 
dilaksanakan secara tertib dan menjamin kelaikanfungsi bangunan 
gedung dan lingkungannya sesuai denganperaturan perundang-
undangan. 

 
Paragraf 8 

Penetapan dan Pendaftaran Bangunan Gedung yang Dilestarikan 
 

Pasal 123 
 

(1)  Bangunan gedung dan lingkungannya dapat ditetapkansebagai bangunan 
cagar budaya yang dilindungi dandilestarikan apabila telah berumur 
paling sedikit 50 (limapuluh) tahun, atau mewakili masa gaya sekurang-
kurangnya50 (lima puluh) tahun, serta dianggap mempunyai nilaipenting 
sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaantermasuk nilai arsitektur dan 
teknologinya, serta memilikinilai budaya bagi penguatan kepribadian 
bangsa. 

(2)  Pemilik, masyarakat, Pemerintah Daerah dapatmengusulkan bangunan 
gedung dan lingkungannya yangmemenuhi syarat sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) untukditetapkan sebagai bangunan cagar budaya yang 
dilindungidan dilestarikan. 

(3)  Bangunan gedung dan lingkungannya sebagaimana dimaksudpada ayat 
(1) sebelum diusulkan penetapannya harus telahmendapat pertimbangan 
dari tim ahli pelestarian bangunangedung dan hasil dengar pendapat 
masyarakat dan harusmendapat persetujuan dari pemilik bangunan 
gedung. 

(4)  Bangunan gedung yang diusulkan untuk ditetapkan sebagaibangunan 
gedung yang dilindungi dan dilestarikansebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilakukan sesuai denganklasifikasinya yang terdiri atas: 
a.  klasifikasi utama yaitu bangunan gedung danlingkungannya yang 

bentuk fisiknya sama sekali tidakboleh diubah; 
b.  klasifikasi madya yaitu bangunan gedung danlingkungannya yang 

bentuk fisiknya dan eksteriornyasama sekali tidak boleh diubah, 
namun tata ruangdalamnya sebagian dapat diubah tanpa 
menguranginilai perlindungan dan pelestariannya; 

c.  klasifikasi pratama yaitu bangunan gedung danlingkungannya yang 
bentuk fisik aslinya boleh diubahsebagian tanpa mengurangi nilai 
perlindungan danpelestariannya serta tidak menghilangkan 
bagianutama bangunan gedung tersebut. 
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(5)  Pemerintah Daerah melalui instansi terkaitmencatat bangunan gedung 
dan lingkungannya yangdilindungi dan dilestarikan serta keberadaan 
bangunangedung dimaksud menurut klasifikasi sebagaimana 
dimaksudpada ayat (4). 

(6)  Keputusan penetapan bangunan gedung dan lingkungannyayang 
dilindungi dan dilestarikan sebagaimana dimaksud padaayat (5) 
disampaikan secara tertulis kepada pemilik. 

 
Paragraf 9 

Pemanfaatan Bangunan Gedung yang Dilestarikan 
 

Pasal 124 
 

(1)  Bangunan gedung yang ditetapkan sebagai bangunan cagarbudaya 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1)dapat dimanfaatkan oleh 
pemilik dan/atau pengguna denganmemperhatikan kaidah pelestarian 
dan klasifikasi bangunangedung cagar budaya sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 

(2)  Bangunan gedung cagar budaya sebagaimana dimaksud padaayat (1) 
dapat dimanfaatkan untuk kepentingan agama,sosial, pariwisata, 
pendidikan, ilmu pengetahuan dankebudayaan. 

(3)  Bangunan gedung cagar budaya sebagaimana dimaksud padaayat (1) 
tidak dapat dijual atau dipindahtangankan kepadapihak lain tanpa seizin 
Pemerintah Daerah. 

(4)  Pemilik bangunan cagar budaya wajib melindungi darikerusakan atau 
bahaya yang mengancam keberadaannya. 

(5)  Pemilik bangunan gedung cagar budaya sebagaimanadimaksud dalam 
ayat (4) berhak memperoleh insentif dariPemerintah Daerah. 

(6)  Besarnya insentif untuk melindungi bangunan gedungsebagaimana 
dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupatiberdasarkan 
kebutuhannyata. 

 
Bagian Kelima 
Pembongkaran 

 
Paragraf 1 

Umum 
 

Pasal 125 
 

(1)  Pembongkaran bangunan gedung meliputi kegiatanpenetapan 
pembongkaran dan pelaksanaan pembongkaranbangunan gedung, yang 
dilakukan dengan mengikuti kaidah-kaidahpembongkaran secara umum 
serta memanfaatkanilmu pengetahuan dan teknologi. 

(2)  Pembongkaran bangunan gedung sebagaimana dimaksudpada ayat (1) 
harus dilaksanakan secara tertib danmempertimbangkan keamanan, 
keselamatan masyarakat danlingkungannya. 
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(3)  Pembongkaran bangunan gedung sebagaimana dimaksudpada ayat (1) 
harus sesuai dengan ketetapan perintahpembongkaran atau persetujuan 
pembongkaran olehPemerintah Daerah, kecuali bangunangedung fungsi 
khusus oleh Pemerintah. 

 
Paragraf 2 

Penetapan Pembongkaran 
 

Pasal 126 
 

(1)  Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerahmengidentifikasi bangunan 
gedung yang akan ditetapkanuntuk dibongkar berdasarkan hasil 
pemeriksaan dan/ataulaporan dari masyarakat. 

(2)  Bangunan gedung yang dapat dibongkar sebagaimanadimaksud pada ayat 
(1) meliputi: 
a.  bangunan gedung yang tidak laik fungsi dan tidakdapat diperbaiki 

lagi; 
b.  bangunan gedung yang pemanfaatannya menimbulkanbahaya bagi 

pengguna, masyarakat, danlingkungannya; 
c.  bangunan gedung yang tidak memiliki IMB; dan/atau 
d.  bangunan gedung yang pemiliknya menginginkantampilan baru. 

(3)  Pemerintah Daerah menyampaikan hasilidentifikasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) kepadapemilik/pengguna bangunan gedung yang 
akan ditetapkanuntuk dibongkar. 

(4)  Berdasarkan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud padaayat (3), 
pemilik/pengguna/pengelola bangunan gedung wajibmelakukan 
pengkajian teknis dan menyampaikan hasilnyakepada Pemerintah 
Daerah. 

(5)  Apabila hasil pengkajian dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan 
ketentuansebagaimana dimaksud pada ayat (2) PemerintahDaerah 
menetapkan bangunan gedungtersebut untuk dibongkar dengan surat 
penetapanpembongkaran atau surat persetujuan pembongkaran 
dariBupati, yang memuat bataswaktu dan prosedur pembongkaran serta 
sanksi ataspelanggaran yang terjadi. 

(6)  Dalam hal pemilik/pengguna/pengelola bangunan gedungtidak 
melaksanakan perintah pembongkaran sebagaimanadimaksud pada ayat 
(5), pembongkaran akan dilakukan olehPemerintah Daerah atas beban 
biayapemilik/pengguna/pengelola bangunan gedung, kecuali bagipemilik 
bangunan rumah tinggal yang tidak mampu, biayapembongkarannya 
menjadi beban Pemerintah Daerah. 

 
Paragraf 3 

Rencana Teknis Pembongkaran 
 

Pasal 127 
 

(1)  Pembongkaran bangunan gedung yang pelaksanaannya 
dapatmenimbulkan dampak luas terhadap keselamatan umum 
danlingkungan harus dilaksanakan berdasarkan rencana 
teknispembongkaran yang disusun oleh penyedia jasa perencanaanteknis 
yang memiliki sertifikat keahlian yang sesuai. 
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(2)  Rencana teknis pembongkaran sebagaimana dimaksud padaayat (1) harus 
disetujui oleh Pemerintah Daerah setelah mendapat pertimbangan dari 
TABG. 

(3)  Dalam hal pelaksanaan pembongkaran berdampak luasterhadap 
keselamatan umum dan lingkungan, pemilikdan/atau Pemerintah Daerah 
melakukansosialisasi dan pemberitahuan tertulis kepada masyarakat 
disekitar bangunan gedung, sebelum pelaksanaanpembongkaran. 

(4)  Pelaksanaan pembongkaran mengikuti prinsip-prinsipkeselamatan dan 
kesehatan kerja (K3). 

 
Paragraf 4 

Pelaksanaan Pembongkaran 
 

Pasal 128 
 

(1)  Pembongkaran bangunan gedung dapat dilakukan olehpemilik dan/atau 
pengguna bangunan gedung ataumenggunakan penyedia jasa 
pembongkaran bangunangedung yang memiliki sertifikat keahlian yang 
sesuai. 

(2)  Pembongkaran bangunan gedung yang menggunakanperalatan berat 
dan/atau bahan peledak harus dilaksanakanoleh penyedia jasa 
pembongkaran bangunan gedung yangmempunyai sertifikat keahlian yang 
sesuai. 

(3)  Pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung yang tidakmelaksanakan 
pembongkaran dalam batas waktu yangditetapkan dalam surat perintah 
pembongkaran, pelaksanaanpembongkaran dilakukan oleh Pemerintah 
Daerah atas beban biaya pemilik dan/atau penggunabangunan gedung. 

 
Paragraf 5 

Pengawasan Pembongkaran Bangunan Gedung 
 

Pasal 129 
 

(1)  Pengawasan pembongkaran bangunan gedung tidaksederhana dilakukan 
oleh penyedia jasa pengawasan yangmemiliki sertifikat keahlian yang 
sesuai. 

(2)  Pembongkaran bangunan gedung tidak sederhanasebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan berdasarkanrencana teknis yang telah 
memperoleh persetujuan dariPemerintah Daerah. 

(3)  Hasil pengawasan pembongkaran bangunan gedungsebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepadaPemerintah Daerah. 

(4)  Pemerintah Daerah melakukan pemantauanatas pelaksanaan kesesuaian 
laporan pelaksanaanpembongkaran dengan rencana teknis 
pembongkaran. 

 
 
 

Bagian Keenam 
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Penyelenggaraan Bangunan Gedung Untuk Kebencanaan 
 

Paragraf 1 
Penanggulangan Darurat 

 
Pasal 130 

 

(1)  Penanggulangan darurat merupakan tindakan yang dilakukanuntuk 
mengatasi sementara waktu akibat yang ditimbulkanoleh bencana alam 
yang menyebabkan rusaknya bangunangedung yang menjadi hunian atau 
tempat beraktivitas. 

(2)  Penanggulangan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan 
oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau kelompok masyarakat. 

(3)  Penanggulangan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan 
setelah terjadinya bencana alam sesuai denganskalanya yang mengancam 
keselamatan bangunan gedungdan penghuninya. 

 
Paragraf 2 

Bangunan Gedung Umum Sebagai Tempat Penampungan 
 

Pasal 131 
 

(1)  Pemerintah atau Pemerintah Daerah wajibmelakukan upaya 
penanggulangan darurat berupapenyelamatan dan penyediaan 
penampungan sementara. 

(2)  Penampungan sementara pengungsi sebagaimana dimaksudpada ayat (1) 
dilakukan pada lokasi yang aman dari ancamanbencana dalam bentuk 
tempat tinggal sementara selamakorban bencana mengungsi berupa 
tempat penampunganmassal, penampungan keluarga atau individual. 

(3)  Bangunan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dilengkapi 
dengan fasilitas penyediaan air bersih dan fasilitassanitasi yang memadai. 

(4)  Penyelenggaraan bangunan penampungan sebagaimanadimaksud pada 
ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati berdasarkan persyaratan 
teknissesuai dengan lokasi bencananya. 

 
Paragraf 3 

Rehabilitasi Pascabencana 
 

Paragraf 1 
Umum 

 
Pasal 132 

 

(1)  Bangunan gedung yang rusak akibat bencana dapat diperbaikiatau 
dibongkar sesuai dengan tingkat kerusakannya. 

(2)  Bangunan gedung yang rusak tingkat sedang dan masih dapatdiperbaiki, 
dapat dilakukan rehabilitasi sesuai denganketentuan yang ditetapkan oleh 
Pemerintah Daerah. 
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(3)  Rehabilitasi bangunan gedung yang berfungsi sebagai hunianrumah 
tinggal pascabencana berbentuk pemberian bantuanperbaikan rumah 
masyarakat. 

(4)  Bantuan perbaikan rumah masyarakat sebagaimanadimaksud pada ayat 
(3) meliputi dana, peralatan, material,dan sumber daya manusia. 

(5)  Persyaratan teknis rehabilitasi bangunan gedung yang rusakdisesuaikan 
dengan karakteristik bencana yang mungkinterjadi di masa yang akan 
datang dan dengan memperhatikanstandar konstruksi bangunan, kondisi 
sosial, adat istiadat,budaya dan ekonomi. 

(6)  Pelaksanaan pemberian bantuan perbaikan rumahmasyarakat 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukanmelalui bimbingan teknis 
dan bantuan teknis oleh instansi/lembaga terkait. 

(7)  Tata cara dan persyaratan rehabilitasi bangunan gedungpascabencana 
diatur lebih lanjut denganPeraturan Bupati. 

(8)  Dalam melaksanakan rehabilitasi bangunan gedung huniansebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) PemerintahDaerah memberikan kemudahan 
kepadapemilik bangunan gedung yang akan direhabilitasi berupa: 
a.  pengurangan atau pembebasan biaya IMB, atau 
b.  pemberian desain prototip yang sesuai dengankarakter bencana, atau 
c.  pemberian bantuan konsultansi penyelenggaraanrekonstruksi 

bangunan gedung, atau 
d.  pemberian kemudahan kepada permohonan SLF; 
e.  bantuan lainnya. 

(9)  Untuk mempercepat pelaksanaan rehabilitasi bangunangedung hunian 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupatidapat menyerahkan 
kewenanganpenerbitan IMB kepada pejabat pemerintahan di tingkatpaling 
bawah. 

(10) Rehabilitasi rumah hunian sebagaimana dimaksud pada ayat(2) 
dilaksanakan melalui proses peran masyarakat di lokasibencana, dengan 
difasilitasi oleh Pemerintah dan/atauPemerintah Daerah. 

(11) Tata cara penerbitan IMB bangunan gedung hunian rumahtinggal pada 
tahap rehabilitasi pascabencana, dilakukandengan mengikuti ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalamPasal 100. 

(12) Tata cara penerbitan SLF bangunan gedung hunian rumahtinggal pada 
tahap rehabilitasi pascabencana, dilakukandengan mengikuti ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalamPasal 112. 

 
BAB V 

TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG (TABG) 
 

Bagian Kesatu 
Pembentukan TABG 

 
Pasal 133 

 

(1)  TABG dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati. 
(2)  TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupatisetelah 

peraturan daerah inidinyatakan berlaku efektif. 
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Pasal 134 
 

(1) Keanggotaan TABG terdiri dari unsur-unsur: 
a.  asosiasi profesi; 
b.  masyarakat ahli di luar disiplin bangunan gedungtermasuk 

masyarakat adat; 
c.  perguruan tinggi; 
d.  instansi pemerintah. 

(2)  Keterwakilan unsur-unsur asosiasi profesi, perguruan tinggi,dan 
masyarakat ahli termasuk masyarakat adat, sekurang-kurangnyasama 
dengan keterwakilan unsur-unsur instansi PemerintahDaerah. 

(3)  Keanggotaan TABG tidak bersifat tetap. 
(4)  Setiap unsur diwakili oleh 1 (satu) orang sebagai anggota. 
(5)  Nama-nama anggota TABG diusulkan oleh asosiasi profesi,perguruan 

tinggi dan masyarakat ahli termasuk masyarakatadat yang disimpan 
dalam database daftar anggota TABG. 

 
Bagian Kedua 

Tugas dan Fungsi 
 

Pasal 135 
 

(1)  TABG mempunyai tugas: 
a.  memberikan pertimbangan teknis berupa nasehat,pendapat, dan 

pertimbangan profesional padapengesahan rencana teknis bangunan 
gedung untukkepentingan umum. 

b.  memberikan masukan tentang program dalampelaksanaan tugas 
pokok dan fungsi instansi yangterkait. 

(2)  Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a, 
TABG mempunyai fungsi: 
a.  pengkajian dokumen rencana teknis yang telahdisetujui oleh instansi 

yang berwenang; 
b.  pengkajian dokumen rencana teknis berdasarkanketentuan tentang 

persyaratan tata bangunan. 
c.  pengkajian dokumen rencana teknis berdasarkanketentuan tentang 

persyaratan keandalan bangunangedung. 
(3)  Disamping tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),TABG dapat 

membantu: 
a.  pembuatan acuan dan penilaian; 
b.  penyelesaian masalah; 
c.  penyempurnaan peraturan, pedoman dan standar. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai TABG diatur denganPeraturan Bupati. 
 
 
 

BAB VI 
PERAN MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN 

BANGUNAN GEDUNG 
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Paragraf 1 

Lingkup Peran Masyarakat 
 

Pasal 136 
 

Peran masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung dapatterdiri atas: 
a.  pemantauan dan penjagaan ketertiban penyelenggaraanbangunan 

gedung; 
b.  pemberian masukan kepada Pemerintah dan/atauPemerintah Daerah 

dalampenyempurnaan peraturan, pedoman dan standar teknis dibidang 
bangunan gedung; 

c.  penyampaian pendapat dan pertimbangan kepada instansiyang 
berwenang terhadap penyusunan RTBL, rencana teknisbangunan tertentu 
dan kegiatan penyelenggaraan bangunan 

 gedung yang menimbulkan dampak penting terhadaplingkungan; 
d.  pengajuan gugatan perwakilan terhadap bangunan gedungyang 

mengganggu, merugikan dan/atau membahayakankepentingan umum. 
 

Pasal 137 
 

(1)  Objek pemantauan dan penjagaan ketertibanpenyelenggaraan bangunan 
gedung sebagaimana dimaksuddalam Pasal 136 huruf a meliputi kegiatan 
pembangunan,kegiatan pemanfaatan, kegiatan pelestarian 
termasukperawatan dan/atau pemugaran bangunan gedung 
danlingkungannya yang dilindungi dan dilestarikan dan/ataukegiatan 
pembongkaran bangunan gedung. 

(2)  Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harusmemenuhi 
persyaratan: 
a.  dilakukan secara objektif; 
b.  dilakukan dengan penuh tanggung jawab; 
c.  dilakukan dengan tidak menimbulkan gangguankepada 

pemilik/pengguna bangunan gedung,masyarakat dan lingkungan; 
d.  dilakukan dengan tidak menimbulkan kerugian 

kepadapemilik/pengguna bangunan gedung, masyarakat 
danlingkungan. 

(3)  Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatdilakukan oleh 
perorangan, kelompok, atau organisasikemasyarakatan melalui kegiatan 
pengamatan, penyampaianmasukan, usulan dan pengaduan terhadap: 
a.  bangunan gedung yang ditengarai tidak laik fungsi; 
b.  bangunan gedung yang pembangunan, pemanfaatan,pelestarian 

dan/atau pembongkarannya berpotensimenimbulkan tingkat 
gangguan bagi pengguna dan/atau masyarakat dan lingkungannya; 

c.  bangunan gedung yang pembangunan, pemanfaatan,pelestarian 
dan/atau pembongkarannya berpotensimenimbulkan tingkat bahaya 
tertentu bagi penggunadan/atau masyarakat dan lingkungannya. 

d.  bangunan gedung yang ditengarai melanggarketentuan perizinan dan 
lokasi bangunan gedung. 
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(4)  Hasil pantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)dilaporkan secara 
tertulis kepada Pemerintah Daerah secara langsung atau melalui TABG. 

(5)  Pemeritah Daerah menanggapi danmenindaklanjuti laporan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4)dengan melakukan penelitian dan evaluasi 
secaraadministratif dan secara teknis melalui pemeriksaan lapangandan 
melakukan tindakan yang diperlukan sertamenyampaikan hasilnya 
kepada pelapor. 

 
Pasal 138 

 

(1)  Penjagaan ketertiban penyelenggaraan bangunan gedungsebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 136 huruf a dapatdilakukan oleh masyarakat 
melalui: 
a.  pencegahan perbuatan perorangan atau kelompokmasyarakat yang 

dapat mengurangi tingkat keandalanbangunan gedung; 
b.  pencegahan perbuatan perseorangan atau kelompokmasyarakat yang 

dapat menggangu penyelenggaraanbangunan gedung dan 
lingkungannya. 

(2)  Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)masyarakat 
dapat melaporkan secara lisan dan/atau tertuliskepada: 
a.  pemerintah Daerahmelalui instansi yang menyelenggarakan 

urusanpemerintahan di bidang keamanan dan ketertiban. 
b.  pihak pemilik, pengguna atau pengelola bangunangedung. 

(3)  Pemeritah Daerah menanggapi danmenindaklanjuti laporan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2)dengan melakukan penelitian dan evaluasi 
secaraadministratif dan secara teknis melalui pemeriksaan lapangandan 
melakukan tindakan yang diperlukan sertamenyampaikan hasilnya 
kepada pelapor. 

 
Pasal 139 

 

(1)  Objek pemberian masukan atas penyelenggaraan bangunangedung 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 huruf bmeliputi masukan 
terhadap penyusunan dan/ataupenyempurnaan peraturan, pedoman dan 
standar teknis dibidang bangunan gedung di lingkungan 
PemeritahDaerah. 

(2)  Pemberian masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapat dilakukan 
dengan menyampaikannya secara tertulisoleh: 
a.  perorangan; 
b.  kelompok masyarakat; 
c.  organisasi kemasyarakatan; 
d.  masyarakat ahli; atau 
e.  masyarakat hukum adat. 
 
 

(3)  Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dijadikan 
bahan pertimbangan bagi Pemeritah Daerah dalam menyusun dan/atau 
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menyempurnakanperaturan, pedoman dan standar teknis di bidang 
bangunangedung. 

 
Pasal 140 

 

(1)  Penyampaian pendapat dan pertimbangan kepada instansiyang 
berwenang terhadap penyusunan RTBL, rencana teknisbangunan tertentu 
dan kegiatan penyelenggaraan bangunangedung yang menimbulkan 
dampak penting terhadaplingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
136 huruf cbertujuan untuk mendorong masyarakat agar 
merasaberkepentingan dan bertanggungjawab dalam penataanbangunan 
gedung dan lingkungannya. 

(2)  Penyampaian pendapat dan pertimbangan sebagaimanadimaksud pada 
ayat (1) dapat dilakukan oleh : 
a.  perorangan; 
b.  kelompok masyarakat; 
c.   organisasi kemasyarakatan; 
d.  masyarakat ahli, atau 
e.   masyarakat hukum adat. 

(3)  Pendapat dan pertimbangan masyarakat untuk RTBL yanglingkungannya 
berdiri bangunan gedung tertentu dan/atauterdapat kegiatan bangunan 
gedung yang menimbulkandampak penting terhadap lingkungan dapat 
disampaikanmelalui TABG atau dibahas dalam forum dengar 
pendapatmasyarakat yang difasilitasi oleh Pemeritah Daerah, kecuali 
untuk bangunan gedung fungsi khususdifasilitasi oleh Pemerintah melalui 
koordinasi denganPemeritah Daerah. 

(4)  Hasil dengar pendapat dengan masyarakat dapat dijadikanpertimbangan 
dalam proses penetapan rencana teknis olehPemerintah atau Pemeritah 
Daerah. 

 
Paragraf 2 

Forum Dengar Pendapat 
 

Pasal 141 
 

(1)  Forum dengar pendapat diselenggarakan untuk memperolehpendapat dan 
pertimbangan masyarakat atas penyusunanRTBL, rencana teknis 
bangunan gedung tertentu ataukegiatan penyelenggaraan yang 
menimbulkan dampakpenting terhadap lingkungan. 

(2)  Tata cara penyelenggaraan forum dengar pendapatmasyarakat 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukandengan terlebih dahulu 
melakukan tahapan kegiatan yaitu: 
a.  penyusunan konsep RTBL atau rencana kegiatanpenyelenggaraan 

bangunan gedung yang menimbulkandampak penting bagi 
lingkungan; 

b.  penyebarluasan konsep atau rencana sebagaimanadimaksud pada 
huruf a kepada masyarakat khususnyamasyarakat yang 
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berkepentingan dengan RTBL danbangunan gedung yang akan 
menimbulkan dampakpenting bagi lingkungan; 

c.  mengundang masyarakat sebagaimana dimaksud padahuruf b untuk 
menghadiri forum dengar pendapat. 

(3)  Masyarakat yang diundang sebagaimana dimaksud pada ayat(2) huruf c 
adalah masyarakat yang berkepentingan denganRTBL, rencana teknis 
bangunan gedung tertentu danpenyelenggaraan bangunan gedung yang 
akan menimbulkandampak penting bagi lingkungan. 

(4)  Hasil dengar pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3)dituangkan 
dalam dokumen risalah rapat yang ditandatanganioleh penyelenggara dan 
wakil dari peserta yang diundang. 

(5)  Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berisisimpulan dan 
keputusan yang mengikat dan harusdilaksanakan oleh penyelenggara 
bangunan gedung. 

(6)  Tata cara penyelenggaraan forum dengar pendapatsebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diatur lebih lanjutdengan Peraturan Bupati. 

 
Paragraf 3 

Gugatan Perwakilan 
 

Pasal 142 
 

(1)  Gugatan perwakilan terhadap penyelenggaraan bangunangedung 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 huruf ddapat diajukan ke 
pengadilan apabila hasil penyelenggaraanbangunan gedung telah 
menimbulkan dampak yangmengganggu atau merugikan masyarakat dan 
lingkungannyayang tidak diperkirakan pada saat perencanaan, 
pelaksanaandan/atau pemantauan. 

(2)  Gugatan perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapat dilakukan 
oleh perseorangan atau kelompokmasyarakat atau organisasi 
kemasyarakatan yang bertindaksebagai wakil para pihak yang dirugikan 
akibat daripenyelenggaraan bangunan gedung yang 
mengganggu,merugikan atau membahayakan kepentingan umum. 

(3)  Gugatan perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)disampaikan 
kepada pengadilan yang berwenang sesuaidengan hukum acara gugatan 
perwakilan. 

 
Paragraf 4 

Bentuk Peran Masyarakat dalam Tahap Rencana Pembangunan 
 

Pasal 143 
 

Peran masyarakat dalam tahap rencana pembangunan bangunangedung dapat 
dilakukan dalam bentuk: 
a.  penyampaian keberatan terhadap rencana pembangunanbangunan gedung 

yang tidak sesuai dengan PeraturanDaerah; 
b.  pemberian masukan kepada Pemeritah Daerah dalam rencana 

pembangunan bangunan gedung; 
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c.  pemberian masukan kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan 
pertemuan konsultasi denganmasyarakat tentang rencana pembangunan 
bangunangedung. 

 
Paragraf 5 

Bentuk Peran Masyarakat dalam Proses Pelaksanaan Konstruksi 
 

Pasal 144 
 

Peran masyarakat dalam pelaksanaan konstruksi bangunan gedungdapat 
dilakukan dalam bentuk: 
a. menjaga ketertiban dalam kegiatan pembangunan; 
b. mencegah perbuatan perseorangan atau kelompok yangdapat mengurangi 

tingkat keandalan bangunan gedungdan/atau mengganggu 
penyelenggaraan bangunan gedungdan lingkungan; 

c. melaporkan kepada instansi yang berwenang atau kepadapihak yang 
berkepentingan atas perbuatan sebagaimanadimaksud pada huruf b; 

d. melaporkan kepada instansi yang berwenang tentang aspekteknis 
pembangunan bangunan gedung yangmembahayakan kepentingan umum; 

e.  melakukan gugatan ganti rugi kepada penyelenggarabangunan gedung atas 
kerugian yang diderita masyarakatakibat dari penyelenggaraan bangunan 
gedung. 

 
Paragraf 6 

Bentuk Peran Masyarakat dalam Pemanfaatan Bangunan Gedung 
 

Pasal 145 
 

Peran masyarakat dalam pemanfaatan bangunan gedung dapatdilakukan 
dalam bentuk: 
a.  menjaga ketertiban dalam kegiatan pemanfaatan bangunangedung; 
b. mencegah perbuatan perorangan atau kelompok yang dapatmengganggu 

pemanfaatan bangunan gedung; 
c.  melaporkan kepada instansi yang berwenang atau kepadapihak yang 

berkepentingan atas penyimpanganpemanfaatan bangunan gedung; 
d.  melaporkan kepada instansi yang berwenang tentang aspekteknis 

pemanfaatan bangunan gedung yang membahayakankepentingan umum; 
e.  melakukan gugatan ganti rugi kepada penyelenggarabangunan gedung atas 

kerugian yang diderita masyarakatakibat dari penyimpangan pemanfaatan 
bangunan gedung. 

 
Paragraf 7 

Bentuk Peran Masyarakat dalam Pelestarian Bangunan Gedung 
 

Pasal 146 
 

Peran masyarakat dalam pelestarian bangunan gedung dapatdilakukan dalam 
bentuk: 
a.  memberikan informasi kepada instansi yang berwenangatau pemilik 

bangunan gedung tentang kondisi bangunangedung yang tidak terpelihara, 
yang dapat mengancamkeselamatan masyarakat, dan yang 
memerlukanpemeliharaan; 
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b.  memberikan informasi kepada instansi yang berwenangatau pemilik 
bangunan gedung tentang kondisi bangunangedung bersejarah yang 
kurang terpelihara dan terancamkelestariannya; 

c.  memberikan informasi kepada instansi yang berwenangatau pemilik 
bangunan gedung tentang kondisi bangunangedung yang kurang 
terpelihara dan mengancamkeselamatan masyarakat dan lingkungannya; 

d.  melakukan gugatan ganti rugi kepada pemilik bangunangedung atas 
kerugian yang diderita masyarakat akibat darikelalaian pemilik di dalam 
melestarikan bangunan gedung. 

 
Paragraf 8 

Bentuk Peran Masyarakat dalam Pembongkaran BangunanGedung 
 

Pasal 147 
 

Peran masyarakat dalam pembongkaran bangunan gedung dapatdilakukan 
dalam bentuk: 
a.  mengajukan keberatan kepada instansi yang berwenangatas rencana 

pembongkaran bangunan gedung yang masukdalam kategori cagar budaya; 
b.  mengajukan keberatan kepada instansi yang berwenangatau pemilik 

bangunan gedung atas metode pembongkaranyang mengancam 
keselamatan atau kesehatan masyarakatdan lingkungannya; 

c.  melakukan gugatan ganti rugi kepada instansi yangberwenang atau pemilik 
bangunan gedung atas kerugianyang diderita masyarakat dan 
lingkungannya akibat yangtimbul dari pelaksanaan pembongkaran 
bangunan gedung; 

d.  melakukan pemantauan atas pelaksanaan pembangunanbangunan 
gedung. 

 
BAB VII 

PEMBINAAN 
 

Bagian Kesatu 
Umum 

 
Pasal 148 

 

(1)  Pemerintah Daerah melakukan pembinaanpenyelenggaraan bangunan 
gedung melalui kegiatanpengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan. 

(2)  Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuanagar 
penyelenggaraan bangunan gedung dapat berlangsungtertib dan tercapai 
keandalan bangunan gedung yang sesuaidengan fungsinya, serta 
terwujudnya kepastian hukum. 

(3)  Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukankepada 
penyelenggara bangunan gedung. 

 
 

Bagian Kedua 
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Pengaturan 
 

Pasal 149 
 

(1)  Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (1)dituangkan 
ke dalam Peraturan Daerah. 

(2)  Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatdituangkan ke 
dalam pedoman teknis, standar teknisbangunan gedung dan tata cara 
operasionalisasinya. 

(3)  Di dalam penyusunan kebijakan sebagaimana dimaksud padaayat (1) 
harus mempertimbangkan pendapat tenaga ahli di 
bidangpenyelenggaraan bangunan gedung. 

(4)  Pemerintah Daerah menyebarluaskankebijakan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) kepadapenyelenggara bangunan gedung. 

 
Bagian Ketiga 
Pemberdayaan 

 
Pasal 150 

 

(1)  Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat(1) dilakukan 
oleh Pemerintah Daerahkepada penyelenggara bangunan gedung. 

(2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan melalui 
peningkatan profesionalitas penyelenggarabangunan gedung dengan 
penyadaran akan hak dankewajiban serta peran dalam penyelenggaraan 
bangunangedung terutama di daerah rawan bencana. 

(3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dilakukan melalui 
pendataan, sosialisasi, penyebarluasan danpelatihan di bidang 
penyelenggaraan bangunan gedung. 

 
Pasal 151 

 

Pemberdayaan terhadap masyarakat yang belum mampumemenuhi 
persyaratan teknis bangunan gedung dilakukanbersama-sama dengan 
masyarakat yang terkait dengan bangunangedung melalui: 
a.  forum dengar pendapat dengan masyarakat; 
b.  pendampingan pada saat penyelenggaraan bangunangedung dalam bentuk 

kegiatan penyuluhan, bimbinganteknis, pelatihan dan pemberian tenaga 
teknis pendamping; 

c.  pemberian bantuan percontohan rumah tinggal yangmemenuhi 
persyaratan teknis dalam bentuk pemberianstimulan bahan bangunan 
yang dikelola masyarakat secarabergulir; dan/atau 

d.  bantuan penataan bangunan dan lingkungan yang serasidalam bentuk 
penyiapan RTBL serta penyediaan prasaranadan sarana dasar 
permukiman. 

 
 

Pasal 152 



jdih.pangandarankab.go.id                                                      67 
 

 
Bentuk dan tata cara pelaksanaan forum dengar pendapat denganmasyarakat 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 huruf adiatur lebih lanjut dengan 
Peraturan Bupati. 
 

Bagian Keempat 
Pengawasan 

 
Pasal 153 

 

(1)  Pemerintah Daerah melakukan pengawasanterhadap pelaksanaan 
Peraturan Daerah di bidang penyelenggaraan bangunan gedung 
melaluimekanisme penerbitan IMB, SLF, dan surat persetujuan 
danpenetapan pembongkaran bangunan gedung. 

(2)  Dalam pengawasaan pelaksanaan peraturan perundang-undangandi 
bidang penyelenggaraan bangunan gedung,Pemerintah Daerahdapat 
melibatkan peranmasyarakat: 
a.  dengan mengikuti mekanisme yang ditetapkan olehPemerintah 

Daerah; 
b.  pada setiap tahapan penyelenggaraan bangunangedung; 
c.  dengan mengembangkan sistem pemberianpenghargaan berupa tanda 

jasa dan/ atau insentifuntuk meningkatkan peran masyarakat. 
 

BAB VIII 
SANKSI ADMINISTRATIF 

 
Bagian Kesatu 

Umum 
 

Pasal 154 
 

(1) Pemilik dan/atau Pengguna Bangunan Gedung yang melanggar ketentuan 
Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif, berupa:  
a. peringatan tertulis;   
b. pembatasan kegiatan pembangunan;   
c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan 

pembangunan;   
d. penghentian sementara atau tetap pada Pemanfaatan Bangunan 

Gedung;   
e. pembekuan IMB gedung;   
f. pencabutan IMB gedung;   
g. pembekuan SLF Bangunan Gedung;   
h. pencabutan SLF Bangunan Gedung; atau   
i. perintah pembongkaran Bangunan Gedung.   

(2) Selain pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dapat dikenai sanksi denda paling banyak 10% (sepuluh per seratus) 
dari nilai bangunan yang sedang atau telah dibangun.  
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(3) Penyedia Jasa Konstruksi yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini 
dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
undangan di bidang jasa konstruksi  

(4) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor ke rekening 
kas Pemerintah Daerah.  

(5) Jenis pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
didasarkan pada berat atau ringannya pelanggaran yang dilakukan 
setelah mendapatkan pertimbangan TABG. 

 
Bagian Kedua 

Sanksi Administratif Pada Tahap Pembangunan 
 

Pasal 155 
 

(1) Pemilik Bangunan Gedung yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (3), 
Pasal 18 ayat (1) dan ayat (4),  Pasal 20 ayat (1),  Pasal 106 ayat (2),  Pasal 
115 ayat (3) dan Pasal 122 ayat (2) dikenakan sanksi peringatan tertulis.  

(2) Pemilik Bangunan Gedung yang tidak mematuhi peringatan tertulis 
sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu masing-
masing 7 (tujuh) hari kalender dan tetap tidak melakukan perbaikan atas 
pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi 
berupa pembatasan kegiatan pembangunan.  

(3) Pemilik Bangunan Gedung yang telah dikenakan sanksi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) selama 14 (empat belas) hari kalender dan tetap 
tidak melakukan perbaikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa penghentian sementara 
pembangunan dan pembekuan izin mendirikan Bangunan Gedung.  

(4) Pemilik Bangunan Gedung yang telah dikenakan sanksi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) selama 14 (empat belas) hari kelender dan tetap 
tidak melakukan perbaikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa penghentian tetap pembangunan,  
pencabutan izin mendirikan Bangunan Gedung, dan perintah 
pembongkaran Bangunan Gedung.  

(5) Dalam hal Pemilik Bangunan Gedung tidak melakukan pembongkaran 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh)  
hari kalender, pembongkarannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas 
biaya Pemilik Bangunan Gedung.  

(6) Dalam hal pembongkaran dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Pemilik 
Bangunan Gedung juga dikenakan denda administratif yang besarnya 
paling banyak 10 % (sepuluh per seratus) dari nilai total Bangunan 
Gedung yang bersangkutan.  

(7) Besarnya denda administratif ditentukan berdasarkan berat dan 
ringannya pelanggaran yang dilakukan setelah mendapat pertimbangan 
dari Tim Ahli Bangunan Gedung. 
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Pasal 156 
 

(1) Pemilik Bangunan Gedung yang melaksanakan pembangunan Bangunan 
Gedungnya melanggar ketentuan Pasal 13 ayat (1) dikenakan sanksi 
penghentian sementara sampai dengan diperolehnya izin mendirikan 
Bangunan Gedung.  

(2) Pemilik Bangunan Gedung yang tidak memiliki izin mendirikan Bangunan 
Gedung dikenakan sanksi perintah pembongkaran. 

 
Bagian Ketiga 

Sanksi Administratif Pada Tahap Pemanfaatan 
 

Pasal 157 
 

(1) Pemilik atau Pengguna Bangunan Gedung yang melanggar ketentuan 
Pasal 9 ayat (3), Pasal 19,  Pasal 115ayat (1) dengan sampai ayat (3),  
Pasal 116 ayat (2),  Pasal 122 ayat (2),  Pasal 124 ayat (3) dan ayat (4) 
dikenakan sanksi peringatan tertulis.  

(2) Pemilik atau Pengguna Bangunan Gedung yang tidak mematuhi 
peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tenggang 
waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kalender dan tidak melakukan 
perbaikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dikenakan sanksi berupa penghentian sementara kegiatan Pemanfaatan 
Bangunan Gedung dan pembekuan sertifikat Laik Fungsi.  

(3) Pemilik atau Pengguna Bangunan Gedung yang telah dikenakan sanksi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selama 30 (tiga puluh) hari kalender 
dan tetap tidak melakukan perbaikan atas pelanggaran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa penghentian tetap 
pemanfaatan dan pencabutan sertifikat Laik Fungsi.  

(4) Pemilik atau Pengguna Bangunan Gedung yang terlambat melakukan 
perpanjangan sertifikat Laik Fungsi sampai dengan batas waktu 
berlakunya Sertifikat Laik Fungsi, dikenakan sanksi denda administratif 
yang besarnya 1 % (satu per seratus) dari nilai total Bangunan Gedung 
yang bersangkutan. 

 
BAB IX 

KETENTUAN PIDANA 
 

Bagian Kesatu 
Faktor Kesengajaan yang Tidak Mengakibatkan 

Kerugian Orang Lain 
 

Pasal 158 
 

Setiap pemilik dan/atau Pengguna Bangunan Gedung yang tidak memenuhi 
ketentuan dalam Peraturan Daerahini diancam dengan pidana kurungan 
paling lama 6 (enam)bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 
(limapuluh juta rupiah).  
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Bagian Kedua 
Faktor Kesengajaan yang Mengakibatkan Kerugian 

Orang Lain 
 

Pasal 159 
 

(1)Setiap pemilik dan/atau Pengguna Bangunan Gedung yang tidak memenuhi 
ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, yang mengakibatkan kerugian 
harta benda orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama 3 
(tiga) tahun, dan denda paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari nilai 
bangunan dan penggantian kerugian yang diderita.  

(2)Setiap pemilik dan/atau Pengguna Bangunan Gedung yang tidak memenuhi 
ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, yang mengakibatkan kecelakaan 
bagi orang lain atau mengakibatkan cacat seumur hidup diancam dengan 
pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak 15% 
(lima belas per seratus) dari nilai bangunan dan penggantian kerugian 
yang diderita.  

(3)Setiap pemilik dan/atau Pengguna Bangunan Gedung yang tidak memenuhi 
ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, yang mengakibatkan hilangnya 
nyawa orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) 
tahun dan denda paling banyak 20% (dua puluh per seratus) dari nilai 
bangunan dan penggantian kerugian yang diderita.  

(4) Dalam proses peradilan atas tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1), ayat (2) dan ayat (3) hakim memperhatikan pertimbangan TABG.  

 
Bagian Ketiga 

Faktor Kelalaian yang Mengakibatkan Kerugian Orang Lain 
 

Pasal 160 
 

(1) Setiap orang atau badan hukum yang karenakelalaiannya melanggar 
ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah ini sehingga 
mengakibatkan bangunan tidak Laik Fungsi dapat dipidana kurungan, 
pidana denda dan penggantian kerugian.  

(2) Pidana kurungan, pidana denda dan penggantian kerugian sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) meliputi:  
a.Pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling 

banyak 1% (satu per seratus) dari nilai bangunan dan ganti kerugian 
jika mengakibatkan kerugian harta benda orang lain;  

b.Pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling 
banyak 2% (dua per seratus) dari nilai bangunan dan ganti kerugian 
jika mengakibatkan kecelakaan bagi orang lain sehingga menimbulkan 
cacat;  

c.Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling 
banyak 3% (tiga per seratus) dari nilai bangunan dan ganti kerugian 
jika mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. 
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BAB X 
KETENTUAN PENYIDIKAN 

 
Pasal 161 

 

(1) Penyidikan terhadap suatu kasus dilaksanakan setelah diketahui terjadi 
suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana bidang 
penyelenggaraan bangunan gedung berdasarkan laporan kejadian.  

(2) Penyidikan dugaan tindak pidana bidang penyelenggaraan bangunan 
gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan oleh penyidik 
umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 
BAB XI 

KETENTUAN PERALIHAN 
 

Pasal 162 
 

(1) Bangunan Gedung yang sudah dilengkapi dengan IMB sebelum Peraturan 
Daerah ini berlaku, dan IMB yang dimiliki sudah sesuai dengan ketentuan 
dalam Peraturan Daerah ini, maka IMB yang dimilikinya dinyatakan tetap 
berlaku.  

(2) Bangunan Gedung yang sudah dilengkapi IMB sebelum Peraturan Daerah 
ini berlaku, namun IMB yang dimiliki tidak sesuai dengan ketentuan 
dalam Peraturan Daerah ini, maka Pemilik Bangunan Gedung wajib 
mengajukan permohonan IMB baru atau melakukan perbaikan secara 
bertahap.  

(3) Bangunan Gedung yang sudah memiliki IMB sebelum Peraturan Daerah 
ini berlaku, namun dalam proses pembangunannya tidak sesuai dengan 
ketentuan dan persyaratan dalam IMB, maka Pemilik Bangunan Gedung 
wajib mengajukan permohonan IMB baru atau melakukan perbaikan 
secara bertahap.  

(4) Permohonan IMB yang telah masuk/terdaftar sebelum berlakunya 
Peraturan Daerah ini, tetap diproses dengan disesuaikan pada ketentuan 
dalam Peraturan Daerah ini.  

(5) Bangunan Gedung yang pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini 
belum dilengkapi IMB, maka Pemilik Bangunan Gedung wajib 
mengajukan permohonan IMB.  

(6) Bangunan Gedung yang pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini 
belum dilengkapi IMB, dan bangunan yang sudah berdiri tidak sesuai 
dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, maka Pemilik Bangunan 
Wajib mengajukan permohonan IMB baru dan melakukan perbaikan 
secara bertahap. 

(7) Bangunan Gedung pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini belum 
dilengkapi SLF, maka pemilik/Pengguna Bangunan Gedung wajib 
mengajukan permohonan SLF.  

(8)Permohonan SLF yang telah masuk/terdaftar sebelum berlakunya Peraturan 
Daerah ini, tetap diproses dengan disesuaikan pada ketentuan dalam 
Peraturan Daerah ini.  
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(9) Bangunan Gedung yang sudah dilengkapi SLF sebelum Peraturan Daerah 
ini berlaku, namun SLF yang dimiliki tidak sesuai dengan ketentuan 
dalam Peraturan Daerah ini, maka pemilik/Pengguna Bangunan Gedung 
wajib mengajukan permohonan SLF baru.  

(10)Bangunan Gedung yang sudah dilengkapi SLF sebelum Peraturan Daerah 
ini berlaku, namun kondisi Bangunan Gedung tidak Laik Fungsi, maka 
pemilik/Pengguna Bangunan Gedung wajib melakukan perbaikan secara 
bertahap.  

(11)Bangunan Gedung yang sudah dilengkapi SLF sebelum Peraturan Daerah 
ini berlaku, dan SLF yang dimiliki sudah sesuai dengan ketentuan dalam 
Peraturan Daerah ini, maka SLF yang dimilikinyadinyatakan tetap 
berlaku.  

 

BAB XII 
KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 163 
 

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang 
mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati. 
 

Pasal 164 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Pangandaran. 
  
 Ditetapkan di Parigi 

pada tanggal 31 Desember 2015 
PENJABAT BUPATI PANGANDARAN, 

 
Ttd/Cap 

 

H. DAUD ACHMAD 
 
Diundangkan di Parigi   
pada tanggal 31 Desember 2015 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN, 

 
              Ttd/Cap 
 

             MAHMUD 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2015 NOMOR 21 
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,  
PROVINSI JAWA BARAT (273/2015) 
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PENJELASAN  
 

ATAS 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN 
 

NOMOR 21 TAHUN 2015 
 

TENTANG  
 

BANGUNAN GEDUNG 
 
I. UMUM 
 

Bangunan Gedung sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, 
mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pembentukan watak, 
perwujudan produktivitas, dan jati diri manusia.  Penyelenggaraan Bangunan 
Gedung perlu diatur dan dibina demi kelangsungan dan peningkatan 
kehidupan serta penghidupan masyarakat, serta untuk mewujudkan 
Bangunan Gedung yang andal, berjati diri, serta seimbang, serasi, dan selaras 
dengan lingkungannya. 

Bangunan Gedung merupakan salah satu wujud fisik dari pemanfaatan 
ruang yang karenanya  setiap penyelenggaraan Bangunan Gedung harus 
berlandaskan pada pengaturan penataan ruang. 

Untuk menjamin kepastian hukum dan ketertiban penyelenggaraan 
Bangunan Gedung, setiap Bangunan Gedung harus memenuhi persyaratan 
administratif dan teknis Bangunan Gedung. 

Peraturan daerah ini berisi ketentuan yang mengatur berbagai aspek 
penyelenggaraan Bangunan Gedung meliputi aspek fungsi Bangunan Gedung, 
aspek persyaratan Bangunan Gedung, aspek hak dan kewajiban pemilik dan 
Pengguna Bangunan Gedungdalam tahapan penyelenggaraan Bangunan 
Gedung, aspek Peran Masyarakat, aspek pembinaan oleh pemerintah, aspek 
sanksi, aspek ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup. 

Peraturan daerah ini bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan 
Bangunan Gedung yang berlandaskan pada ketentuan di bidang penataan 
ruang, tertib secara administratif dan teknis, terwujudnyaBangunan Gedung 
yang fungsional, andal, yang menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan, 
dan kemudahan bagi pengguna, serta serasi dan selaras dengan 
lingkungannya. 

Pengaturan fungsi Bangunan Gedung dalam Peraturan Daerah ini 
dimaksudkan agar Bangunan Gedung yang didirikan dari awal telah 
ditetapkan fungsinya sehingga masyarakat yang akan mendirikanBangunan 
Gedung dapat memenuhi persyaratan baik administratif maupun teknis 
Bangunan Gedungnya dengan efektif dan efisien, sehingga apabila bermaksud 
mengubah fungsi yang ditetapkan harus diikuti dengan perubahan 
persyaratan administratif dan persyaratan teknisnya. Di samping itu, agar 
pemenuhan persyaratan teknis setiap fungsi Bangunan Gedung lebif efektif 
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dan efisien, fungsi Bangunan Gedung tersebut diklasifikasikan berdasarkan 
tingkat kompleksitas, tingkat permanensi, tingkat risiko kebakaran, zonasi 
gempa, lokasi, ketinggian, dan/atau kepemilikan. 

Pengaturan persyaratan administratifBangunan Gedung dalam Peraturan 
Daerah ini dimaksudkan agar masyarakat mengetahui lebih rinci persyaratan 
administratif yang diperlukan untuk mendirikan Bangunan Gedung, baik dari 
segi kejelasan status tanahnya, kejelasan status kepemilikanBangunan 
Gedungnya, maupun kepastian hukum bahwaBangunan Gedung yang 
didirikan telah memperoleh persetujuan dari Pemerintah Daerah dalam bentuk 
izin mendirikan Bangunan Gedung. 

Kejelasan hak atas tanah adalah persyaratan mutlak dalam mendirikan 
Bangunan Gedung, meskipun dalam Peraturan Daerah ini dimungkinkan 
adanyaBangunan Gedung yang didirikan di atas tanah milik orang/pihak lain, 
dengan perjanjian. Dengan demikian kepemilikan Bangunan Gedung dapat 
berbeda dengan kepemilikan tanah, sehingga perlu adanya pengaturan yang 
jelas dengan tetap mengacu pada peraturan perundang- undangan tentang 
kepemilikan tanah. 

Dengan diketahuinya persyaratan administratifBangunan Gedung oleh 
masyarakat luas, khususnya yang akan mendirikan atau memanfaatkan 
Bangunan Gedung, akan memberikan  kemudahan dan sekaligus tantangan 
dalam penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik. 

Pelayanan pemberian izin mendirikanBangunan Gedung yang transparan, 
adil, tertib hukum, partisipatif, tanggap, akuntabilitas, efisien dan efektif, serta 
profesional, merupakan wujud pelayanan prima yang harus diberikan oleh 
Pemerintah Daerah. 

Peraturan Daerah ini mengatur lebih lanjut persyaratan teknis tata 
bangunan dan keandalanBangunan Gedung, agar masyarakat di dalam 
mendirikanBangunan Gedung mengetahui secara jelas persyaratan-
persyaratan teknis yang harus dipenuhi sehingga Bangunan Gedungnya dapat 
menjamin keselamatan pengguna dan lingkungannya, dapat ditempati secara 
aman, sehat, nyaman, dan aksesibel, sehinggga secara keseluruhan dapat 
memberikan jaminan terwujudnyaBangunan Gedung yang fungsional, layak 
huni, berjati diri, dan produktif, serta serasi dan selaras dengan 
lingkungannya. 

Dengan dipenuhinya persyaratan teknis Bangunan Gedung sesuai fungsi 
dan klasifikasinya, maka diharapkan kegagalan konstruksi maupun 
kegagalanBangunan Gedung dapat dihindari, sehingga pengguna bangunan 
dapat hidup lebih tenang dan sehat, rohaniah dan jasmaniah di  dalam 
berkeluarga, bekerja, bermasyarakat dan bernegara. 

Pengaturan Bangunan Gedung dilandasi oleh asas kemanfaatan, 
keselamatan, keseimbangan, dan keserasian Bangunan Gedung dan 
lingkungannya, berperikemanusiaan dan berkeadilan. Oleh karena itu, 
masyarakat diupayakan terlibat dan berperan aktif, positif, konstruktif dan 
bersinergi bukan hanya dalam rangka pembangunan dan Pemanfaatan 
Bangunan Gedung untuk kepentingan mereka sendiri, tetapi juga dalam 
meningkatkan pemenuhan persyaratanBangunan Gedung dan tertib 
penyelenggaraan Bangunan Gedung pada umumnya. 
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Pengaturan Peran Masyarakat dimaksudkan untuk mendorong tercapainya 
tujuan penyelenggaraanBangunan Gedung yang tertib, fungsional, andal, 
dapat menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan, kemudahan bagi 
pengguna dan masyarakat di sekitarnya, serta serasi dan selaras dengan 
lingkungannya. Peran Masyarakatyang diatur dalam Peraturan Daerah ini 
dapat dilakukan oleh perseorangan atau kelompok masyarakat melalui sarana 
yang disediakan atau melalui Gugatan Perwakilan. 

Pengaturan penyelenggaraan pembinaan dimaksudkan sebagai arah 
pelaksanaan bagi Pemerintah Daerahdalam melakukan Pembinaan 
Penyelenggaraan Bangunan Gedung dengan berlandaskan prinsip-prinsip tata 
pemerintahan yang baik. Pembinaan dilakukan untuk Pemilik Bangunan 
Gedung, Pengguna Bangunan Gedung, Penyedia Jasa Konstruksi, maupun 
masyarakat yang berkepentingan dengan tujuan untuk mewujudkan tertib 
penyelenggaraan dan keandalan Bangunan Gedung yang memenuhi 
persyaratan administratif dan teknis, dengan penguatan kapasitas 
Penyelenggara Bangunan Gedung. 

Penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Penyedia Jasa Konstruksi baik 
sebagai perencana, pelaksana, pengawas, manajemen konstruksi maupun 
jasa-jasa pengembangannya, penyedia jasaPengkaji Teknis Bangunan Gedung, 
dan pelaksanaannya juga dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan di bidang jasa konstruksi. 

Penegakan hukum menjadi bagian yang penting dalam upaya melindungi 
kepentingan semua pihak agar memperoleh keadilan dalam hak dan 
kewajibannya dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung. Penegakan dan 
penerapan sanksi administratif perlu dimasyarakatkan dan diterapkan secara 
bertahap agar tidak menimbulkan ekses di lapangan, dengan tetap 
mempertimbangkan keadilan dan peraturan perundang-undangan lain. 

Pengenaan sanksi pidana dan  tata cara pengenaan sanksi pidana 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (5) dan Pasal 47 ayat (3) Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dilaksanakan 
sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 

Peraturan Daerah ini mengatur hal-hal yang bersifat pokok dan normatif 
mengenai penyelenggaraanBangunan Gedung di daerah sedangkan ketentuan 
pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan 
tetap mempertimbangkanketentuan peraturan perundang-undangan lainnya 
yang terkait dengan pelaksanaan Peraturan Daerah ini. 
 
II. PASAL DEMI PASAL 
 
Pasal 1 

Cukup jelas. 
Pasal 2 

Cukup jelas. 
Pasal 3 

Cukup jelas. 
Pasal 4 

Ayat (1) 
Cukup jelas. 
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Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Pasal 5 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2)  
 huruf a. Cukup Jelas 

huruf b. Cukup Jelas  
huruf c. Cukup Jelas 
huruf d. Cukup Jelas 
huruf e. Cukup Jelas 
huruf f.  
Yangdimaksuddengan“lebihdarisatu fungsi” adalah apabila 
satuBangunan Gedung mempunyai fungsi utama gabungan dari fungsi-
fungsi   hunian,   keagamaan,   usaha, sosial dan budaya, dan/atau 
fungsi khusus. 

Pasal 6 
Ayat (1) 

huruf a. 
Yang dimaksud dengan“bangunanrumah tinggaltunggal”adalah 
bangunan rumah tinggal yang mempunyai kaveling sendiri dan 
salahsatudinding bangunantidakdibangun tepat pada batas kaveling. 

 
huruf b. 
Yang dimaksud dengan“bangunanrumah tinggalderet”adalah beberapa 
bangunan rumah tinggal yangsatu atau lebih dari sisi bangunan 
menyatudengan sisi satu atau lebih bangunan lain atau rumah tinggal 
lain, tetapi masing-masing mempunyai kaveling sendiri. 

 
huruf c. 
Yang dimaksud dengan“bangunanrumah tinggalsusun”adalahBangunan 
Gedung bertingkatyang dibangundalamsuatu lingkungan yang terbagi 
dalam bagian-bagian yangdistrukturkansecarafungsional, baik 
dalamarahhorizontalmaupun vertikal,dan merupakan satuan-satuan 
yangmasing- masing dapat dimiliki dan digunakansecara terpisah, 
terutama untuk tempat hunian, yang dilengkapidenganbagianbersama, 
benda bersama, dan tanah bersama. 

 
huruf d. 
Yang dimaksud dengan“bangunanrumah tinggalsementara” 
adalahbangunanrumah tinggal yang dibangun untuk  hunian sementara 
waktu dalam menunggu selesainya bangunan hunian yang 
bersifatpermanen, misalnyabangunan untuk penampungan 
pengungsiandalamhalterjadibencanaalam atau bencana sosial. 

 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 
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Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Ayat (5) 
Yang dimaksud dengan “bangunan dengan tingkat kerahasiaan 
tinggi”antara lain bangunan militer dan  istana  kepresidenan,  wisma  
negara, Bangunan  Gedung fungsi  pertahanan,  dan gudang penyimpanan 
bahan berbahaya. 

 
Yang dimaksud dengan “bangunan dengan tingkat risiko bahaya 
tinggi”antara lain bangunan reaktor nuklir   dan   sejenisnya,   gudang   
penyimpanan bahan berbahaya. 

 
Penetapan Bangunan Gedungdengan fungsi khususdilakukan olehMenteri 
dengan mempertimbangkanusulandari instansi berwenang terkait. 

 
Ayat (6) 

huruf a. 
Cukup jelas.  

huruf b. 
Cukup jelas.  

huruf c. 
Yang dimaksud dengan“BangunanGedung mal-apartemen-perkantoran”   
adalah Bangunan Gedungyang di dalamnya terdapat fungsi sebagai 
tempat perbelanjaan, tempat hunian     tetap/apartemen,     dan     
tempat perkantoran.  
 
huruf d. 
Yang dimaksud dengan “Bangunan Gedung-mal-apartemen-
perkantoran-perhotelan” adalah  
BangunanGedungyangdidalamnyaterdapat fungsi sebagai tempat 
perbelanjaan, tempathunian tetap/apartemen, tempat perkantoran dan 
hotel. 
 
huruf e. 

Cukup jelas.  
Pasal 7 

Ayat (1) 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Pasal 8 
Ayat (1) 
KlasifikasiBangunan Gedungmerupakan pengklasifikasian lebihlanjut dari 
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fungsi Bangunan Gedung,agar dalam pembangunandan 
pemanfataanBangunan Gedungdapat lebih tajam dalampenetapan 
persyaratan administratif dan teknisnya yang harus diterapkan. 
 
Dengan ditetapkannya fungsi danKlasifikasi Bangunan Gedungyang akan 
dibangun, maka pemenuhan persyaratan administratifdan teknisnya dapat 
lebih efektif dan efisien. 

 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 
Pasal 9 

Ayat (1) 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Ayat (5) 
Cukup jelas. 

Ayat (6) 
Cukup jelas. 

Ayat (7) 
Cukup jelas. 

Pasal 10 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 
Ayat (3) 

Cukup jelas. 
Pasal 11 

Ayat (1) 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Dokumen sertifikathak atastanah dapat berbentuk sertifikat Hak Milik 
(HM), sertifikat Hak Guna   Bangunan   (HGB),  sertifikat   Hak Guna Usaha 
(HGU), sertifikat Hak Pengelolaan (HPL), sertifikat Hak Pakai (HP), atau  
dokumen perolehan tanah lainnya seperti aktajual beli, kuitansijualbeli 
dan/ataubuktipenguasaan tanah lainnya sepertiizinpemanfaatan dari 
pemegang hak atas tanah, surat keterangan tanah dari lurah/kepala desa 
yang disahkan oleh camat. 
 
Ketentuan mengenaikeabsahan hakatastanah disesuaikan dengan 
ketentuanperaturan perundang-undangan di bidang pertanahan. 
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Dalammengajukan permohonan izinmendirikan 
BangunanGedung,statushakatas tanahnya harus dilengkapi dengangambar 
yang jelas mengenai  lokasi  tanah  bersangkutan  yang memuat ukuran 
dan batas-batas persil. 

 
Ayat (3) 
Perjanjian tertulis  ini  menjadi  pegangan  dan harus ditaati olehkedua 
belah pihak sesuai denganketentuanperaturan perundang- undangan yang 
mengatur hukum perjanjian. 

 
Ayat (4) 

Cukup jelas. 
Ayat (5)  

Cukup jelas. 
Pasal 12 

Ayat (1) 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Ayat (5) 
Cukup jelas. 

Ayat (6) 
Yang dimaksud dengan“persetujuan pemegang hak atas tanah” adalah  
pengalihan kepemilikan Bangunan Gedung. 

 
Ayat (7) 

Cukup jelas. 
Ayat (8) 

Cukup jelas. 
Pasal 13 

Ayat (1) 
Izin mendirikanBangunan Gedungmerupakan satu-satunyaperizinan yang 
diperbolehkan dalam penyelenggaraan Bangunan  Gedung,  yang menjadi 
alat pengendali penyelenggaraan Bangunan Gedung. 

 
Ayat (2) 
Proses pemberian izin mendirikanBangunan Gedung harus 
mengikutiprinsip-prinsip pelayanan prima dan murah/terjangkau. 
 
Permohonan Izin MendirikanBangunanGedung merupakan 
prosesawalmendapatkan izin mendirikan Bangunan Gedung. 

 
Persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam KeteranganRencana Kota, 
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selanjutnya digunakan sebagaiketentuan oleh pemilikdalammenyusun 
rencana teknis Bangunan Gedungnya,disampingpersyaratan-persyaratan 
teknis lainnyasesuai fungsi dan klasifikasinya. 

 
Ayat (3) 
Sebelum     mengajukan     permohonan     izin mendirikan   Bangunan   
Gedung,   setiap   orang harus sudah memiliki suratKeterangan Rencana 
Kotayang diperoleh secara cepat dan tanpa biaya. 
 
SuratKeterangan Rencana Kota diberikan olehpemerintah daerah 
berdasarkan gambar  peta  lokasi  tempat Bangunan  Gedung yang akan 
didirikan olehpemilik. 
 
Ayat (4) 

Cukup jelas. 
 

Ayat (5) 
Ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku pada suatu lokasi/kawasan,  
seperti  keterangan tentang:daerah rawan longsor, daerah rawan banjir; 
tanah pada lokasi yang tercemar (brown field area); kawasan pelestarian; 
dan/atau kawasan   yang   diberlakukan   arsitektur tertentu. 
 

Pasal 14 
Ayat (1) 
Yang dimaksud dengan “persetujuan dari instansi terkait” adalah 
rekomendasi teknis yang diberikan oleh intansi terkait yang berwenang, 
baik dari Pemerintah Daerah maupun Pemerintah. 

 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 
Ayat (3) 

Cukup jelas. 
Pasal 15 

Ayat (1) 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Yang dimaksud dengan“instansi teknis pembina yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang Bangunan Gedung”di daerah yaitu Dinas 
Pekerjaan Umum atauDinas Tata Ruang atau Dinas Permukiman dan 
Prasarana Wilayah atau Dinas TataRuangdan Permukiman atau Dinas 
Cipta Karya atau dengan sebutan lain. 

 
Ayat (3) 

Cukup jelas. 
Ayat (4) 

Cukup jelas. 
Ayat (5) 



jdih.pangandarankab.go.id                                                      81 
 

Cukup jelas. 
Pasal 16 

Cukup jelas.  
Pasal 17 

Cukup jelas.  
Pasal 18 

Ayat (1) 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Yang dimaksud dengan “peraturan perundang- undangan” yaituperaturan 
perundang-undangan mengenai pengelolaan prasarana umum, sumber 
daya air, jaringan tegangan tinggi, kebencana-alaman, dan 
perhubunganserta peraturan turunannya yang berkaitan. 

 
Ayat (5) 
Yang dimaksud dengan“diatur sementara” adalah Peraturan 
Bupatimengenai ketentuan peruntukan lokasi diberlakukan sebagai dasar 
pemberianpersetujuanmendirikan Bangunan Gedungsampai RTRW, RDTR 
dan/atau RTBL untuk lokasi bersangkutan ditetapkan. 

 
Pasal 19 

FungsiBangunan Gedungyang tidak sesuai dengan peruntukan lokasi 
sebagai akibat perubahan RTRW,RDTR, dan/atau RTBL dilakukan   
penyesuaian   paling   lama  5   (lima) tahun, kecuali untuk rumah tinggal 
tunggal paling lama 10 (sepuluh) tahun, sejak pemberitahuan penetapan 
RTRWolehpemerintah daerah kepada Pemilik Bangunan Gedung. 

 
Pasal 20 

Ayat (1) 
Cukup jelas. 

 
Ayat (2) 
Penetapan KDB untuk suatu kawasan yang terdiri 
atasbeberapakaveling/persildapat dilakukan berdasarkan pada 
perbandingan total luas BangunanGedung terhadaptotalluas kawasan 
dengan tetap   mempertimbangkan peruntukan atau fungsi kawasan dan 
daya  dukung lingkungan. 

 
Penetapan KDB dibedakan dalam tingkatan KDB tinggi (lebih besar dari 
60% sampai dengan 100%), sedang (30% sampai dengan 60%), dan rendah 
(lebihkecil dari 30%). Untuk daerah/kawasan padat dan/atau pusat kota 
dapat ditetapkan KDB tinggidan/atau sedang,sedangkanuntuk 
daerah/kawasan renggang dan/atau fungsi resapan ditetapkan KDB 
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rendah. 
 

Ayat (3) 
Penetapan KLB untuk suatu kawasan yang terdiri 
atasbeberapakaveling/persildapat dilakukan berdasarkan pada 
perbandingan total luas BangunanGedung terhadaptotalluas kawasan 
dengan tetap   mempertimbangkan peruntukan atau fungsi kawasan dan 
daya  dukung lingkungan. 

 
Penetapan ketinggian bangunan dibedakan dalam 
tingkatanketinggian:bangunan rendah(jumlah lantai Bangunan 
Gedungsampai dengan 4 lantai), bangunan sedang (jumlah lantai 
Bangunan Gedung5 lantai sampai dengan 8 lantai),dan bangunan tinggi 
(jumlah lantai bangunan lebih dari 8 lantai). 
 
Ayat (4) 

Cukup jelas. 
Ayat (5) 

Cukup jelas. 
Ayat (6) 
Yang dimaksud dengan“diatur sementara” adalah Peraturan 
Bupatimengenai ketentuan intensitas Bangunan Gedung diberlakukan 
sebagai dasar pemberian persetujuan mendirikan Bangunan Gedung 
sampai RTRW, RDTRdan/atau RTBL untuk lokasi bersangkutan 
ditetapkan. 

 
Pasal 21 

Ayat (1) 
Yang dimaksud dengan “daya dukung lingkungan” adalah  kemampuan  
lingkunganuntuk menampung kegiatan dan segala akibat/dampak yang 
ditimbulkan yang ada di dalamnya, antara lain kemampuan daya resapan 
air, ketersediaan air bersih, volume limbah yang ditimbulkan, dan 
transportasi. 

 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 
Pasal 22 

Ayat (1) 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Pasal 23 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 
Pasal 24 
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Ayat (1) 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Pasal 25 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 
LetakGaris Sempadan Bangunan Gedungterluar untuk daerahdisepanjang 
jalan,diperhitungkan berdasarkan lebar daerah milik jalan dan peruntukan 
lokasi, serta diukur dari batas daerah milik  jalan. 
 
LetakGaris Sempadan Bangunan Gedungterluar untuk daerah     sepanjang 
sungai/danau, diperhitungkan berdasarkan kondisi sungai, letak sungai, 
dan fungsi kawasan, serta diukur dari tepi sungai.  

 
LetakGaris Sempadan Bangunan Gedungterluar untuk daerah pantai, 
diperhitungkan berdasarkan kondisi pantai, danfungsi kawasan, dan 
diukur dari garis pasang tertinggi pada pantai yang bersangkutan. 

 
PenetapanGarisSempadan Bangunan Gedung yang terletak di  sepanjang 
pantai, yang selanjutnya disebut sempadan pantai, dapat digolongkan 
dalam: 

• Kawasan pantai budidaya/non-lindung, perhitungan garis 
sempadan pantai didasarkan pada tingkat kelandaian/keterjalan 
pantai. 

• Kawasan pantai lindung, garis sempadan pantainya minimal 100 
m dari garis pasang tertinggi pada pantai bersangkutan. 

 
LetakGaris Sempadan Bangunan Gedungterluar untuk daerah sepanjang 
jalan keretaapi dan jaringan  tegangan  tinggi, mengikuti  ketentuan yang 
ditetapkan oleh instansi yang berwenang. 

 
Pertimbangan keselamatan dalam penetapan garis sempadan meliputi 
pertimbangan terhadap bahaya kebakaran, banjir,dan/atau keselamatan 
lalu lintas. 

 
Pertimbangan kesehatan dalam penetapan garis sempadanmeliputi 
pertimbangansirkulasiudara, pencahayaan, dan sanitasi. 

 
Ayat (3) 

Cukup jelas. 
Ayat (4) 

Cukup jelas. 
Ayat (5) 
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Cukup jelas. 
Ayat (6) 

Cukup jelas. 
Pasal 26 

Ayat (1) 
Pertimbangan keselamatan dalam hal bahaya kebakaran, banjir,  air 
pasang, dan/atau tsunami; Pertimbangan kesehatan dalam hal sirkulasi 
udara, pencahayaan,  dan sanitasi. Pertimbangan kenyamanan dalam hal 
pandangan, kebisingan, dan getaran.Pertimbangankemudahan 
dalamhalaksesibilitas dan akses evakuasi; keserasian dalam hal 
perwujudan wajah kota; ketinggian bahwa makin tinggi bangunan jarak 
bebasnya makin besar. 
 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 
Ayat (3) 

Cukup jelas. 
Ayat (4) 
Dalam  hal   ini   jaringan   utilitas   umum   yang terletak di 
bawahpermukaan tanah, antara lain jaringantelepon,jaringanlistrik,  
jaringangas, dll. yang melintas atau akan dibangun melintas 
kaveling/persil/kawasan yang bersangkutan. 

 
Ayat (5) 

Cukup jelas. 
Ayat (6) 

Cukup jelas. 
Pasal 27 

Cukup jelas. 
Pasal 28 

Ayat (1) 
Pertimbangan terhadap estetika bentuk dan 
karakteristikarsitekturdanlingkungan yangada disekitarBangunan 
Gedungdimaksudkanuntuk lebihmenciptakankualitaslingkungan,seperti 
melaluiharmonisasi nilaidan gaya arsitektur, penggunaan 
bahan,warnadantekstureksterior Bangunan Gedung, serta penerapan 
penghematan energi pada Bangunan Gedung. 

 
Pertimbangan kaidah pelestarian yang menjadi dasar pertimbangan  utama  
ditetapkannya kawasan tersebut sebagai cagar budaya, misalnya kawasan 
cagar budaya yang Bangunan Gedungnya berarsitektur Cina, kolonial, atau 
berarsitektur Melayu. 
 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 
 

Ayat (3) 
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Cukup jelas. 
Ayat (4) 

Cukup jelas. 
Pasal 29 

Ayat (1) 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Pasal 30 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 
Ayat (3) 

Cukup jelas. 
Ayat (4) 

Cukup jelas. 
Ayat (5) 

Cukup jelas. 
Ayat (6) 

Cukup jelas. 
Ayat (7) 

Cukup jelas. 
 

Pasal 31 
Ayat (1) 
Persyaratan daerah resapan berkaitan dengan pemenuhan persyaratan 
minimalkoefisien daerah hijauyangharusdisediakan, sedangkanakses 
penyelamatan untuk bangunan umum berkaitan dengan penyediaan akses 
kendaraan penyelamatan, seperti kendaraan pemadam 
kebakarandanambulan,untukmasukkedalam tapak Bangunan Gedung 
yang bersangkutan. 
 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 
Pasal 32 

Ayat (1) 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

  Ayat (3) 
Yang dimaksud dengan“instansi yang berwenang” adalah instansiyang 
menyelenggarakan urusan pemerintahandalam bidangperlindungan dan 
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pengelolaan lingkungan hidup 
 
Pasal 33 

Ayat (1) 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Ayat (5) 
Cukup jelas. 

Ayat (6) 
Cukup jelas. 

Ayat (7) 
Cukup jelas 

Pasal 34 
Cukup jelas. 

Pasal 35 
Cukup jelas. 

Pasal 36 
Cukup jelas. 

Pasal 37 
Cukup jelas. 

Pasal 38 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 
Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Pasal 39 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 
Ayat (3) 

Cukup jelas. 
Pasal 40 

Cukup jelas. 
Pasal 41 

Ayat (1) 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
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Cukup jelas. 
Pasal 42 

Ayat (1) 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Pasal 43 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 
Ayat (3) 

Cukup jelas. 
Pasal 44 

Ayat (1) 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Pasal 45 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 
Ayat (3) 

Cukup jelas. 
Pasal 46 

Ayat (1) 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Pasal 47 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 
Yang dimaksud dengan “kuat/kokoh” adalah kondisi strukturBangunan 
Gedungyang kemungkinan terjadinyakegagalan struktur Bangunan 
Gedungsangat kecil, yang kerusakan strukturnya masih dalam batas-batas 
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persyaratan teknisyangmasih dapatditerimaselamaumur bangunan yang 
direncanakan. 
 
Yang dimaksud dengan “stabil” adalah kondisi strukturBangunan 
Gedungyang tidak mudah terguling,miring, atautergeserselamaumur 
bangunan yang direncanakan. 

 
Yang dimaksud dengan “persyaratan kelayanan” (serviceability) adalah 
kondisi struktur Bangunan Gedung yang selain memenuhi persyaratan 
keselamatan juga memberikan rasa aman, nyaman,  dan selamat bagi 
pengguna. 

 
Yang   dimaksud   dengan   “keawetan   struktur” adalah umur struktur 
yang panjang (lifetime) sesuai dengan rencana, tidak mudah rusak, aus, 
lelah (fatigue) dalammemikul beban. 

 
Dalam   hal  Bangunan   Gedung  menggunakan bahan bangunan 
prefabrikasi,bahan bangunan prefabrikasi tersebut harus dirancang 
sehingga memiliki sistem sambungan yang baik dan andal, serta  mampu  
bertahan  terhadap  gaya  angkat pada saat pemasangan. 

 
Perencanaan strukturjugaharus mempertimbangkan ketahanan bahan 
bangunan terhadap kerusakan yang diakibatkan oleh cuaca, serangga 
perusak dan/atau jamur, dan menjamin keandalan   Bangunan   Gedung  
sesuai   umur layanan teknis yang direncanakan. 

 
Yang  dimaksud  dengan  beban  muatan  tetap adalah beban muatan mati 
atau berat sendiri BangunanGedungdanbebanmuatan hidupyang timbul 
akibat fungsi Bangunan Gedung. 

 
Yang dimaksud dengan beban muatan sementara 
selaingempadanangin,termasukbeban muatan yang   timbul   akibat   
benturan  atau   dorongan angin, dan lain-lain. 

 
Daktail merupakan kemampuan struktur Bangunan Gedunguntuk 
mempertahankan kekuatandankekakuanyangcukup,   sehingga 
strukturgedungtersebuttetapberdiri walaupun sudahberadadalamkondisidi 
ambang keruntuhan. 

 
Ayat (3) 

Cukup jelas. 
Ayat (4) 

Cukup jelas. 
Ayat (5) 

Cukup jelas. 
Ayat (6) 

Cukup jelas. 
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Ayat (7) 

Cukup jelas 
Ayat (8) 

Cukup jelas. 
Ayat (9) 

Cukup jelas. 
Ayat (10) 

Cukup jelas 
 
Pasal 48 

Ayat (1) 
Sistem  proteksi  pasif  merupakan  proteksi terhadap penghuni dan harta 
benda  berbasis padarancangan ataupengaturan komponen arsitektur dan 
strukturBangunan Gedung sehingga  dapat  melindungi  penghuni  
danharta benda dari kerugian saat terjadi kebakaran. 

 
Pengaturan komponen arsitektur dan struktur Bangunan Gedungantara 
lain dalam penggunaan bahan bangunan dan konstruksi yang tahan api, 
kompartemenisasi dan pemisahan, dan perlindungan pada bukaan. 

 
Sistemproteksiaktifmerupakan proteksiharta benda terhadap bahaya 
kebakaran berbasis pada penyediaan peralatan yang dapat bekerja baik 
secara otomatis maupun secara manual, 
digunakanolehpenghuniataupetugaspemadam dalam melaksanakan 
operasi pemadaman. 

 
Penyediaan peralatan pengamanan kebakaran sebagai sistem proteksi aktif 
antara lain penyediaan sistem deteksi dan alarm kebakaran, hidran 
kebakarandi luar dan dalamBangunan Gedung,alatpemadamapiringan, 
dan/atau sprinkler. 

 
Dalamhalpemilikrumahtinggal tunggal bermaksud melengkapiBangunan 
Gedungnya dengan sistem proteksi pasif dan/atau aktif,maka harus 
memenuhipersyaratan perencanaan, pemasangan, dan pemeliharaan 
sesuai pedoman dan Standar Teknisyang berlaku. 

 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 
Ayat (3) 

Cukup jelas. 
Ayat (4) 

Cukup jelas. 
Ayat (5) 

Cukup jelas. 
Ayat (6) 

Cukup jelas. 
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Ayat (7) 
Cukup jelas. 

Ayat (8) 
Yangdimaksuddenganfungsi,klasifikasi,luas, jumlah  lantai  dan/atau  
jumlah penghuni tertentu harus mempunyai unit manajemen proteksi 
kebakaran Bangunan Gedung adalah: 
 
a. B angunan umum termasuk apartemen, yang berpenghuni minimal 500 

orang, atau yangmemilikiluas minimal5.000m2, atau mempunyai 
ketinggianBangunan Gedung lebih dari 8 lantai; 

b. Khusus bangunan rumah sakit yang memiliki lebih dari40 tempat tidur 
rawat inap, terutama dalam mengidentifikasidan mengimplementasikan 
secaraproaktif proses penyelamatan jiwa manusia; 

c.  Khusus bangunan industri yang menggunakan, menyimpan, atau 
memroses bahan berbahaya dan beracun atau bahan cair dan gas 
mudah terbakar, atau yang memiliki luas bangunan minimal5.000m2, 
ataubebanhunian minimal 500 orang, atau dengan luas areal/site 
minimal 5.000 m2. 

 
Pasal 49 

Cukup jelas. 
Pasal 50 

Ayat (1) 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Pasal 51 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 
Bukaan permanen adalah bagian pada dinding 
yangterbukasecaratetapuntuk memungkinkan sirkulasi udara. 
Ayat (3) 

Cukup jelas. 
Pasal 52 

Ayat (1) 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Ayat (5) 
Cukup jelas. 

Pasal 53 
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Ayat (1) 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Pasal 54 
Cukup jelas. 

Pasal 55 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 
Ayat (3) 

Cukup jelas. 
Ayat (4) 

Cukup jelas. 
Ayat (5) 

Cukup jelas. 
Ayat (6) 

Cukup jelas. 
Pasal 56 

Ayat (1) 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Ayat (5) 
Cukup jelas. 

Pasal 57 
Ayat (1) 
Yang dimaksud dengan “prasarana dan/atau sarana umum” seperti jalur 
kanalatau jalur hijau atau sejenisnya. 

 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 
Ayat (3) 
Yang dimaksud dengan “di bawah air” yaitu Bangunan Gedung yang 
dibangun berada di bawah permukaan air. 

 
Yang dimaksud dengan “di atas air” yaitu Bangunan Gedungyang dibangun 
berada di atas permukaan air, baik secara mengapung (mengikuti naik-
turunnya muka air) maupun menggunakan panggung (tidak mengikuti 
naik- turunnya muka air). 
Ayat (4) 
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Yang dimaksud dengan “daerah hantaran udara listriktegangantinggi atau 
ekstra tinggi atau ultra tinggi” adalah area di sepanjang jalur SUTT, SUTET 
atau SUTUT termasuk batas jalur sempadannya. 

 
Pasal 58 

Ayat (a) 
Cukup jelas. 

Ayat (b) 
Cukup jelas. 
Ayat (c) 

Cukup jelas. 
Ayat (d) 

Cukup jelas. 
Ayat (e) 

Cukup jelas. 
Ayat (f) 

Cukup jelas. 
Ayat (g) 

Cukup jelas. 
Ayat (h) 

Cukup jelas. 
Ayat (i) 

Cukup jelas. 
Ayat (j) 

Cukup jelas. 
Ayat (k) 

Cukup jelas. 
Pasal 59 

Ayat (1) 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Pasal 60 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 
Pasal 61 

Ayat (1) 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Pasal 62 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 
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Cukup jelas. 
Ayat (3) 

Cukup jelas. 
Ayat (4) 

Cukup jelas. 
Ayat (5) 

Cukup jelas. 
Pasal 63 

Ayat (1) 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Pasal 64 
Cukup jelas. 

Pasal 65 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 
 

Ayat (3) 
Yang dimaksud dengan “manusia berkebutuhan khusus” antara lain 
adalah manusia lanjut usia, penderitacacatfisiktetap,wanitahamil,anak 
anak, dan penderita cacat fisik sementara. 
 
Ayat (4) 

Cukup jelas. 
Ayat (5) 

Cukup jelas. 
Ayat (6) 

Cukup jelas. 
Pasal 66 

Ayat (1) 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Ayat (5) 
Cukup jelas. 

 
 

Pasal 67 
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Huruf a 
Cukup jelas. 

Huruf b 
Cukup jelas. 

Huruf c 
Cukup jelas. 

Huruf d 
Cukup jelas. 

Huruf e 
Cukup jelas. 

Huruf f 
Cukup jelas. 

 
Huruf g 
Upaya mitigasi terhadap risiko adalah tindakan antisipatif, prefentif dan 
kuratif terhadap dampak akibat yang dapat timbul dari ancaman 
keselamatan, masalah  kesehatan, perubahan iklim dan kebencanaan 
 
Huruf h 
Siklus hidup dalam konteks bangunan gedung adalah siklus penggunaan 
sumber daya air, udara sinar matahari, dan material alam yang mengalami 
siklus dalam penggunaannya. 
 
Huruf i 
Mutu yang ingin dicapai adalah mutu hasil dari implementasi azas-azas 
bangunan gedung hijau dalam bangunan gedung sesuai ratifikasi yang 
dikeluarkan lembaga berwenang 
 
Huruf j 
Upaya implementasi azas bangunan gedung hijau dengan memanfaatkan 
perkembangan teknologi bangunan berupa bahan bangunan, tata cara 
pelaksanaan pembangunan, tata laksana atau pengeoperasian pemakaian 
teknologi pada bangunan dan interaksi terhadap pemakai bangunan 
gedung 
 
Huruf k 

Cukup jelas 
Pasal 68 

Ayat (1) 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

 
 

Pasal 69 
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Ayat (1) 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Pasal 70 
Cukup jelas. 

Pasal 71 
Cukup jelas. 

Pasal 72 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 
Ayat (3) 

Cukup jelas. 
Ayat (4) 

Cukup jelas. 
Pasal 73 

Ayat (1) 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Ayat (5) 
Cukup jelas. 

Ayat (6) 
Cukup jelas. 

Pasal 74 
Cukup jelas. 

Pasal 75 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 
Ayat (3) 

Cukup jelas. 
Ayat (4) 

Cukup jelas. 
Pasal 76 

Ayat (1) 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
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Cukup jelas. 
Ayat (4) 

Cukup jelas. 
Pasal 77 

Ayat (1) 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Pasal 78 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 
Ayat (3) 

Cukup jelas. 
Ayat (4) 

Cukup jelas. 
Ayat (5) 

Cukup jelas. 
Ayat (6) 

Cukup jelas. 
Ayat (7) 

Cukup jelas. 
Pasal 79 

Ayat (1) 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Pasal 80 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 
Ayat (3) 

Cukup jelas. 
Pasal 81 

Ayat (1) 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Pasal 82 
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Ayat (1) 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Pasal 83 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 
Ayat (3) 

Cukup jelas. 
Ayat (4) 

Cukup jelas. 
Pasal 84 

Ayat (1) 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Pasal 85 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 
Ayat (3) 

Cukup jelas. 
 Ayat (4) 

Cukup jelas. 
Pasal 86 

Ayat (1) 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Pasal 87 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
 
Ayat (2) 
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Cukup jelas. 
Ayat (3) 

Cukup jelas. 
Ayat (4) 

Cukup jelas. 
Pasal 88 

Ayat (1) 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Pasal 89 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 
Ayat (3) 

Cukup jelas. 
Ayat (4) 

Cukup jelas. 
Pasal 90 

Cukup jelas. 
Pasal 91 

Ayat (1) 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Ayat (5) 
Cukup jelas. 

Ayat (6) 
Cukup jelas. 

Ayat (7) 
Cukup jelas. 

 
Pasal 92 
Yang dimaksud dengan “swakelola” adalah kegiatan Bangunan Gedungyang 
diselenggarakan sendiri oleh Pemilik BangunanGedungtanpamenggunakan 
penyedia jasa di bidang perencanaan, pelaksanaan dan/atau pengawasan. 
 
Pasal 93 
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Ayat (1) 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Pasal 94 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 
Ayat (3) 

Cukup jelas. 
Ayat (4) 

Cukup jelas. 
Ayat (5) 

Cukup jelas. 
Pasal 95 

Ayat (1) 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas 

Ayat (4) 
Yang dimaksud dengan “pejabat yang berwenang” adalahpejabat 
yangmenjalankanurusan pemerintahan di bidang Bangunan Gedung. 
Ayat (5) 

Cukup jelas. 
Ayat (6) 

Cukup jelas. 
Pasal 96 

Cukup jelas. 
Pasal 97 

Ayat (1) 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Pasal 98 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

huruf a. 
Yang dimaksud dengan “retribusiPembinaan Penyelenggaraan Bangunan 
Gedung”adalah danayangdipungutolehPemerintah Daerah atas 
pelayanan yang diberikan dalam rangka pembinaanmelaluiIMBuntuk 
biaya pengendalian penyelenggaraanBangunan 
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Gedungyangmeliputipengecekan, pengukuran lokasi, pemetaan, 
pemeriksaan dan penatausahaan proses penerbitan IMB. 

 
huruf b. 
Yang dimaksud dengan retribusi administrasi Bangunan Gedungadalah 
dana yang dipungut olehPemerintahDaerahataspelayananyang diberikan  
untuk  biaya  proses  administrasi yang meliputi pemecahan dokumen 
IMB, pembuatan duplikat, pemutahiran data atas permohonan Pemilik 
Bangunan Gedung dan/atau perubahan non teknis lainnya. 

 
huruf c. 
Retribusi   penyediaan   formulir   permohonan IMB 
termasukbiayapendaftaranBangunan Gedung. 

 
Ayat (3) 

Cukup jelas. 
Ayat (4) 

Cukup jelas. 
Pasal 99 

Ayat (1) 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Pasal 100 
Cukup jelas. 

Pasal 101 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 
Ayat (3) 

Cukup jelas. 
Ayat (4) 

Cukup jelas. 
Ayat (5) 

Cukup jelas. 
Ayat (6) 

Cukup jelas. 
Pasal 102 

Ayat (1) 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Pasal 103 
Ayat (1) 
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Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 
Ayat (3) 

Cukup jelas. 
Pasal 104 

Ayat (1) 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Pasal 105 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 
Pasal 106 

Ayat (1) 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Ayat (5) 
Cukup jelas. 

Ayat (6) 
Cukup jelas. 

Pasal 107 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 
Pasal 108 

Ayat (1) 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Pasal 109 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 
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Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Pasal 110 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 
Ayat (3) 

Cukup jelas. 
Ayat (4) 

Cukup jelas. 
Ayat (5) 

Cukup jelas. 
Pasal 111 

Ayat (1) 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Pasal 112 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 
Ayat (3) 

Cukup jelas. 
Ayat (4) 

Cukup jelas. 
 
Pasal 113 

Ayat (1) 
Yang dimaksud dengan “pendataan Bangunan Gedung”  adalah   kegiatan  
inventarisasi  data umum, data teknis, data status riwayat dan gambar 
legger bangunan ke dalam database Bangunan Gedung. 
 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 
Ayat (3) 

Cukup jelas. 
Ayat (4) 

Cukup jelas. 
Ayat (5) 

Cukup jelas. 
 

Pasal 114 
Cukup jelas. 
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Pasal 115 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 
Ayat (3) 

Cukup jelas. 
Pasal 116 

Ayat (1) 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Pasal 117 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 
Ayat (3) 

Cukup jelas. 
Ayat (4) 

Cukup jelas. 
Ayat (5) 

Cukup jelas. 
Pasal 118 

Ayat (1) 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Pasal 119 
Cukup jelas. 

Pasal 120 
Cukup jelas. 

Pasal 121 
Cukup jelas. 

Pasal 122 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Cukup jelas 



jdih.pangandarankab.go.id                                                      104 
 

Pasal 123 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 
Ayat (3) 

Cukup jelas. 
Ayat (4) 

Cukup jelas. 
Ayat (5) 

Cukup jelas. 
Ayat (6) 

Cukup jelas. 
Pasal 124 

Ayat (1) 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Ayat (5) 
Cukup jelas. 

Ayat (6) 
Cukup jelas. 

Pasal 125 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 
Ayat (3) 

Cukup jelas. 
Pasal 126 

Ayat (1) 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Ayat (5) 
Cukup jelas. 

Ayat (6) 
Cukup jelas. 

Pasal 127 



jdih.pangandarankab.go.id                                                      105 
 

Ayat (1) 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Dalam hal di daerah bersangkutan tidak tersedia tenagaahliyang 
berkompeten untuk ditugaskan sebagai anggota TABG, maka 
dapatdiangkat tenaga ahli dari daerah lain. 

 
Ayat (3) 

Cukup jelas. 
Ayat (4) 

Cukup jelas. 
Pasal 128 

Ayat (1) 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Pasal 129 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 
Ayat (3) 

Cukup jelas. 
Ayat (4) 

Cukup jelas. 
Pasal 1230 

Ayat (1) 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Pasal 131 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 
 
Ayat 3 
Yang dimaksud dengan fasilitaspenyediaan air bersihadalah penyediaan 
airbersihyang kualitasnya memadai untuk diminum serta digunakan untuk 
kebersihan pribadi atau rumah tangga tanpa menyebabkan risiko bagi 
kesehatan. 

 
Yang dimaksud dengan fasilitassanitasi adalah fasilitas kebersihan dan 
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kesehatan lingkungan yangberkaitandengansaluranair (drainase), 
pengelolaan limbah cair dan/atau padat dan pembuangan tinja. 

 
Ayat (4) 

Cukup jelas. 
Pasal 132 
 

Ayat (1) 
Yang dimaksud dengan “bencana” adalah peristiwa atau rangkaian 
peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan 
masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-
alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban 
jiwamanusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak 
psikologis. 

 
Ayat (2) 
Yang dimaksud dengan rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan 
semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang 
memadai pada wilayah pasca-bencana dengan sasaran  utama untuk  
normalisasi atau berjalannyasecarawajarsemua aspek pemerintahandan 
kehidupan masyarakatpada wilayah pascabencana. 

 
Ayat (3) 
Yangdimaksud denganpemberianbantuan perbaikanrumah 
masyarakatadalahbantuan Pemerintah  atau  Pemerintah  Daerah  sebagai 
stimulan untuk membantu masyarakat memperbaiki  rumahnya  yang  
rusak  akibat bencana agar dapat dihuni kembali. 

 
Ayat (4) 
Bantuan perbaikan disesuaikan dengan kemampuan anggaran 
PemerintahDaerah. 

 
Ayat (5) 

Cukup jelas. 
Ayat (6) 

Cukup jelas. 
Ayat (7) 

Cukup jelas. 
Ayat (8) 

Cukup jelas. 
Ayat (9) 
Yang dimaksud dengan pejabat pemerintahan di tingkat paling bawah 
adalah Kepala Kecamatan atau Kepada Kelurahan/Desa. 

 
Ayat (10) 
Proses Peran Masyarakatdimaksudkan agar masyarakat mendapatkan 
akses pada proses pengambilan keputusan dalam perencanaan dan 



jdih.pangandarankab.go.id                                                      107 
 

pelaksanaan rehabilitasi rumah di wilayahnya; masyarakat dapat  
bermukim kembali ke rumah asalnya yang telah direhabilitasi; 
masyarakatmembangunrumahsederhana sehat dengan dilengkapi 
dokumen IMB. 

 
Ayat (11) 

Cukup jelas. 
Ayat (12) 

Cukup jelas. 
Pasal 133 

Ayat (1) 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Pasal 134 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 
Ayat (3) 

Cukup jelas. 
Ayat (4) 

Cukup jelas. 
Ayat (5) 

Cukup jelas. 
Pasal 135 

Ayat (1) 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

 
Pasal 136 

huruf a. 
  Cukup jelas 

huruf b. 
  Cukup jelas 

huruf c. 
  Cukup jelas 
 

huruf d. 
Yang dimaksud dengan “pengajuanGugatan Perwakilan”  adalah  
gugatan  perdata  yang diajukan oleh sejumlah orang (dalam jumlah 
tidak banyak misalnyasatuatauduaorang)sebagai perwakilan kelas 
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mewakili kepentingan dirinya sekaligus sekelompok orang atau pihak 
yang dirugikan  sebagai  korban  yang  memiliki kesamaan fakta atau 
dasar hukum antar wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud. 

 
Pasal 137 

Ayat (1) 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Ayat (5) 
Cukup jelas. 

Pasal 138 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 
Ayat (3) 

Cukup jelas. 
Pasal 139 

Ayat (1) 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Pasal 140 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 
 

Ayat (3) 
Masyarakat yang diundang dapat terdiri atas perseorangan, kelompok 
masyarakat, organisasi kemasyarakatan, masyarakat ahli,dan/atau 
masyarakat hukum adat 
 
Ayat (4) 

Cukup jelas. 
Pasal 141 

Ayat (1) 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 
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Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Ayat (5) 
Cukup jelas. 

Ayat (6) 
Cukup jelas. 

Pasal 142 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 
Ayat (3) 
Yangdimaksuddengan“hukumacara  Gugatan Perwakilan” yaitu Surat 
Edaran Makamah Agung Nomor 1 tahun 2002 tentang Hukum Acara 
Gugatan Perwakilan Kelompok. 

 
Pasal 143 

Cukup jelas. 
 
Pasal 144 
 

Yang dimaksud dengan “menjaga ketertiban” adalah sikap perseorangan 
untuk ikut menciptakan ketenangan, kebersihan dan kenyamanan serta 
sikap mencegahperbuatan kelompok yang mengarah pada perbuatan 
kriminal dengan melaporkannya kepada pihak yang berwenang. 
 
Yang  dimaksud  dengan  “mengurangi  tingkat 
keandalanBangunanGedung”adalahperbuatan perseorangan   atau 
kelompok   yang   menjurus padaperbuatannegatifyangdapatberpengaruh 
keandalanBangunanGedungseperti  merusak, memindahkan       dan/atau       
menghilangkan peralatan dan perlengkapan Bangunan Gedung. Yang      
dimaksud      dengan      “mengganggu penyelenggaraan  Bangunan  
Gedung”  adalah perbuatan perseorangan atau kelompok yang menjurus    
pada    perbuatan    negatif    yang berpengaruh   pada   proses   
penyelenggaraan Bangunan Gedung seperti   menghambat jalan 
masukkelokasiataumeletakkanbenda-benda yang    dapat    
membahayakan    keselamatan manusia dan lingkungan. 

 
Pasal 145 

Cukup jelas. 
Pasal 146 

Cukup jelas. 
Pasal 147 

Cukup jelas. 
Pasal 148 
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Ayat (1) 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Pasal 149 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 
Ayat (3) 

Cukup jelas. 
Pasal 150 

Ayat (1) 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Pasal 151 
Cukup jelas. 

Pasal 152 
Cukup jelas. 

Pasal 153 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 
Pasal 154 

Ayat (1) 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Ayat (5) 
Cukup jelas. 

Pasal 155 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 
Ayat (3) 

Cukup jelas. 
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Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Ayat (5) 
Cukup jelas. 

Ayat (6) 
Cukup jelas. 

Ayat (7) 
Cukup jelas. 

Pasal 156 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 
Pasal 157 

Ayat (1) 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Pasal 158 
Cukup jelas. 

Pasal 159 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 
Ayat (3) 

Cukup jelas. 
Ayat (4) 

Cukup jelas. 
 
Pasal 160 

Ayat (1) 
Cukup jelas. 
Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Pasal 161 
Ayat (1) 
Cukup jelas. 
Ayat (2) 
Cukup jelas. 
 

Pasal 162 
Ayat (1) 
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Cukup jelas. 
Ayat (2) 
Cukup jelas. 
Ayat (3) 
Cukup jelas. 
Ayat (4) 
Cukup jelas. 
Ayat (5) 
Cukup jelas. 
Ayat (6) 
Cukup jelas. 
Ayat (7) 
Cukup jelas. 
Ayat (8) 
Cukup jelas. 
Ayat (9) 
Cukup jelas. 
Ayat (10) 
Cukup jelas. 
Ayat (11) 
Cukup jelas. 

Pasal 163 
Cukup jelas. 

Pasal 164 
Cukup jelas. 
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